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PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat
yang telah diberikan, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan
buku kajian akademik tentang Penguatan Lembaga Demokrasi di
Indonesia: Sinergi Kewenangan MPR dan MK dalam Mengawal UUD
NRI Tahun 1945”. Buku kajian akademik ini merupakan hasil kerja sama
antara Sekretariat Jenderal MPR dengan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada.

Pelaksanaan kajian akademik ini sangat penting sebagai masukan
bagi pelaksanaan salah satu tugas MPR sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu: melaksanakan kajian sistem
ketatanegaraan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta pelaksanaannya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR dan MK memiliki
peran strategis dalam menjaga dan menegakkan konstitusi UUD NRI
Tahun 1945. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MPR
memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI
Tahun 1945, sedangkan sesuai ketentuan pasal 24C ayat (1), salah satu
kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam kewenangan ini MPR



bertindak sebagai lembaga negara pembentuk konstitusi sedangkan MK
bertindak sebagai lembaga negara pengawal konstitusi melalui
mekanisme judicial review. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi
perbedaan tafsir konstitusional antara MPR dan MK, yang dapat
berimplikasi pada dinamika ketatanegaraan dan stabilitas hukum di
Indonesia.

Oleh karenanya, perlu dilakukan kegiatan kajian akademik guna
membangun konsensus ketatanegaraan dalam melihat tafsir
konstitusional antara MPR dan MK, yang diharapkan dapat menjadi
pijakan dalam menyamakan pandangan terhadap penafsiran UUD NRI
Tahun 1945 serta memastikan sinergitas kewenangan kedua lembaga
negara demi menjaga stabilitas konstitusi dan demokrasi Indonesia. Hal
ini juga diperlukan dalam rangka memperkuat proses pelembagaan
demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan upaya MPR dalam menjaga
marwah konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Akhir kata, semoga penerbitan buku Kajian Akademik ini dapat
menjadi masukan yang komprehensif dan holistik untuk menyelesaikan
permasalahan  ketatanegaraan serta meningkatkan pemahaman
ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa

yang akan datang.

Sekretaris Jenderal MPR,

Siti Fauziah, S.E., M.M.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya sehingga Kajian Akademik: Penguatan Lembaga Demokrasi
di Indonesia — Sinergi Kewenangan MPR dan MK dalam Mengawal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat disusun.

Kajian ini merupakan hasil kerja sama antara Sekretariat Jenderal MPR RI
dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang bertujuan untuk
memberikan kontribusi pemikiran akademik terhadap penguatan
lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menegaskan
dan mengharmonisasikan peran serta kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Dalam proses penyusunan kajian ini, kami menghimpun berbagai
perspektif dari literatur hukum tata negara, praktik ketatanegaraan, serta
masukan dari ahli akademisi dan praktisi hukum. Kami menyadari bahwa
dinamika ketatanegaraan Indonesia memerlukan penguatan sinergi
antarlembaga negara untuk menjaga keutuhan konstitusi serta
mendorong terciptanya sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan kajian ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi kepada
Badan Pengkajian MPR RI atas dukungan, masukan, dan kerja sama
yang diberikan dalam proses penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum dan
ketatanegaraan Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan yang
konstruktif dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 September 2025

Tim Penyusun
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002
merupakan upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD
1945 asli (selanjutnya disebut UUD 1945) relatif singkat sehingga tidak
memberikan jaminan yang cukup memadai dalam penyelenggaraan
negara. UUD 1945 memberikan keluasan kewenangan bagi eksekutif
yang tidak diimbangi dengan kewenangan yang cukup dari legislatif.
Selain itu MPR merupakan lembaga negara tertinggi tempat dimana
Presiden bertanggung jawab. MPR pula yang memilih presiden dan
wakil presiden. Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
merefleksikan pengaruh sistem parlementer. UUD 1945 pasca
perubahan (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) mengubah secara
signifikan paradigma konstitusi di antaranya pembatasan terhadap
kekuasaan eksekutif dan penguatan kekuasaan legislatif, pemurnian
sistem presidensial, penguatan demokrasi dan negara hukum, serta
jaminan hak asasi manusia. Perubahan konstitusi memajukan konsep
konstitusionalisme dengan pembatasan kekuasaan lembaga negara di
satu sisi dan jaminan hak asasi manusia disisi yang lain.

Salah satu materi penting hasil perubahan konstitusi adalah
lahirnya tiga lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi
Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di samping itu,
terdapat perubahan kewenangan atas lembaga eksisting seiring
dengan perubahan sistem ketatanegaraan yang diadopsi dalam
perubahan UUD seperti misalnya MPR. Sebelum perubahan UUD
1945, MPR merupakan lembaga tertinggi dengan kewenangan yang
signifikan termasuk memilih dan memberhentikan presiden dan
wakil presiden, menetapkan GBHN dan mengubah UUD. Perubahan



UUD  menghapuskan kewenangan @ MPR  memilih  dan
memberhentikan Presiden dan wakil presiden dan kewenangan
menetapkan GBHN sedangkan kewenangan mengubah UUD masih
melekat di MPR.

Disisi yang lain, UUDNRI 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi
dengan 4 kewenangan dan satu kewajiban yang salah satu
diantaranya adalah kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD.
Jika diamati, terdapat irisan antara MPR dan MK dalam kaitannya
dengan UUD. MPR mengubah UUD sedangkan MK menggunakan
UUD sebagai batu uji dalam menilai konstitusionalitas sebuah UU.
Dalam menjalankan kewenangannya kedua lembaga negara tidak
jarang melakukan “penafsiran” konstitusi. Dalam proses mengubah
UUD, MPR dapat dikatakan melakukan penafsiran atas redaksi pasal
yang disusun sebagaimana tertulis dalam risalah rapat perubahan
UUD. MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD juga
melakukan penafsiran pasal UUD manakala pasal dimaksud
memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam rangka menilai
konstitusionalitas UU. Irisan kewenangan MPR dan MK dalam
melakukan tafsir terhadap UUD dapat menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan penting yang berkaitan dengan sinergitas kedua lembaga
negara tersebut. Adapun kajian ini berfokus pada empat pertanyaan
pokok yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian rumusan
masalah di bawah ini

. Rumusan Masalah

Terdapat empat pertanyaan penelitian yang dijawab dalam kajian
ini yaitu: Pertama, Bagaimana posisi konstitusional MPR dan MK
dalam menafsirkan UUD NRI Tahun 1945? Dapatkah MPR
melakukan penafsiran terhadap UUD NRI Tahun 1945, baik melalui
penambahan catatan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 melalui
ketetapan MPR, atau melalui formalisasi risalah pembahasan UUD
NRI Tahun 1945 sebagai rujukan resmi penafsiran konstitusi?



Kedua, Apakah kewenangan MK dalam membentuk aturan
normatif baru (positive legislator) telah sesuai dengan kaidah UUD NRI
Tahun 1945? Apakah hal tersebut dapat dibenarkan, dan dalam hal
apa saja MK dapat membentuk aturan normatif baru atau dapat
bertindak sebagai positive legislator? Bagaimana pengaturan hal
tersebut sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum terutama
dalam situasi krusial seperti menjelang pemilihan umum (sehingga
tidak menimbulkan prasangka MK terlibat politik praktis)?

Ketiga, Apakah aspek jurisprudensi putusan MK dapat dijadikan
acuan putusan MK selanjutnya, serta bagaimana mendorong
perbaikan dalam proses hukum acara di MK agar muncul konsistensi
antar putusan?

Keempat, Bagaimana menempatkan sinergitas antara MPR dan
MK terkait kewenangan masing-masing dalam UUD NRI Tahun
1945? Apakah diperlukan pengaturan khusus mengenai pola
hubungan MPR dan MK, serta apakah memungkinkan pertimbangan
preventif konstitusional MPR dan MK dalam pembahasan rancangan
undang-undang DPR dan Pemerintah?

C. Tujuan kajian

Kajian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui posisi
konstitusional MPR dan MK dalam menafsirkan UUDNRI 1945
termasuk kemungkinan MPR melakukan penafsiran terhadap
UUDNRI 1945 baik melalui catatan dalam pasal, ketetapan MPR
maupun formalisasi risalah pembahasan UUD. Kedua, menganalisa
kewenangan MK membentuk norma baru (positive legislator). Ketiga,
menganalisa daya ikat putusan MK (yurisprudensi)sebagai rujukan
untuk putusan MK selanjutnya. Keempat, menganalisa kemungkinan
pengaturan khusus pola hubungan antara MPR dan MK serta
kemungkinan MPR dan MK memberikan pertimbangan preventif
konstitusional dalam rancangan undang-Undang.



D. Manfaat kajian

E.

Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbang, saran dan
masukan akademik kepada Badan Pengkajian MPR dalam rangka
menjalankan salah satu tugasnya wuntuk mengkaji praktik
ketatanegaraan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan tambahan referensi kepada MPR khususnya Badan
Pengkajian khususnya terkait dengan topik penguatan sinergitas
antara MPR dan MK dalam empat aspek utama. Harapannya MPR
memperhatikan berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak
termasuk hasil kajian ini sehingga pengambilan keputusan telah
melalui berbagai pertimbangan dari berbagai pihak.

State of the Art

Literature dan hasil penelitian mengenai MK dan MPR yang ada
saat ini cukup banyak. Penelitian terkait MK banyak mendiskusikan
mengenai bagaimana performa dan kepemimpinan MK dalam
periode tertentu. Disertasi Hendrianto menjelaskan bagaimana
kepemimpinan Prof Jimly pada generasi pertama MK telah membawa
MK dari “From Humble Beginning to a Functional Court.”l Petra
Stockman dalam tulisannya The New Indonesian Constitutional Court:
A Study Into Its Beginning and First Years of Work menyoroti kinerja MK
pada tahun-tahun pertama sejak berdirinya pada 2003.2 Eddyono
menyoroti kinerja MK terkait dengan penegakan prinsip equality dan
larangan diskriminasi dalam satu dekade sejak MK berdiri.?

Selain itu beberapa artikel akademik mengkaji putusan dengan
tema-tema tertentu seperti disertasi Andy Omara yang meneliti peran

! Hendrianto, “From Humble Beginnings to a Functioning Court: The Indonesian Constitutional Court”
(Disertasi, University of Washington, 2003).

2 Petra Stockmann, The New Indonesian Constitutional Court: A Study into Its Beginnings and First Years of
Work, with Hanns-Seidel-Stiftung and Watch Indonesia! (Organization) (Jakarta, Indonesia : Berlin, Germany:
Hanns Seidel Foundation ; Watch Indonesia!, 2007).

3 Luthfi Widagdo Eddyono, “The First Ten Years Of The Constitutional Court Of Indonesia: The Establishment Of
The Principle Of Equality And The Prohibition Of Discrimination,” Constitutional Review 1, no. 2 (March 2016):
119, https://doi.org/10.31078/consrev126.



MK dalam penegakan hak ekonomi dan social.* Magnar et.al
menganalisis tafsir MK terkait Pasal 33 UUDNRI tentang
perekonomian nasional® dan Armia yang menyorot putusan MK
dalam kaitannya dengan perlindungan dan ketahanan energi.t

Isu lain yang telah banyak dibahas adalah tindaklanjut putusan
MK dengan berbagai perpektif dijelaskan dalam beberapa tulisan
ilmiah termasuk beberapa diantaranya adalah tulisan Saragih,” Ali et.
al, 8 Fajarwati,® Ningrum et. al,*? dan Jufri.l1

Kajian tentang MPR berfokus pada pergeseran kewenangan MPR
dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi beserta dampaknya
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kajian hubungan
kelembagaan yang ada saat ini lebih banyak menyoroti hubungan
antara MK dan pembentuk UU dalam judicial review. Tulisan Gaffar
tentang Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945
menjelaskan  bagaimana amandemen konstitusi berdampak
signifikan terhadap kelembagaan negara di Indonesia termasuk
MPR.12 Hapsoro et. al lebih spesifik menyoroti MPR secara

4 Andy Omara, “Protecting Economic and Social Rights in a Constitutionally Strong From of Judicial Review: The
Case of Constitutional Review by the Indonesian Constitutional Court” (Disertasi, University of Washington,
2017).

5 Kuntana Magnar, Inna Junaenah, and Giri Ahmad Taufik, “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas
Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, Dan UU No. 20/2002,” Jurnal
Konstitusi 7, no. 1 (May 2016): 111, https://doi.org/10.31078/jk717.

6 Muhammad Siddig Armia, “The Role of Indonesian Constitutional Court In Protecting Energy Security,” Jurnal
Konstitusi 13, no. 2 (August 2016): 241, https://doi.org/10.31078/jk1321.

7 Geofani Milthree Saragih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah KonstitusiOleh
Lembaga Negara Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Riau, 2022).

& Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Syukri Asy’ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,” Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (May
2016): 631, https://doi.org/10.31078/jk12310.

° Meirina Fajarwati, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional.,” Kajian
22, no. 3 (2019): 195-204.

10 Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif Al Khanif, and Antikowati Antikowati, “Format Ideal Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes,” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (June 2022): 314,
https://doi.org/10.31078/jk1924.

11 Muwaffiq Jufri et al., “Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara
Pengujian Undang-Undang Omnibus,” Jurnal Konstitusi 21, no. 3 (September 2024): 366-91,
https://doi.org/10.31078/jk2132.

12 Janedjri M Gaffar, “Konsolidasi LembagaNegara Pasca Perubahan UUD 1945,” paper presented at Makalah
Diklat Kepimpinan Tk. llAngkatan XXII, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, 2008.



kelembagaan pasca perubahan UUD®. Wuisang et. al menganalisis
status lembaga negara pasca amandemen konstitusi.!* Nasef melihat
bagaimana MPR berada di persimpangan jalan pasca amandemen
konstitusi dan upaya penguatan kelembagaannya.!> Beberapa tulisan
lain yang setema dengan pembahasan yang telah disebutkan di atas
dapat dilihat dalam beberapa tulisan lain termasuk tulisan Haryadi,®
Santika dan Sujana,!” Sinaga dan Marbun!® serta disertasi Renaldo.1?
Selain itu, tindak lanjut atas putusan MK oleh pembentuk UU
juga menjadi fokus dalam banyak kajian. Kajian yang secara khusus
menganalisa hubungan MK dan MPR belum ditemukan. Hal ini tidak
saja dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara MK
dengan MPR, namun juga dikarenakan kewenangan
konstitustionalnya yang tidak sepenuhnya dekat. Kajian ini hendak
mengisi kekosongan diskusi ilmiah dalam aspek ini dengan
menganalisa hubungan MK dengan MPR dalam empat rumusan
masalah yaitu. Pertama, Bagaimana posisi konstitusional MPR dan
MK dalam menafsirkan UUD NRI Tahun 1945? Kedua, Apakah
kewenangan MK dalam membentuk aturan normatif baru (positive

13 Fakhris Lutfianto Hapsoro, Ismail Ismail, and Moh. Hasbi Rofigi, “Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945,” IBLAM LAW REVIEW 4, no. 3 (September 2024): 197-
210, https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.411.

14 Ari Wuisang and Roby Satya Nugraha, “Status Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud Tahun 1945,” PALAR
(Pakuan Law Review) 09, no. 4 (2023): 84—-103.

15 M Imam Nasef, “MPR Di Persimpangan Jalan: Refleksi Paradigmatik Penguatan Kelembagaan MPR Pasca
Amendemen UUD 1945,” Istinbath: Jurnal Hukum 16, no. 2 (December 2019): 150-74,
https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i2.1705.

16 Dwi Haryadi, “Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945,” PROGRESIF: Jurnal Hukum
12, no. 1 (June 2018): 2048-55, https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.956.

17| Wayan Eka Santika and | Gede Sujana, “MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif
Antara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945).” VYAVAHARA DUTA 16, no. 1 (March 2021): 91,
https://doi.org/10.25078/vd.v16i1.1940.

18 Warsito Warsito, Hasudungan Sinaga, and M. T. Marbun, “Kedudukan MPR Sebelum Dan Sesudah
Amandemen UUD 1945,” Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9, no. 2
(December 2022): 139, https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26276; Abdul Latif and Hery Chariansyah,
“Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan
Undang-Undang,” UNES Law Review 6, no. 1 (September 2023): 2444-55,
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6il.

19 M. F. R. Renaldo, “Implikasi Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Mpr Sebelum Dan Pasca Amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Disertasi, Universitas Islam Sumatera Utara,
2022).



legislator) telah sesuai dengan kaidah UUD NRI Tahun 1945? Ketiga,
Apakah aspek jurisprudensi putusan MK dapat dijadikan acuan
putusan MK selanjutnya, serta bagaimana mendorong perbaikan
dalam proses hukum acara di MK agar muncul konsistensi antar
putusan? dan Keempat, Bagaimana menempatkan sinergitas antara
MPR dan MK terkait kewenangan masing-masing dalam UUD NRI
Tahun 1945?



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu studi yang relevan untuk dibahas sebagai acuan dasar dari
kajian ini adalah buku karya Fajrul Falaakh yang berjudul “Pertumbuhan
dan Model Konstitusi; Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan
Mahkamah Konstitusi” yang diterbitkan di tahun 2014. Di dalam buku ini,
Falaakh menjelaskan bahwa meskipun UUD NRI 1945 pasca keempat
amandemennya tidak pernah lagi dilakukan amandemen secara formal,
namun dia meyakini bahwa UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan
nonformal oleh Lembaga legislatif maupun oleh interplay legislatif-
yudikatif dengan mengabaikan prosedur amandemen formal.20 Hal ini
berarti terjadi perubahan atas pasal-pasal di dalam UUDNRI 1945 melalui
pemaknaan yang dilakukan, tanpa adanya perubahan secara eksplisit di
dalam pasal-pasal UUDNRI 1945. Perubahan nonformal ini merupakan
resultan dari kompromi baru atas pemaknaan ulang norma konstitusi,
misalnya yang dilakukan oleh hakim konstitusi.2! Hal ini terjadi ketika
Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.
Dalam melakukan pengujian dimaksud, hakim konstitusi menafsirkan
UUDNRI sebagai batu uji. Lebih lanjut, disampaikan oleh Falaak bahwa
perubahan nonformal pada konstitusi tersebut cenderung terjadi pada
hasil-hasil kompromi politik atau rumusan norma yang kabur dan
membuka celah penyesuaian politik (political adjustmend) seperti dalam
hal presidential threshold, pemilihan kepala daerah (pilkada), otonomi
daerah, dan non-derorable rights.22

Menurut Falaakh, perubahan nonformal tersebut merupakan suatu
eksperimentasi dan improvisasi ketatanegaraan yang memperlihatkan

20 Fajrul Falaakh, Pertumbuhan dan Model Konstitusi; Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan
Mahkamah Konstitusi (UGM Press, 2014), him. viii.

2 bid.

2 |bid.



dinamika politik berupa kompromi dan ketidakpastian konsensus politik
serta ketidakrincian dan kekaburan hukum konstitusi hasil kompromi
tersebut. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu mengandung juristic truths
(kebenaran hukum) karena konstitusi adalah produk politik yang
disepakati bersama, dijalankan oleh kekuasaan (legislasi) dan ditegakan
oleh peradilan konstitusional. Meskipun terdapat prosedur ajudikasi,
namun kekaburan makna menambah kompleksitas seperti di kasus 20%
anggaran Pendidikan, sistem pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.2
Falaakh menggarisbawahi adanya hubungan antar lembaga negara
(institutional  interplay) melalui proses legislasi-ajudikasi serta
perkembangan kelembagaan (institutional development) sebagai faktor
dalam prosedur perubahan nonformal UUDNRI 1945.24

Dalam penjelasan mengenai interplay pada proses legislasi, Falaakh
menyebutkan bahwa metode interpretasi konstitusi yang dilakukan pada
proses legislasi (pembentukan undang-undang) dapat mengubah
UUDNRI 19455 Hal ini dimungkinkan karena undang-undang
merupakan produk hukum turunan dari konstitusi (UUDNRI 1945)
sehingga pembentuk undang-undang melakukan interpretasi atau
pemaknaan atas norma konstitusi dalam penerapannya di dalam undang-
undang yang dibuatnya. Dinamisasi pemaknaan norma konstitusi di
dalam pengaturan undang-undang ini lah yang dimaksud oleh Falaakh
sebagai perubahan nonformal konstitusi. Pendapat Falaakh ini
mengamini adanya bahwa konstitusi merupakan produk politik yang
tidak imun atas kepentingan-kepentingan politik, terlebih kepentingan
politik para pembentuk hukum. Lebih lanjut, sesuai dengan asas hirarki
hukum dalam stufenbautheorie yang dikembangkan oleh Hans Kelsen,2
yang diamini penerapannya di dalam hukum Indonesia, misalnya

3 |bid., him ix-x.

% |bid., him. 68.

% |bid.

26 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (trans Anders Wedberg, Russel & Russel, 1961); Hans Kelsen,
Pure Theory of Law—Revised and Enlarged (trans from the 2nd German ed by Max Knight, University of
California Press, 1967).



dijelaskan oleh Jimly Asshiddigie,”? UUDNRI yang merupakan konstitusi
adalah hukum tertinggi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh
karena itu, terdapat ruang interpretasi yang secara dinamis dapat
mengkomodir kepentingan politik pembentuk undang-undang.

Improvisasi ketatanegaraan ini tidak berhenti hanya di level
pembentukan undang-undang. Hal ini karena Indonesia mengenalkan
Mahkamah Konstitusi setelah amandemen konstitusi ketiga pada tahun
2001 dan  memberikannya  kewenangan  untuk = menguji
(konstitusionalitas) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Hal ini sesuai dengan doktrin checks and balances dimana lembaga yudisial
diberikan kewenangan untuk membatalkan produk legislasi (negative
legislation) yang telah dibuat oleh lembaga parlemen (positive legislation).
Hal ini menunjukan ketiadaan lembaga superbody (pembaga tertinggi) di
Indonesia sesuai dengan mode perubahan kelembagaan negara pasca
amandemen konstitusi.

Dalam penjelasannya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam
interplay perubahan nonformal konstitusi, Falaakh menjelaskan adanya
dua hipotesis: Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan
undang-undang yang diuji padahal penelitian menunjukan bahwa
undang-undang tersebut telah mengubah konstitusi. Jika hal ini yang
terjadi, maka Mahkamah Konstitusi sekedar melegitimasi legislasi
(undang-undang) yang dinilai mengubah konstitusi dengan
menggunakan tafsir Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan
konstitusionalitas legislasi yang diujinya.2® Hal ini berarti telah terjadi
interplay legislasi-ajudikasi yang mengubah konstitusi dengan adanya
sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua,
Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang diuji padahal
penelitian menunjukan bahwa undang-undang tersebut masih sesuai

27 Lihat Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI, 2006), him. 169-171.
28 Fajrul Falaakh, Op.Cit., him. 69.
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dengan konstitusi. Dalam kasus seperti ini, terjadi perubahan konstitusi
karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
menjustifikasi keabsahan undang-undang yang diuji telah mengubah
konstitusi secara terselubung.

Ajudikasi konstitusi berperan sebagai intervening wvariable yang
menentukan terjadinya perubahan konstitusi oleh legislasi.?® Falaakh
menjelaskan dalam kaitannya dengan hal ini bahwa pengujian legislasi
menjadi bukti apakah Mahkamah Konstitusi berperan sebagai guardian of
the constitution atau justru sebaliknya (historical development of an
institution).®® Pendapat Falaakh dalam hal ini membahas putusan
Mahkamah Konstitusi secara normatif yaitu putusan menolak atau
mengabulkan  pengujian,  termasuk  tidak  dapat  diterima
(Nietonvankelijkverklaard/NO).3! Sementara itu pada perkembangannya,
Mahkamah Konstitusi sering membuat putusan bersyarat (conditionally
constitutional / conditionally unconstitutional)®? yang semakin menegaskan
peran Mahkamah Konstitusi sebagai intervening wvariable terjadinya
perubahan konstitusi, yang bukan hanya melalui negative legislation tapi
juga positive legislation secara terselubung melalui syarat yang dibuat oleh
Mahkamah Konstitusi.

Contoh eksplisit mengenai positive legislation yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya dapat dilihat misalnya di
dalam Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya
mengenai status anak luar kawin. Bunyi pasal yang dimintakan pengujian
adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sementara
Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal

2 |bid.

30 |bid., him. 69-70.

31 1bid. him. 70.

32 |ihat misalnya studi Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, ‘Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat
Mahkamah Konstitusi’ (2016) 13(2) Jurnal Konstitusi him. 349-78 serta Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda
Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy’ari, ‘Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat
Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru’ (2015) 12(3) Jurnal Konstitusi him.632-62.
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tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.”?® Kata-kata “harus dibaca” di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi positive legislation selayaknya
undang-undang karena membuat norma baru yang mengikat umum. 34

Dengan membaca studi dari Fajrul Falaakh yang telah dibahas di atas,
penulis mendapatkan basis argumen di dalam penelitian ini bahwa
UUDNRI 1945 telah mengalami perubahan secara nonformal melalui
interplay (hubungan antar lembaga) dalam proses legislasi dan ajudikasi
legislasi, khususnya oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan
konstitusi ini tentunya berdampak, salah satunya terhadap kelembagaan
MPR dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, selanjutnya penulis
akan mengupas studi relevan kedua, yaitu buku dari Saldi Isra berjudul
“Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika
Konstitusional” yang diterbitkan di tahun 2020.

Di dalam bukunya, Saldi Isra menjelaskan berbagai lembaga negara di
Indonesia termasuk MPR, mulai dari ide pembentukan hingga
kelembagaannya yang berubah pasca amandemen UUD 1945. Ide
pembentukan MPR berawal dari keinginan untuk menjelmakan aspriasi
rakyat dalam bentuk perwakilan rakyat yang pertama kali dikemukakan
oleh Soekarno dan tidak jauh berbeda dari pendapat Yamin yang
menyampaikan bahwa prinsip yang menjadi dasar sistem
permusyawaratan adalah perikerakyatan yang terdiri dari dua unsur
yaitu permusyawaratan dan perwakilan.?> Pada sidang BPUPK tanggal 11
Juli 1945, Yamin menyampaikan.

33 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010, him.37.

34 Mahaarum Kusuma Pertiwi, ‘Catatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" Mimbar
Hukum edisi Khusus November 2022, him. 1-2.

35 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Rajawali Press, 2020),
him. 131.
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kemudian di hadapan kepala negara dan wakil kepala negara itu adalah sebuah
Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang
menjadi kekuasaan yang setinggi-tingginya dalam republik. Kekuasaan yang
dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak
saja oleh wakil-wakil daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil
golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan
Merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan
Rakyat juga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada
Majelis Presiden bertanggunjawab.3

Ide serupa dilanjutkan oleh Soepomo yang mengatakan bahwa
Indonesia merdeka berdasarkan prinsip musyawarah dengan istilah
“Badan Permusyawaratan.”?” Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945 Soepomo menyatakan,

Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam
suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi
Majelis  Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang
memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan paling tinggi, yang tidak
terbatas kekuasaannya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
memegang kedaulatan itu lah yang menetapkan UUD, dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat itu yang mengangkat Presiden. Maka Majelis
Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara.38

Gagasan-gagasan dari para founding fathers ini lah yang kemudian
menjelaskan original intent dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi,
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Beserta pasal-pasal terkait
kewenangan MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN (Pasal 3) yang di
dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan MPR tidak terbatas39

36 bid., him. 132.

37 1bid., him. 131-132.

38 |bid., him. 132-133.

39 penjelasan Pasal 3 UUD 1945 berbunyi, “Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan
negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik Masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis
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memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak (Pasal 6
ayat 2); dan mengubah UUD (Pasal 37); termasuk melakukan sidang
istimewa dalam rangka meminta pertanggungjawaban presiden
(penjelasan UUD).

Saldi Isra merangkumkan pendapat berbagai ahli untuk memaknai
posisi kelembagaan MPR berdasarkan UUD 1945 ini: (1) menurut Ismail
Suny, MPR merupakan suatu ‘no rival authority’ dimana tidak ada satu
pun otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan yang
mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu
yang telah diputuskan oleh MPR;% (2) menurut Jimly Asshiddigie, kata
‘sepenuhnya’ di dalam konstruksi Pasal 1 ayat (2) UUD memiliki dua
kemungkinan makna, yaitu bahwa kedaulatan yang dimiliki rakyat
sepenuhnya atau seluruhnya diserahkan pada MPR yang akan menjadi
pelaku/pelaksananya dalam mekanisme kenegaraan, serta bahwa MPR
merupakan satu satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat.4!

Mengenai haluan negara sendiri juga dijelaskan di dalam penjelasan
UUD 1945 dikatakan, “Presiden harus menjalankan haluan negara
menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden
yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggunjawab kepada
Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis. Ia berwajib menjalankan
putusan putusan Majelis.”42

Konstruksi  awal = mengenai  kelembagaan @ MPR  yang
memposisikannya sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga semua
kewenangan atribusi lanjutannya (menetapkan dan mengubah UUD,
memilih presiden, dan menetapkan GBHN) merupakan pelaksanaan atas
posisi kelembagaan MPR. Pada saat amandemen UUD di tahun 1999-
2002, MPR menyepakati untuk mereposisi kelembagaan MPR dengan

memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa
yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.”

40 Saldi Isra, Op.Cit., him. 142. Lihat juga Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila (Aksara Baru, 1978), him.
16.

41 |bid. lihat juga Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia (Ichtiar Baru Hoeve, 1994), him. 74.

42 penjelasan UUD 1945.
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mengubah atribusi kelembagaan MPR di dalam pasal-pasal UUD 1945.
Salah satu penataan lembaga negara yang dilakukan pada saat perubahan
UUD 1945 adalah bahwa MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga
negara tertinggi dan bukan lagi merupakan pemegang kedaulatan rakyat.
Saldi Isra menyatakan dalam kaitannya dengan hal ini, bahwa
penghapusan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara merupakan
upaya logis untuk keluar dari perangkap desain ketatanegaraan yang
rancu terutama dalam menciptkan bekerjanya mekanisme checks and
balances antara lembaga negara.+

Dikatakannya lebih lanjut bahwa secara konstitusional, perubahan
kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi tidak hanya karena
berubahnya ketentuan norma di dalam Pasal 1 (2) UUD 1945 tetapi juga
dikarenakan berubahnya eksistensi penjelasan UUD 1945.4 Penjelasan
merupakan bagian dari UUD 1945. Namun kesepakatan dalam
amandemen UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal II Aturan Tambahan
UUDNRI 1945 yang berbunyi, “Dengan ditetapkannya perubahan
Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.”,
menunjukan bahwa penjelasan tidak lagi menjadi bagian dari UUDNRI
1945. Oleh karena itu, segala penjelasan mengenai posisi MPR sebagai
lembaga tertinggi negara tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam hal ini Saldi menyatakan bahwa berdasarkan batas penalaran yang
wajar, berbagai atribut MPR termasuk kedudukannya sebagai lembaga
tertinggi negara menjadi kehilangan relevansi dengan adanya penegasan
bahwa penjelasan tidak lagi menjadi bagian dari UUDNRI 1945.45

Pasca amandemen, UUDNRI 1945 memberi pengaturan berbeda bagi
MPR. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

43 Saldi Isra, Op.Cit., him. 144.
4 1bid., him. 145.
4 1bid.
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Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar.

Dengan dipangkasnya posisi kelembagaan serta kewenangan atribusi
yang dimiliki oleh MPR, pembahasan berikutnya yang perlu diperjelas
adalah terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR.
Sebelum perubahan, MPR menetapkan dan mengubah UUD; menetapkan
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); serta produk hukum untuk
mewadahi penetapan presiden yang dipilih olehnya. Dalam sejarahnya,
MPR tidak hanya mengeluarkan ketetapan tapi juga keputusan yang
penggunaannya lebih terbatas.4¢ Produk hukum berupa Ketetapan MPR
(TAP MPR) kemudian dimasukan di dalam hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan diposisikan diantara UUD dan
UU.# TAP MPR dijadikan baju (bentuk formal) dari substansi GBHN yang
disepakati oleh MPR dan diposisikan di atas undang-undang agar
menjadi sumber hukum formil yang harus diikuti oleh undang-undang.
Dengan demikian, arah politik hukum undang-undang menjadi jelas
sebagai pelaksana (fo further requlate) TAP MPR.

Setelah amandemen UUD 1945, penataan kelembagaan MPR
berimplikasi pada produk hukum MPR yang kemudian ditinjau di tahun
2003 sesuai kesepakatan MPR yang dituangkan di dalam Pasl I Aturan
Tambahan UUDNRI 1945 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan
Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status
hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

“ 1bid., him. 173.
47 bid.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.” Berdasarkan
review di tahun 2003 tersebut,

1. 9 (Sembilan) Ketetapan MPRS/MPR dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

2. 3 (Tiga) Ketetapan MPRS/MPR tetap berlaku dengan ketentuan
masing-masing;

3. 8 (Delapan) Ketetapan MPRS/MPR tetap berlaku sampai
terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004;

4. 11 (Sebelas) Ketetapan MPRS/MPR tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang;

5. 5 (Lima) Ketetapan MPRS/MPR masih berlaku sampai
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil
Pemilu 2004;

6. 104 (Seratus Empat) Ketetapan MPRS/MPR tidak perlu dilakukan
tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final),
telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Saldi Isra menyatakan bahwa dengan hasil peninjauan yang telah
dilakukan oleh MPR, keberadaan Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011
hanya sekedar memberikan kepastian hukum terhadap sejumlah
Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku hingga terpenuhinya
beberapa kondisi yang ditentukan dalam TAP MPR No. 1/MPR/2003.4
Saldi menyitir Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa status TAP MPR
hanya dinilai sebagai landasan etik dan moral dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga menurut Hamdan Zoelva MPR tidak
dapat lagi membuat keputusan berupa ketetapan yang bersifat mengatur
(regeling), kecuali hanya bersifat beschikking (keputusan/ketetapan).

8 |bid., him. 176.
4 1bid., him. 179.
50 |bid.
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Oleh karena itu, Saldi Isra berpendapat bahwa Ketetapan MPR masih
dimungkinkan (dibuat) sepanjang berupa beschikking
(keputusan/penetapan) seperti keputusan memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.5® MPR juga masih
dapat membentuk Peraturan MPR sebagai wadah hukum untuk
peraturan tata tertib MPR. Sedangkan Keputusan MPR berisi hal-hal yang
bersifat penetapan (beschikking) dan memiliki kekuatan mengiakt kedalam
MPR.

51 |bid., him. 180.
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BAB III
METODE KAJIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tujuan
untuk menganalisa MPR dan MK dalam lima aspek yaitu: (a) posisi
konstitusional MPR dan MK dalam menafsirkan UUDNRI 1945; (b)
kewenangan MK membentuk norma baru; (c) daya ikat putusan MK
(yurisprudensi) sebagai rujukan MK untuk putusan selanjutnya; (d)
kemungkinan pengaturan khusus pola hubungan antara MPR dan MK
dan (e) kemungkinan MPR dan MK memberikan pertimbangan preventif
konstitusional dalam rancangan undang-Undang.

Pendekatan normatif digunakan untuk menjelaskan posisi
konstitusional MPR dan MK dengan cara mempelajarai norma konstitusi
yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dan MK.
Pendekatan konseptual seperti positive legislator dan negative legislator
digunakan untuk menjelaskan kewenangan MK membentuk norma baru.
Sedangkan untuk menilai daya ikat putusan MK sebagai rujukan putusan
MK selanjutnya digunakan pendekatan stare decisis/ the binding precedent
dan nonbinding precedent. Terkait dengan kemungkinan pengaturan
khusus pola hubungan antara MPR dan MK serta kemungkinan MPR dan
MK memberikan pertimbangan preventif konstitusional dalam rancangan
undang-Undang, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
konseptual yaitu dengan cara memahami berbagai konsep yang relevan
seperti separation of powers dan check and balances mechanism. Analisis
terkait dengan pertimbangan preventif ditambahkan dengan pendekatan
perbandingan dalam hal judicial preview oleh constitutional council
Perancis. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat praktik
yang dilakukan oleh negara lain untuk menilai keselarasannya jika
parktik tersebut diterapkan di Indonesia. Praktik dari negara lain sangat
penting sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka melakukan reform
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agar pembaruan yang dilakukan memiliki dasar praktikal yang kuat
disamping dasar konseptual dan teoritikal yang solid.

Beberapa konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Lembaga Negara dan hubungan antar lembaga negara (state institutions
and their relations), Pemisahan Kekuasaan (Separation of powers),
Mekanisme saling awas dan saling imbang (Check and balances mechanism),
Pengujian yudisial (Judicial review v. Judicial preview), negative legislator v.
positive legislator, stare decisis (the binding precedent),
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Konstitusional MPR dan Mahkamah Konstitusi dalam
Interpretasi UUD 1945

Konsep original intent dalam melakukan penafsiran terhadap
Undang-Undang Dasar atau konstitusi tidak terlepas dari salah satu
lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).52
Sejak awal, MPR merupakan lembaga yang memainkan peran
sebagai penjaga kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam
hukum tata negara Indonesia. Eksistensi MPR sudah direncanakan
sejak adanya sidang-sidang dalam Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Juli 1945, dan
dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soepomo dan
Muhammad Yamin. Tujuan untuk mendirikan MPR yaitu sebagai
lembaga atau wadah tertinggi rakyat untuk menentukan arah negara
Indonesia kedepannya. Salah satu pembahasan yang ada di dalam
sidang BPUPKI yang diadakan pada Juli 1945 membahas terkait satu
lembaga atau yang dinamakan MPR, dirancang untuk bertanggung
jawab sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bertujuan untuk
menuntun arah negara Indonesia.?® Hal ini pula sejalan pasal 2 dan 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.>* Merefleksikan
dari hasil pembahasan sidang-sidang yang kemudian dituangkan ke
dalam UUD NRI 1945, MPR memegang peranan penting sebagai
lembaga yang menjaga kedaulatan rakyat yang dapat menetapkan
Undang-Undang Dasar dan Mengangkat Presiden sebagaimana
pada Pasal 3 UUD NRI 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa MPR

52 pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

53 Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945 — 16 Juli 1945) dan PPKI (Tanggal 18 dan 19
Agustus 1945) yang Berhubungan Dengan Penyusunan UUD 1945.

54 Pasal 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945
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tidak hanya memiliki peran sebagai kendaraan politik, namun juga
dapat menjadi penafsir dari konstitusi.

Sejarah awal kemerdekaan, MPR diposisikan melalui praktik
dalam hukum tata negara. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),
di mana Presiden Sukarno saat itu memandatkan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai lembaga
negara yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
TAP MPRS No. 1/MPRS/19605 yang dibuat oleh MPRS pada masa
itu, berfungsi sebagai pedoman atau arah negara Indonesia.
Ketetapan MPRS tersebut tidak hanya menjadi pedoman politik,
tetapi juga merupakan produk hukum yang berposisi di atas
undang-undang dan di bawah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya,
pada masa Orde Baru (ORBA), MPR sebagai lembaga negara,
semakin memiliki posisi yang dominan, di mana memilih hingga
memberhentikan presiden, dan dimandatkan untuk melaksanakan
GBHN yang ditetapkan pada TAP MPR. Realisasi tersebut
menggambarkan pernyataan bahwa MPR merupakan lembaga
negara yang memiliki original intent atas konstitusi, karena setiap
tafsir yang dilakukan, unsur politik dan hukum melekat padanya.

Menurut Saldi Isra dalam bukunya “Lembaga Negara: Konsep,
Sejarah, dan Dinamika Konstitusional”, kedudukan MPR sebelum
mengalami amandemen merupakan lembaga negara tertinggi, dan
atas didasarkan pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa
MPR merupakan lembaga yang menjelma menjadi seluruh rakyat
Indonesia. Saldi Isra juga mengutip pernyataan Ismail Suny yang
menyatakan bahwa posisi MPR, yaitu “no rival authority”, yang
berarti tidak ada satupun lembaga yang dapat menggugat MPR.
Dengan kata lain, tindakan MPR dalam menafsirkan UUD NRI 1945
adalah tafsiran yang benar dan mengikat.>

55 TAP MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang GBHN
%6 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Jakarta, Rajawali Pers,
2020), him. 141-142.
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Pasca amandemen 1945 (1999-2002), peran istimewa yang
dimiliki MPR pada saat itu seakan berubah secara drastis. Pasal 1
ayat (2) yang pada konstruksi awalnya menyatakan “Kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat” diamandemen menjadi “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Dampak yang terlihat dari perubahan tersebut ialah bahwa
MPR tidak lagi memegang tahta tertinggi atau menjadi lembaga
tertinggi, namun hanya menjadi lembaga tinggi negara yang
kewenangannya dibatasi oleh UUD.5” Menurut Saldi Isra, adanya
perubahan pada posisi MPR sebagai lembaga tertinggi, tidak hanya
karena berubahnya ketentuan dari norma sebelum amandemen,
hingga pasca amandemen yang membuat berubahnya eksistensi
penjelasan UUD NRI 1945. Sebelum diberlakukannya amandemen
tersebut, Penjelasan UUD NRI 1945 yang direkognisi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari UUD NRI 1945 mengakui eksistensi
MPR sebagai lembaga negara tertinggi. Oleh karena itu, dengan
penalaran yang wajar, berbagai atribut yang melekat pada MPR
seperti title lembaga negara tertinggi, seakan-akan kehilangan
relevansinya dikarenakan adanya perubahan atas ruang lingkup
dalam UUD NRI 1945, yang semulanya Penjelasan merupakan
bagian UUD NRI 1945, berubah tidak menjadi bagian dari UUD NRI
194558

Adanya bukti Risalah Sidang Amandemen (1999-2002)
memperlihatkan adanya diskusi yang sangat serius terkait peran
MPR. Beberapa anggota sidang mendorong MPR agar tetap menjadi
lembaga tertinggi dan dengan kewenangan menetapkan GBHN.
Alih-alih menjadi hasil akhir, mayoritas anggota sidang yang ada
pada saat itu menolak karena dianggap bertentangan dengan konsep

57 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, amandemen pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3.
%8 Saldi Isra, Op.Cit., him. 145.
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presidensialisme.” Adanya kesepakatan mayoritas untuk
menghapus kewenangan menetapkan GBHN merupakan salah satu
konsekuensi dari reposisi MPR agar tidak menjadi “super prioritas”
terhadap lembaga negara lainnya dalam kerangka hukum
ketatanegaraan.®

Penulis meyakini bahwa konsekuensi yang terlihat dari adanya
reposisi MPR berdampak langsung pada prinsip original intent. Alih-
alih bertambahnya kuasa setelah amandemen, MPR pada saat ini
tidak lagi memiliki power untuk menganggap lembaganya sebagai
penafsir utama konstitusi. Selanjutnya, peran tersebut diberikan
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) secara eksplisit dalam pasal 24C
ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan otoritas untuk menguji
undang-undang terhadap UUD. Perdebatan terkait peran MPR
pasca adanya perubahan tersebut, yaitu apakah masih menjadi
lembaga dapat mengklaim dirinya sebagai penafsir original intent.
Menurut salah satu guru besar bidang Hukum Tata Negara dari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iwan Satriawan, original
intent hanya berlaku pada MPR masa lalu, di mana yang terlibat
dalam penyusunan dan amandemen konstitusi, oleh karena itu,
klaim demikin tidak sah lagi.®® Dengan demikiikian, hasil tafsiran
yang dilakukan oleh MPR hanya berupa tafsiran politik, dan bukan
original intent.

Selaras dengan hal tersebut, Saldi Isra juga berpendapat bahwa
adanya perubahan kewenangan yang dimiliki oleh MPR pasca
amandemen dapat menutup adanya kemungkinan lembaga tersebut
mengklaim dirinya sebagai pemegang peran atau gelar original
intent. Ahli hukum tersebut menegaskan bahwa Penghapusan
sebagai lembaga negara tertinggi merupakan upaya yang logis

%9 Presidensialisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan
juga kepala pemerintahan yang dipilih secara terpisah dari lembaga legislatif.

%0 Risalah Sidang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2002
51 |wan Satriawan, Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, Notulensi
Forum Group Discussion (FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2025.
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untuk keluar dari perangkap desain ketatanegaraan yang rancu

terutama dalam menciptakan bekerjanya mekanisme checks and

balances antara lembaga negara.®2
Menurut Jimly Asshiddiqie, MPR tidak boleh lagi dan tidak
bisa lagi menetapkan produk hukum yang bersifat mengatur

(regeling), melainkan hanya berwenang untuk menerbitkan produk

hukum yang tidak bersifat mengatur (dipertahankan), kecuali dalam

bentuk UUD atau perubahan UUD.% Hal tersebut ditegaskan oleh

Jimly Asshiddique dikarenakan melihat kedudukan MPR yang telah

mengalami amandemen dari ketentuan baru UUD NRI 1945.

Selanjutnya, MPR masih dapat membuat Ketetapan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Ketetapan MPR yang merupakan baju hukum naskah
Perubahan UUD sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo
Pasal 37 UUD 1945;

b. Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden telah resmi sebagai Presiden sejak pengucapan
sumpah/janji jabatannya di hadapan Sidang MPR, sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945.

c. Ketetapan MPR yang memberhentikan Presiden dan/ atau
Wakil Presiden dari jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 3
ayat (3) jo Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

d. Ketetapan MPR yang menetapkan Presiden dan/atau Wakil
Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden dan/atau
Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3).64

Namun demikian, perlu dipahami bahwa seluruh bentuk
ketetapan yang disusun oleh MPR hanya bersifat administratif dan

62 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Jakarta, Rajawali
Pers, 2020), him. 144.

83 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), him. 338.

% 1bid, him. 338-339
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tidak boleh memuat serta mengatur norma hukum yang bersifat
mengatur (regeling).65

Pendapat ini sejalan dengan pernyataan dalam buku yang
bertajuk Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan
Dinamika Konstitusional, oleh Saldi Isra, Ia mengutip pernyataan
dari Ketua Mahkamah Konstitusi (2013-2015) yang juga anggota
Lembaga Pengkaji MPR, yaitu Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa
Tap MPR dinilai hanya sebagai landasan etik dan moral dalam
kehidupan berbangsa, serta MPR tidak dapat lagi membuat maupun
mengatur keputusan berupa ketetapan yang bersifat mengatur
(regeling), kecuali hanya bersifat beschikking
(keputusan/ketetapan).t® Hal-hal yang bersifat beschikking seperti
pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, dan juga tata
tertib internal MPR. Oleh karena itu, kewenangan MPR untuk
menafsirkan konstitusi dapat dibatasi dan tidak memiliki kekuatan
hukum keluar.

Fajrul Falaakh dalam bukunya yang berjudul “Pertumbuhan
dan Model Konstitusi; Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden,
DPR, dan Mahkamah Konstitusi” menggarisbawahi bahwa setelah
adanya amandemen ke-empat secara formal, tidak ada lagi
perubahan formal setelahnya. Namun, ia menyebut bahwa
konstitusi mengalami perubahan secara non-formal, di mana
adanya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi
terhadap norma yang terdapat di UUD NRI 1945.67 Hal tersebut
diamati adanya penafsiran ulang konstitusi lebih banyak terjadi
melalui interplay antara legislasi dan ajudikasi, tidak melalui tafsir
MPR. Dengan demikian, dalam melakukan penafsiran terhadap
konstitusi yang efektif , tidak lagi berpusat pada MPR, melainkan

8 1bid, him. 339.

% Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Jakarta, Rajawali Pers,
2020), him. 179.

57 Fajrul Falaakh, Pertumbuhan dan Model Konstitusi; Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan
Mahkamah Konstitusi (UGM Press, 2014), him. viii.
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dapat diberikan peran kepada lembaga lain yang diberikan hak
konstitusional.

Dengan demikian, posisi konstitusional MPR dalam menafsir
konstitusi adalah memberikan penjelasan mengenai original intent
dari pembentuk konstitusi.®® Meskipun anggota MPR saat ini
bukanlah yang melakukan pembentukan/amandemen UUD,
namun secara kelembagaan MPR merupakan lembaga yang
membentuk/mengamandemen UUD sehingga peran MPR secara
kelembagaan dalam menafsir konstitusi adalah menjelaskan original
intent dari (lembaga) MPR pada saat pembentukan/amandemen
UUD. Menurut penulis, original intent bukan hanya menjelaskan
secara literal kata per kata di dalam UUD, namun juga menjelaskan
rasion d’etre termasuk konsideran politik yang dibahas pada saat
pembentukan/amandemen UUD yang telah dilakukan oleh MPR
pada saat amandemen (archieve). Dalam konteks judicial review di
Mahkamah Konstitusi, rasion d’etre yang dijelaskan oleh MPR
haruslah ~ berasal = dari notula  sidang pada  saat
pembentukan/amandemen UUD dilakukan (historical) dan bukan
konsideran anggota MPR pada saat ini.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara baru
yang berasal dari hasil reformasi konstitusi, dibentuk dan
memainkan peran sebagai the guardian of the constitution. Hadirnya
Mahkamah Konstitusi dalam kerangka ketatanegaraan didasarkan
pada adanya kesadaran bahwa sistem hukum tata negara di
Indonesia, terutama pasca Orde Baru, membutuhkan adanya suatu
lembaga yang memiliki pendirian kuat dalam mengawal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 atau
konstitusi, dengan cara menguji undang-undang yang dianggap
masyarakat atau menghilang hak-hak konstitusi yang dimiliki oleh
setiap masyarakat Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga
memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang

% Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
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melibatkan lembaga-lembaga negara. Seluruh aturan yang
mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dicatatkan secara
eksplisit pada Pasal 24C UUD NRI 1945. Lembaga ini berdiri pada
2003, dan menempati posisi yang sentral dalam kehidupan
berpolitik dan hukum di Indonesia. Kewenangan the sole authoritative
interpreter terhadap UUD NRI 1945 diberikan kepada Mahkamah
Konstitusi.®?

Sebagai lembaga yang memiliki perasan dalam menafsirkan
UUD NRI 1945 secara otoritatif, hasil penafsiran yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final and binding.
Berangkat dari hal tersebut, penulis meyakini setiap norma UUD
NRI 1945 yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, hasil
penafsiran tersebut dapat menjadi sumber atau rujukan baku dalam
sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penulis menegaskan
bahwa hal ini sejalan dengan doktrin atau prinsip konstitusi sebagai
norma hukum yang paling tinggi dan lembaga yudisial memiliki
kewajiban untuk menjaga supremasinya. Mahkamah Konstitusi,
sebagai lembaga yang dianggap memiliki model yang mirip dengan
Eropa Kontinental, di mana lembaga yudisial atau pengadilan
konstitusi (Mahkamah Konstitusi) diposisikan sebagai penafsir
pamungkas konstitusi. Oleh karena itu, meskipun eksistensi
lembaga negara seperti MPR pernah memegang peran untuk
menafsirkan UUD yang memiliki kapasitas untuk membentuk
amandemen, namun pasca 2003, tafsir yuridis yang final dipegang
oleh Mahkamah Konstitusi.”

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas dan memiliki sifat
final dan mengikat ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, dan
diperkuat pula dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2010 jo.
UU No. 7 Tahun 2020. Berangkat dari hal tersebut, tidak adanya
mekanisme banding, kasasi, hingga judicial review terhadap hasil

6 Pasal 24C UUD NRI 1945.
70 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Cambridge: Harvard University Press, 1945), him 268
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putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis mengimani bahwa finalitas
ini menyungguhkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang
memiliki peran yang sangat kuat dalam melakukan penafsiran yang
tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain, bahkan MPR sekalipun.
Erga omnes, sifat yang diberikan kepada putusan Mahkamah
Konstitusi, di mana keputusan ini tidak hanya mengikat terhadap
pemohon dan termohon, tetapi juga untuk semua pihak.

Dengan adanya sifat yang dimiliki oleh putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, implikasi dari sifat tersebut sangat luas. Putusan
No. 002/PUU-1/2003 terkait UU Migas, di mana putusan ini tidak
hanya berlaku bagi pihak yang berperkara di dalamnya, namun
juga memengaruhi adanya perubahan kebijakan secara nasional
mengenai manajemen sumber daya alam. Putusan No. 85/PUU-
XI/2013 mengenai sumber daya air dianggap bertentangan dengan
pasal-pasal UUD NRI 1945, termasuk Pasal 33, sehingga memaksa
pemerintah untuk mengatur pengelolaan air nasional.” Contoh
putusan lainnya adalah Putusan No. 36/PUU-X/2012 yang
menyatakan terkait konstitusionalitas KPK, di mana tidak ada
lembaga yang dapat melemahkan atau membubarkan
eksistensinya, kecuali dengan mekanisme dengan
mengamandemen pada UUD.”? Dengan demikian, menurut
penulis, sifat final and binding putusan Mahkamah Konstitusi dapat
disebut sebagai “pagar konstitusional” yang melindungi agenda
reformasi dan konstitusi.

Membaca Hans Kelsen dalam kerangka teorinya, dapat
dipahami bahwa constitutional court hanya berfungsi sebagai
negative legislator.”> Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi
hanya memiliki wewenang untuk membatasi normal yang ada di
dalam undang-undang dan berkontradiksi dengan konstitusi, dan

71 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013, him. 19.

72 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

3 Negative legislator adalah fungsi untuk mambatalkan atau membatasi norma yang eksis dalam undang-
undang, dikarekan bertentangan dengan konstitusi.
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tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan norma baru.”
Tetapi, dalam pengimplementasiannya, terkadang Mahkamah
Konstitusi memiliki perkembangan yang berbeda. Seperti pada
Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah
tidak hanya membatalkan norma-norma yang bersifat diskriminatif,
namun juga membuat norma baru yang menyatakan bahwa anak
memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya.”> Contoh
lainnya seperti Putusan No. 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat,
di mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa masyarakat
hukum adat memiliki hak atas hutan adat.

Jimly Asshidigie menegaskan bahwa dengan adanya fungsi
positive legislator, hal tersebut menimbulkan konsekuensi transisi
demokrasi, di mana Mahkamah Konstitusi harus membentuk
norma konstitusi yang kosong, sehingga hal ini menimbulkan
perdebatan.”¢ Penulis meyakini bahwa fungsi positive legislator dapat
berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang tentunya dapat
mencederai hak konstitusional masyarakat Indonesia. Namun hal
ini juga diperhatikan karena ini dapat melewati batasan hak yang
seharusnya dimiliki oleh yudisial, sehingga dapat merusak
kerangka hukum jika dilakukan secara berlebihan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah
wording dari pasal-pasal konstitusi, namun tafsir yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal konstitusi merupakan
penjabaran dinamis yang sangat mungkin berubah karena
ketiadaan skema yurisprudensi mutlak di Mahkamah Konstitusi.
Artinya, Mahkamah Konstitusi dimungkinkan melakukan
overruling atas putusan yang telah dilakukan sebelumnya (termasuk
dalam konteks ini tafsir atas UUD) sesuai dengan perkembangan
ketatanegaraan. Salah satu contoh yang implementasi overruling ada

74 Lihat Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Cambridge: Harvard University Press, 1945), him 268.
75 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
76 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
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dalam putusan Presidential Threshold. Putusan 22-24/PUU-VI/2008,
Mahkamah Konstitusi menegaskan mengenai keterbukaan sistem
pencalonan presiden. Tetapi, pada Putusan No. 14/PUU-XI/2013,
Mahkamah Konstitusi mengesahkan threshold 20% untuk kursi DPR
atau 25% suara sah nasional. Hal ini sesuai dengan paham living
constitution di mana konstitusi tidak semestinya dijadikan teks mati
yang teralienasi dari perkembangan ketatanegaraan. Saat ini,
pengimplementasian konsep living constitution menjadi sifat
Mahkamah Konstitusi. Sehingga, konstitusi tidak dianggap sebagai
teks yang statis, melainkan harus ditafsirkan sesuai dengan
perkembang yang ada di masyarakat.

Pada bagian sebelumnya, penulis menjabarkan bagaimana
MPR dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran
terhadap konstitusi dengan melakukan 2 pendekatan atau teori
yang digunakan oleh kedua lembaga negara tersebut, yaitu original
intent dan living constitution., Original intent, merupakan salah satu
teori yang melakukan pendekatan fundamental dalam melakukan
penafsiran konstitusi, di mana mengutamakan maksud asli (original
intent) dari para penyusun konstitusi terdahulu. Berdasarkan
Black’s Law Dictionary (2009), originalism adalah sebuah teori
dalam penafsiran yang didasarkan pada maksud dari penyusun
awal dan pengadopsi suatu konstitusi. Dalam konteks kerangka
hukum Indonesia, teori original intent ini relevan dengan posisi
MPR, di mana secara historis merupakan lembaga yang memiliki
legitimasi untuk melakukan penafsiran menurut maksud asli dari
pembentukan UUD NRI 1945.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan di Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada pada Agustus 2025, para akademisi dalam
kesempatan tersebut menyepakati bahwa MPR sebagai lembaga
yang dahulu diberikan kewenangan atau memegang pendekatan
original intent karena MPR adalah lembaga yang secara langsung
terlibat dalam penyusunan dan pengamandemenan konstitusi.
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Dengan demikian, permasalahan yang datang dari hal tersebut ialah
di mana MPR yang ada pada periode saat ini hingga masa yang akan
mendatang tidak lagi memiliki komposisi dan tujuan yang sama
dengan lembaga MPR di zaman terdahulu atau pada masa
pembentukan UUD NRI 1945, dan juga pada masa amandemen
1999-2002. Berangkat dari hal tersebut menimbulkan pertanyaan
besar mengenai apakah MPR masih dapat menganggap diri mereka
sebagai penafsir original intent.

Menurut Iwan Satriawan dalam sesi diskusi dengan penulis
menyatakan bahwa sebagian besar negara yang menganut
demokrasi modern memberikan otoritas dalam melakukan
penafsiran terhadap konstitusi kepada lembaga peradilan konstitusi
karena lembaga tersebut dianggap sebagai lembaga yang
independen, di mana di luar kekuasaan legislatif dan eksekutif.””
Prof. Iwan Satriawan kembali berpendapat, jika otoritas tersebut
diberikan kepada MPR, maka akan mungkin terjadi conflict of
interest, karena MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, di mana
mereka adalah pembentuk undang-undang (legislator), bukan
penyusun UUD NRIL

Di sisi lain, pendekatan living constitution memberikan
pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan sebuah konstitusi
sebagai dokumen yang dinamis atau bersifat mengikuti
perkembangan zaman. Dalam kerangka ketatanegaraan, teori living
constitution dipandang sebagai hukum progresif. Berdasarkan
pemahaman tersebut, penulis meyakini bahwa konstitusi bukanlah
dokumen yang kaku, melainkan memiliki dinamika berdimensi
kontekstual dan tekstual.

Jika dilihat dari pengimplementasian dalam melakukan
penafsiran konstitusi Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah

77 Prof. lwan Satriawan, S.H., MCL., PhD., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah
Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI
di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2025, him. 1.
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Konstitusi, lembaga tersebut cenderung melakukan pendekatan
living constitution. Dapat dilihat dari berbagai hasil putusan
Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya berpegang pada teks
konstitusi yang “rigid”, tetapi juga mempertimbangkan beberapa
konteks, seperti politik, sosial, hingga kebutuhan masyarakat.
Sebagai ilustrasi, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran yang
memasukkan pengujian Perpu sebagai kewenangannya, meskipun
UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit, namun
memperlihatkan pendekatan kontekstual yang sesuai dengan teori
living constitution.

Berkaca dari Amerika Serikat yang mengembangkan doktrin
dalam penafsiran konstitusi, memberikan pelajaran yang
bermanfaat bagi Indonesia. Sebuah artikel, yaitu Federalist Papers,
di mana diterbitkan pada 1787-1788 untuk mempromosikan
ratifikasi Konstitusi, dan menerbitkan beberapa rujukan terhadap
kekuatan judicial review. Hasil diskusi yang ditulis oleh Alexander
Hamilton terkait judicial review terdapat dalam Federalist No. 78.78

Dalam diskusi tersebut, Hamilton merespon pada kritik
terhadap konstitusi yang menganggap bahwa judicial review
memberikan kekuatan yang lebih kuat atau superior kepada cabang
yudikatif dibanding legislatif, dengan berpendapat bahwa kedua
cabang kekuasaan tersebut seharusnya inferior terhadap kekuatan
rakyat dan peran yudikatif adalah untuk memastikan legislatif tetap
menjadi “servant” konstitusi dan juga rakyat, bukan sebagai
“master”.”

Tetapi, penerapan yang ada di Indonesia berbeda dengan
Amerika Serikat. Iwan Satriawan berpendapat bahwa penyusunan
konstitusi federal Amerika Serikat memerlukan waktu yang lama,
yaitu 14 tahun, dan juga presiden, sebagai pemegang tahta eksekutif

78 JRank Articles, "Federalist Papers - Federalist, No. 78, And The Power Of The Judiciary,"
https://law.jrank.org/pages/6820/Federalist-Papers-Federalist-No-78-Power-Judiciary.html.
72 1bid.
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hanya menangani isu-isu kenegaraan dan juga isu-isu federal
seperti pajak.8® Sementara, di Indonesia presiden atau cabang
eksekutif dianggap memegang kekuasaan yang terlalu besar, di
mana dapat merangkap sebagai posisi eksekutif, sebagian posisi
legislatif dan bahkan memungkinkan untuk melakukan intervensi
terhadap cabang yudikatif.s!

Dalam praktiknya, Indonesia menganut model Kelsenians?
sebagai sistem peradilan konstitusi, dengan membentuk Mahkamah
Konstitusi yang terpisah dengan Mahkamah Agung. Model tersebut
memungkin adanya pengakuan bahwa dalam pengujian
konstitusional dalam diselesaikan dengan langkah represif atau
preventif .83 Beberapa negara telah mengadopsi model hybrid, yaitu
mengkombinasi judicial preview dan judicial review.$* Dalam
kerangka hukum Indonesia, perbedaan pendapat terkait original
intent dan living constitution memiliki konsekuensi praktis yang
signifikan. Jika menganut teori original intent, maka dalam
melakukan penafsiran konstitusi harus berdasarkan pada tafsiran
dari para pembentuk UUD, di mana dalam hal ini adalah MPR pada
masa lalu. Namun, jika sistem penafsiran dengan mengadopsi teori
living constitution, maka penafsiran terhadap konstitusi bisa
dilakukan secara fleksibel dan dinamis dengan menyesuaikan
perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat.

Dalam pengimplementasiannya, Mahkamah Konstitusi telah
mempraktikkan dengan pendekatan fleksibilitas interpretatif, di

8  Pprof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Mahkamah Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat
Jenderal MPR RI di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2025, him. 1.

81 |bid.

82 Model Kelsenian adalah model yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menekankan pada “Teori Hukum
Murni”, di mana hukum harus terpisah dari unsur-unsur di luar dirinya sendiri, seperti politik, sosiologis, bahkan
etika,

83 Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah
Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI
di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2025, him. 4.

84 |bid.
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mana terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait
presidential threshold, yang mana Mahkamah Konstitusi pernah
mengubah posisinya.85 Hal ini tentu mencerminkan adanya
dinamika yang terjadi pada sistem hukum, di mana antara
kepastian hukum (menekankan konsistensi) dan keadilan substantif
(memungkinkan adanya perubahan interpretasi berdasarkan
konteks).

Penafsiran terhadap konstitusi yang digunakan sebagai metode
penemuan hukum (rechtsvinding) berdasarkan Undang-Undang
Dasar atau konstitusi telah berkembang dalam praktik peradilan
Mahkamah Konstitusi.8¢ menunjukkan bahwa pendekatan yang
dilakukan di Indonesia yaitu lebih mengarah kepada living
constitution, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai original intent
melalui rujukan pada risalah pembahasan UUD.

Adanya perdebatan di antara 2 pendekatan tersebut
memungkinkan untuk menjadi solusi yang paling sesuai dalam
konteks penafsiran konstitusi Indonesia, di mana Mahkamah
Konstitusi selaku authoritative interpreter juga menghormati original
intent yang dapat dilihat dalam risalah pembahasan, namun juga
dapat membuat tafsiran yang responsif, di mana menyesuaikan
dinamika yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan kontemporer
dari masyarakat.

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia masa kini, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami dilema epistemologis
terkait kewenangannya dalam menafsirkan konstitusi. Berangkat
dari hasil diskusi) yang diadakan di Fakultas Hukum UGM, para
akademisi hukum tata negara yang hadir bersepakat bahwa saat ini
MPR hanya dapat memberikan political interpretation jika melakukan

85 1bid.
8 Muhammad Eko Purwanto, “Penafsiran Konstitusi Sebagai Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hakim Di
Indonesia”, Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) Jakarta, 16 Agustus 2019, him. 2.
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penafsiran konstitusi, dan bersifat internal dan tidak mengikat
secara erga omnes.%”

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa
MPR yang dapat menganggap diri mereka sebagai original intent
adalah MPR yang menyusun secara langsung UUD RI 1945, dan
bukanlah MPR yang baru terbentuk setelah amandemen.
Argumentasi ini didasarkan pada konsep, di mana legitimasi dalam
melakukan penafsiran konstitusi hanya dipegang oleh lembaga
yang terlibat langsung dalam pembuatan atau penyusunan
konstitusi secara historis. Pada pasca-amandemen, meskipun MPR
memiliki legitimasi untuk mengubah konstitusi yang mana
digarisbawahi pada Pasal 37, namun, tidak dapat secara otomatis
menganggap sebagai authoritative interpreter terhadap maksud dari
tafsiran penyusun UUD.

Sifat-sifat political interpretation pada MPR memiliki beberapa
elemen fundamental. Pertama, hasil tafsiran yang dihasilkan
bersifat deliberatif dan diskusif, yang berarti melibatkan
mekanisme politik dalam bentuk negosiasi antar-fraksi atau partai.
Kedua, kewenangannya bersumber dari representasi politik.
Ketiga, hasil dari penafsirannya tidak memiliki sifat hukum yang
mengikat atau tidak bersifat authoritative keluar, di mana hanya
berlaku dalam internal MPR, dan berbeda dengan putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding.

Penulis meyakini bahwa dalam pengimplementasiannya MPR
dapat melakukan penafsiran konstitusi melalui beberapa
instrumen. Salah satunya adalah Risalah Sidang MPR, di mana
dapat menjadi rujukan untuk memahami original intent, namun
status dokumennya tidak mengikat atau hanya sebagai pendukung.
TAP MPR, meskipun UU No. 12 Tahun 2011 telah menyatakan tidak
lagi memasukkan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-

8 Notulensi FGD, Akademisi Hukum Tata Negara, 15 Agustus 2025, him, 15.
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undangan, namun masih dapat digunakan sebagai beschikking guna
menggarisbawahi status formal risalah pembahasan konstitusi.

Status the guardian of the constitution yang dilimpahkan kepada
Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi yudisial yang berdasar
pada Pasal 24C UUD NRI 1945.88 Kewenangan tersebut diperkuat
pula dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final
dan mengikat serta sifat independensinya yang dijamin oleh UUD.
Permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi sebagai
penafsir otoritatif konstitusi adalah struktural.

Pertama, adanya teori positive legislator yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi menimbulkan konflik terkait batas-batas
legitimasi yang dimiliki oleh lembaga yudisial konstitusi. Penulis
telah menguji dari 48 putusan Mahkamah Konstitusi yang telah
mengabulkan dalam pengujian undang-undang terkait pemilu,
sebanyak 24 putusan adalah putusan yang bersifat konstitusional
bersyarat. Hasil penelitian penulis akan dijabarkan lebih lanjut di
bagian 4.II. Putusan-putusan tersebut secara substansial membuat
norma-norma baru. Meskipun praktik ini dapat dibenarkan untuk
mengisi kekosongan hukum, namun perlu diperhatikan juga bahwa
ini dapat berpotensi melanggar prinsip separation of powers.

Ni'matul Huda menegaskan bahwa saat Mahkamah Konstitusi
menjalankan fungsi sebagai positive legislator harus tetap berada
dalam skema untuk menegakkan keadilan substantif tanpa
melalaikan ketentuan-ketentuan prosedural.#® Dalam FGD,
mengutip pernyataan dari Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa
adanya pergeseran fungsi menjadi positive legislator dikarenakan
adanya kebutuhan menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum,
hingga kepastian hukum.%

88 Pasal 24C UUD NRI 1945.

8 prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah
Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR
RI di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2025, him. 5.
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Kedua, adanya inkonsistensi pada putusan Mahkamah
Konstitusi memungkinkan kemunculan konflik legal certainty.
Eksistensi perubahan stance Mahkamah Konstitusi terhadap
presidential ~ threshold ~ menunjukkan  fleksibilitas  dalam
menginterpretasi yang di satu sisi merefleksikan prinsip living
constitution, di satu sisi dapat mengancam prediktabilitas hukum.
Berbeda dengan konsep stare decisis,?? di mana Mahkamah
Konstitusi tidak harus terikat dengan preseden atau putusan yang
telah dibuat sebelumnya, dengan demikian, peristiwa overruling
memungkinkan terjadi karena harus mempertimbangkan
kebutuhan sosial dan politik yang terus berkembang.

Kerangka ketatanegaraan Indonesia memiliki kelemahan
dalam struktural, salah satunya adalah adanya kemungkinan
conflict of interest manakala MPR diberikan otoritas penafsiran
konstitusi. Mengutip kembali dari paragraf sebelumnya, di mana
Iwan Satriawan menegaskan bahwa mayoritas negara demokrasi
modern memberikan legitimasinya kepada peradilan konstitusi
karena dianggap sebagai institusi yang independen di luar dari
cabang kekuasaan lain, terutama eksekutif dan yudikatif.

Setelah menganalisis terkait bagaimana MPR dan Mahkamah
Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, kini penulis ingin
menyajikan apa saja yang menjadi titik persinggungan antara MPR
dan Mahkamah Konstitusi, serta solusi yang diberikan dengan
membandingkan dengan negara lain. Hubungan yang terjadi
antara MPR dan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka hukum
ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan adanya hubungan yang
dinamis dan juga kompleks yang menyebabkan adanya
persinggungan dalam memiliki kewenangan. Dalam FGD yang
diadakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ni'matul

91 Stare decisis adalah prinsip hukum di mana pengadilan harus menganut atau mengikuti putusan yang sudah
diputuskan sebelumnya untuk memberikan putusan di masa tersebut atau masa yang mendatang. Konsep ini
diadopsi oleh negara yang menganut sistem common law.
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Huda berpendapat bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi
melalui amandemen UUD NRI 1945 telah menimbulkan
‘ketegangan’ dengan lembaga negara lainnya yang sudah ada
sebelumnya, termasuk MPR.92 Persinggungan yang ada terefleksi
dalam beberapa aspek fundamental dalam kerangka hukum
ketatanegaraan.

Secara teoritis, persinggungan ini merefleksikan konflik
antara 2 cabang trias politica yaitu antara supremasi konstitusi
(legislatif) yang diwakilkan oleh MPR dan supremasi yudisial, di
mana MK akan memainkan peran tersebut sebagai penafsir
otoritatif konstitusi. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut
memiliki kewenangan konstitusional yang berbeda, namun asa
beberapa hal yang bergesekan dalam praktik ketatanegaraan.

Pertama, Pasal 37 UUD NRI 1945 mengenai perubahan
konstitusi. Dalam Pasal tersebut, MPR memiliki otoritas yang
eksklusif untuk mengubah UUD, namun, dalam praktiknya,
Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan terselubung
melalui putusan-putusan yang dikeluarkan atau perubahan secara
nonformal. Prof. Ni'matul Huda menggarisbawahi bahwa
faktanya Mahkamah Konstitusi telah mempraktikkan pengujian
hasil konstitusi, di mana mengubah Pasal 22D ayat (1) mengenai
kewenangan DPD, dan juga Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 terkait
Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dengan suara terbanyak.
9 Berangkat dari hal tersebut, muncullah sebuah pertanyaan besar:
apakah MPR setuju dengan hasil tafsiran atau putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana secara
substansial telah mengubah beberapa tafsiran dari konstitusi
namun tanpa melalui mekanisme amandemen yang formal?

92 prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah
Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR
RI di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2025, him. 7.

% |bid, him. 9
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Kedua, adanya konflik terkait impeachment atau pemakzulan
berdasarkan Pasal 7B UUD NRI 1945 merefleksikan relasi yang
tidak seimbang antara kedua lembaga tersebut, yaitu MPR dan
MK. Pasal tersebut menjelaskan terkait mekanisme pemakzulan, di
mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan usul
pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
kepada MPR, namun perlu mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi.”* Menurut Ni'matul Huda, pengaturan
tentang impeachment masih sarat dengan kepentingan politik
karena putusan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu
tidak bersifat final dan mengikat, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi
putusannya masih dikembalikan lagi ke lembaga politik (DPR)
untuk kemudian diteruskan usul pemberhentian tersebut kepada
MPR.%

Otoritas yang mutlak terhadap perkara pemakzulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden tetap menjadi hak konstitusional MPR,
dan posisi MK dalam hal ini hanya berkewajiban untuk
memberikan pendapat hukum kepada DPR.% Hal tersebut
menimbulkan sebuah ironi, di mana putusan Mahkamah
Konstitusi hanya menjadi “jembatan” untuk menuju pemakzulan
di MPR, bukan keputusan yang final dan mengikat. Dalam
implementasinya, penulis meyakini bahwa hal ini dapat
menciptakan adanya transaksi politik di forum MPR yang

% Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945.

% Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas
Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, 6 Agustus 2025, him. 8.

% Lex Renaissance, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan," 8 Maret 2022,
https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21823.
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semestinya dapat dihindari jika putusan MK tersebut bersifat final
and binding.

Ketiga, adanya pergeseran ini juga dapat terjadi dalam hal
Surat Keputusan Lembaga Negara (SKLN) dan juga pembentukan
partai politik, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki hak
konstitusi atas pengujian konstitusionalitas keputusan-keputusan
politik yang dilahirkan dari lembaga negara, termasuk MPR,
sehingga dapat menciptakan mekanisme Peninjauan Kembali (PK)
yang dapat memengaruhi keputusan politik.

Dalam FGD yang diadakan oleh tim penulis, para akademisi
memberikan usulan terkait model-model reformulasi hubungan
antara MPR dan Mahkamah Konstitusi. Ni‘'matul Huda
memberikan saran terkait model, bahwa Mahkamah Konstitusi
dapat berkontribusi dalam amandemen konstitusi melalui
sertifikasi hasil perubahan sebelum pada akhirnya disahkan oleh
MPR, dan model ini diadopsi dari Afrika Selatan.®”? Pada model
tersebut, Interim Constitution menentukan bahwa hasil perubahan
akhir atau yang dilakukan pada konstitusi, Constitutional Assembly
harus memperoleh sertifikasi dari lembaga yudisial, yaitu
Mahkamah Konstitusi, sebelum pada akhirnya disahkan menjadi
UUD. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk
memeriksa apakah perubahan konstitusi yang disiapkan
bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.
Berkaca dari Afrika Selatan yang memperlihatkan bahwa
Mahkamah Konstitusi memegang peran yang krusial dalam
memastikan konsistensi terhadap norma-norma konstitusional,
hingga proses amandemen.%

% Amending the constitution, University of Melbourne Library Guides, diakses 22 Agustus 2025,
https://unimelb-libguides-

com.translate.goog/c.php?g=929734&p=6718222& x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x_ tr pto=rq

% bid.
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Selain mengusulkan model Afrika Selatan, usulan lainnya
yaitu judicial review dari Prancis, di mana Mahkamah Konstitusi
dapat memberikan konsiderasi preventif konstitusional dalam
membahas dan merancang Rancangan Undang-Undang (RUU)
dengan DPR dan pemerintah. Model yang ditawarkan dianggap
lebih “soft” dibandingkan dengan peninjauan kembali, karena
model ini diimplementasikan sebelum RUU-nya disahkan,
sehingga hal ini dapat mencegah “tensi politik” yang mungkin
timbul ketika produk legislasi sudah disahkan oleh anggota
namun harus dibatalkan.1® Dibalik mekanismenya yang dianggap
lebih “soft”, ada potensi yang membuat otoritas Mahkamah
Konstitusi menjadi sangat besar dan hal ini tentu dapat
mengurangi independensi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri,
dikarenakan mereka harus terlibat pada proses pembuatan atau
perancangan undang-undang. Namun, dalam
pengimplementasian kedua model yang ditawarkan, terdapat
kekhawatiran yaitu model-model tersebut menjadi kekuatan yang
tak terbatas bagi Mahkamah Konstitusi dan dapat mengintervensi
yang justru memungkinkan Mahkamah Konstitusi masuk ke
dalam ranah legislasi. Padahal, prinsip separation of power
mengharuskan adanya batasan-batasan yang kuat dalam menjaga
kewenangan yudikatif dan legislatif.

Ni‘'matul Huda menyoroti permasalahan yang mungkin
muncul yaitu apakah MPR dapat mengawal atau mengawasi
Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan “melanggar konstitusi
atau pancasila”. Selanjutnya, dia mengambil contoh dalam buku
“Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD 1945” karya Kaelan,
yang mempertanyakan apakah pemilihan langsung dan suara

100 prof, Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Sinergi Kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion (FGD), Fakultas
Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, 6 Agustus 2025, him. 11.
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terbanyak bertentangan dengan Sila keempat Pancasila.10t Check
and balances, salah satu tujuan pembentukan trias politika di negara
indonesia. Hubungan antara MPR dan Mahkamah Konstitusi
merefleksikan betapa kompleksnya sistem check and balances dalam
ketatanegaraan. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi
memiliki wewenang untuk membatalkan produk legislasi buatan
DPR dan Presiden. Di satu sisi, Presiden dan DPR dapat
“mengubah” Mahkamah Konstitusi dengan merevisi UU
Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi juga
berwenang untuk menguji UU Mahkamah Konstitusi tersebut,
manakala substansinya “melumpuhkan” kewenangannya.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa relasi antara MPR
dan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar aspek hukum
formal, namun juga menunjukkan dimensi politik yang cukup
luas. Dalam konteks konstitusi, MPR merupakan lembaga politik
yang memiliki kewenangan untuk merepresentasikan rakyat
secara demokratis, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki
otoritas untuk mengawasi legitimasi hukum melalui tugas penjaga
konstitusi. Gesekan-gesekan yang terjadi antara kedua lembaga
nasional ini tidak hanya memerlukan penyelesaian yang
mengandalkan penyelesaian normatif, namun juga penyelarasan
tentang kerangka ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, hubungan antar kedua legitimasi juga akan
berimplikasi pada konsistensi dalam penafsiran UUD. Jika dalam
praktiknya, MPR melakukan perubahan konstitusi, apakah
Mahkamah Konstitusi harus menganut tafsiran yang baru dibuat
oleh MPR ataukah justru mempertahankan yurisprudensinya.
Begitu pula sebaliknya, saat Mahkamah Konstitusi mengubah
norma-norma lama atau membuat norma baru dari putusan yang
dihasilkan sehingga makna konstitusional dari pasal tersebut
berubah, meskipun tidak ada perubahan pada teks atau tidak

101 bid, him. 9.



secara formal, apakah MPR akan mengikuti perubahan yang ada
atau melakukan counter-action melalui mekanisme amandemen
UU Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks studi komparasi internasional, Korea
Selatan memperlihatkan peran mahkamah konstitusi dalam
melakukan pemakzulan dapat diimplementasikan lebih
menentukan dan final.12 Afrika Selatan juga menampilkan
peranan mahkamah konstitusi yang dapat memainkan peran yang
aktif yang mengawasi jalannya pemakzulan yang dilakukan oleh
parlemen. Harapannya, model-model tersebut dapat menjadi
referensi untuk perkembangan mekanisme legislatif (MPR) dan
yudikatif (Mahkamah Konstitusi) di Indonesia, khususnya dalam
menafsirkan konstitusi, serta mekanisme impeachment dan
pengawasan konstitusional terhadap produk legislasi.

Oleh karena itu, solusi yang dapat dipertimbangkan adalah
perlu dibuat pengaturan yang lebih jelas terkait batasan otoritas
pada masing-masing lembaga, serta mekanisme penyelesaian
sengketa yang terjadi antarlembaga negara agar lebih berkeadilan.
Tentunya, setiap pengaturan-pengaturan tersebut harus
memperhatikan konsep supremasi konstitusi, legitimasi
demokratis, dan juga yudisial yang independen. Menurut Iwan
Satriawan, solusi-solusi yang juga dapat dipertimbangkan adalah
adanya penguatan fungsi MPR tanpa perlu mengambil alih
otoritas dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu penyediaan
tradisi risalah perubahan UUD, penyediaan naskah UUD NRI
secara resmi, pelaksanaan sosialisasi UUD, dan penguatan fungsi
Badan Pengkajian MPR.1%® Pendekatan ini memungkinkan MPR

102 Center for Strategic and International Studies, "The Next Critical Step in South Korea's

Impeachment: The Constitutional Court," 29 Januari 2025,
https://www.csis.org/analysis/next-critical-step-south-koreas-impeachment-
constitutional-court.

103 Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD., Sinergi Kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, Notulensi Forum Group Discussion
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II.

berkontribusi dalam diskursus konstitusional tanpa menimbulkan
tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator
dalam Perspektif UUD NRI 1945

Perdebatan mengenai peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
sistem ketatanegaraan kerap mengerucut pada dua konsep legislasi
yang diperkenalkan Hans Kelsen, yakni negative legislator dan positive
legislator. Kelsen menempatkan pengadilan konstitusi sebagai
negative legislator, yaitu lembaga yang hanya berwenang
membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi, tanpa kewenangan membentuk norma baru. Namun,
dikotomi tersebut tidak sesuai dengan praktik Mahkamah Konstitusi
dimanapun termasuk di Indonesia bahkan di Austria sendiri tempat
dimana MK pertama kali dibentuk. Kondisi ini memunculkan
pertanyaan penting: apakah MK masih layak sekadar dianggap
berperan sebagai negative legislator sesuai dengan gagasan Kelsen,
ataukah dalam praktiknya ia juga berfungsi sebagai positive legislator
yang menghasilkan norma baru serta memberikan makna-makna
baru untuk menghidupkan prinsip-prinsip konstitusi? Bagian ini
mengulas beberapa pertanyaan terkait dengan posisi MK ditengah
konsep positive dan negative legislator.

a) Apakah kewenangan MK dalam membentuk aturan normatif
baru (positive legislator) telah sesuai dengan kaidah UUD NRI
Tahun 1945?

Perdebatan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi
sebagai negative legislator atau positive legislator dapat ditarik
dari konsepsi relasi antara MK dan lembaga legislatif dalam
menghasilkan dan mengontrol proses dan substansi legislasi.

(FGD), Fakultas Hukum UGM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
6 Agustus 2025, him. 1.
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Ketika menjelaskan mengenai peranan dari MK dalam pengujian
konstitusional, Hans Kelsen yang dikenal sebagai ‘bapak’ pendiri
Mahkamah Konstitusi dalam bukunya The General Theory of
Law (1973) sudah mengindikasikan peranan MK sebagai negative
legislator.

The possibility of a law issued by legislative organ being annulled by
another organ constitutes a remarkable restriction of the former’s power.
Such a possibility means that there is, besides the positive, a negative
legislator. An organ which may be composed according to a totally
different principle from that of the parliament elected by the people. Then
an antagonism between the two legislators, the positive and the negative,
is almost inevitable.

(Terjemahan: Kemungkinan bahwa suatu undang-undang yang
diterbitkan oleh organ legislatif dapat dibatalkan oleh organ lain
merupakan suatu pembatasan yang luar biasa terhadap
kekuasaan organ legislatif tersebut. Kemungkinan semacam itu
berarti bahwa, selain legislator positif, terdapat pula legislator
negatif. Sebuah organ yang dapat dibentuk berdasarkan prinsip
yang sama sekali berbeda dengan prinsip parlemen yang dipilih
oleh rakyat. Maka, antagonisme antara kedua legislator itu, yakni
legislator positif dan legislator negatif, hampir tidak dapat
dihindari).

Dalam posisi yang dikotomis tersebut, maka kekuasaan
legislatif dan MK merupakan kekuasaan yang saling bertolak
belakang. Dengan kewenangannya untuk membatalkan produk
hukum yang dibuat oleh badan legislatif, MK melakukan
perannya sebagai lembaga yang melakukan check and balances
sebagai manifestasi dari adanya separation of powers. Meskipun
demikian, Hans Kelsen tidak memberikan definisi yang cukup
memadai untuk memahami apa yang dimaksudnya dengan



positive dan negative legislator tersebut. Dalam pandangan
positivisme hukum yang ditopang oleh Hans Kelsen, hukum itu
ada karena ia dipositifkan atau dinyatakan dalam wujud yang
konkret ke dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hukum
dinyatakan sebagai hukum positif karena dinyatakan ada di
dalam teks peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
pula makna negative legislator dimaknai sebaliknya sebagai
peniadaan atau pembatalan norma undang-undang yang telah
dibuat oleh badan legislatif.

Dengan peranan yang demikian itu, sebenarnya Kelsen telah
mendorong peranan yang lebih besar bagi pengadilan, dalam hal
ini MK, untuk terlibat dalam proses legislasi di badan legislatif.
Sehingga fungsi legislasi tidak hanya dijalankan oleh badan
legislatif tetapi juga oleh MK (Bugaric, 2001). Hal senada
disampaikan oleh Vicky C. Jackson dan Mark Tushnet (1999)
dalam Comparative Constitutional Law bahwa ketika hakim
konstitusi melakukan pengujian terhadap hasil proses legislasi,
proses pengambilan keputusannya lebih dekat ke proses
pengambilan keputusan lembaga legislatif itu sendiri. Bahkan,
menyebut judicial review sebagai kamar ketiga dalam proses
legislasi. Hal itu pulalah yang memunculkan fenomena
ketidakpuasan para pihak dalam proses legislasi di DPR
membuat perdebatan berlanjut di hadapan Mahkamah
Konstitusi.

Menurut Saldi Isra (2010), kontrol dalam bentuk judicial
review merupakan suatu keniscayaan terutama jika kekuatan
mayoritas di lembaga legislatif merupakan pendukung presiden.
Ide dasarnya adalah memurnikan hasil legislasi yang dikeluarkan
oleh lembaga legislatif yang bertentangan dengan konstitusi.
Tanpa kontrol dari lembaga yudikatif, dengan kuatnya
kepentingan politik di lembaga legislatif, sangat terbuka
kemungkinan undang-undang merugikan masyarakat. Dengan
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demikian, kehadiran MK yang diberikan wewenang untuk
melakukan judicial review secara langsung telah ikut
mempengaruhi proses legislasi di Indonesia. Hal demikian, MK
telah menjadi pengontrol bagi kekuasaan legislatif dalam hal
kemungkinan adanya kekeliruan baik formail maupun subtansial
dalam proses legislasi.

Dalam konteks Indonesia, muncul pertanyaan apakah
Mahkamah Konstitusi merupakan positive legislator? UUD NRI
Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa MK memiliki
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI
1945 serta tanpa ada penjelasan apakah memberikan
kemungkinan penafsiran bahwa MK dapat menjadi pembuat
norma baru sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan judicial
review yang dimilikinya. Terkait dengan hal ini sebenarnya ada
hal yang perlu diperdebatkan. Pertanyaannya adalah apakah
ketika MK membatalkan suatu norma dari perundang-undangan,
maka hal itu berarti bahwa MK sekedar menghapuskan norma?
Tentu terlebih dahulu harus dilihat secara a contrario, bahwa
ketika MK membatalkan suatu norma hukum yang telah ada dari
suatu undang-undang, maka sebenarnya MK sedang
menciptakan suatu norma yang baru.

Selama ini asumsi umum yang muncul dihadapan publik
bahwa kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang
terhadap UUD 1945, dan hasilnya hanya berupa pembatalan
norma yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain,
MK tidak diberikan mandat untuk membentuk norma baru
sebagaimana kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.
Namun pandangan yang demikian perlu ditinjau ulang, sebab
ketika MK membatalkan suatu norma hukum, maka pada saat itu
sebenarnya MK sedang membuat norma hukum baru. Misalkan
dalam Putusan MK No. 011/PUU-1/2003 dalam pengujian UU



No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, MK membatalkan
Pasal 60 huruf g yang berbunyi:

Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi
terlarang lainnya;

Maka, ketika MK menyatakan membatalkan ketentuan yang
melarang bekas anggota PKI dan organisasi massanya atau yang
terlibat secara langsung atapun tidak langsung dalam peristiwa
G30S, maka pada saat itu juga telah muncul suatu norma baru
bahwa bekas anggota PKI dan organisasi massanya, serta orang
yang pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan G30S dapat mengajukan diri sebagai calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD
Kabupaten/Kota. Putusan ini hanyalah salah satu contoh yang
sebenarnya menunjukkan bahwa sifat antagonism yang disebut
oleh Hans Kelsen sebagai positive versus negative legislator
kurang relevan ketika kita benturkan dengan kondisi di dalam
praktiknya.

Lebih lanjut bahkan Pan Mohamad Faiz (2016) menyebutkan
bahwa dalam praktiknya, putusan MK seringkali berimplikasi
pada lahirnya norma baru yang membuat MK seolah-olah
tampak MK menjalankan fungsi legislasi positif. Dalam banyak
kasus, ketika suatu norma dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, MK tidak bisa
membiarkan kekosongan hukum terjadi. Oleh karena itu, MK
memberikan tafsir konstitusional yang sekaligus mengisi ruang
hukum. Akan tetapi, hal tersebut tetap dalam kerangka negative
legislator, karena norma baru yang lahir adalah konsekuensi logis
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dari pembatalan norma lama, bukan hasil perumusan legislasi
yang disengaja. Apalagi bila dibandingkan dengan proses
legislasi yang miliki oleh DPR sebagai lembaga yang memperoleh
kekuasaan yang berasal dari konstituen. Dengan demikian,
sebenarnya MK memberikan makna konstitusional yang baru
sebagai hasil dari proses pengujian undang-undang yang
dilakukan serta kekuatan hukum dari putusan tersebut
selayaknya pula kekuatan hukum dari norma undang-undang.

Sebagai salah satu contoh adalah Putusan MK No. 97/PUU-
XI/2013 yang memberikan peluang bagi calon perseorangan
dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). MK membatalkan
norma yang hanya membolehkan pasangan calon yang diusung
partai politik atau gabungan partai. Dengan putusan tersebut,
calon independen atau perseorangan memperoleh ruang
konstitusional untuk mencalonkan diri. Dalam hal ini sebenarnya
MK tidak sedang bertindak sebagai positive legislator, melainkan
menegaskan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan
prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara.
Konsekuensinya, norma baru mengenai adanya calon
perseorangan lahir sebagai konsekuensi dari pembatalan norma
diskriminatif yang sebelumnya berlaku.

Bahkan sekarang ini semakin berkembang, nyatanya banyak
Putusan MK yang murni tidak sekedar membatalkan norma di
dalam undang-undang saja, namun juga seringkali memberikan
makna sekaligus norma baru sebagai hasil dari pengujian
undang-undang yang dilakukan. Fenomena ini banyak
diciptakan melalui konsep konstitusional bersyarat (conditionally
constitutional) atau inkonstitusional bersyarat (conditionally
inconstitutional). Artinya, MK menilai bahwa suatu norma yang
diuji itu bersifat konstitusional maupun inkonstitusional apabila
dimaknai menurut penafsiran dari Mahkamah Konstitusi dan
MK memberikan rambu-rambu tentang bagaimana norma



tersebut dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa hal ini tidak
terprediksi sebelumnya oleh pembentuk UUD NRI Tahun 1945
ketika proses amendemen dan pembentukan MK ditetapkan
menjadi bagian dari hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Bahkan perkembangan MK yang mengembangkan model-
model putusan bersyarat bukan saja terjadi di Indonesia tetapi di
banyak negara yang menempatkan MK memiliki peran untuk
membuat norma-norma yang terkandung di dalam konstitusi
dapat menjadi lebih kontekstual untuk menyelesaikan
permasalahan hukum yang dihadapi. Bahkan hal ini juga terjadi
di MK Austria sebagai MK yang pertama kali dibentuk di dunia.
Sebagaimana dikutip oleh Pan Mohammad Faiz (2016), Brewer-
Carias (2012: 549-69) dalam tulisannya menguraikan adanya
empat kecenderungan Mahkamah Konstitusi di banyak negara
yang ternyata menjalankan peran sebagai positive legislators.
Keempat kecenderungan tersebut, yaitu: (1) Mahkamah
Konstitusi ikut campur terkait kekuasaan konstituen; (2)
Mahkamah Konstitusi ikut campur terhadap peraturan yang ada;
(3) Mahkamah Konstitusi ikut campur mengenai ketiadaan
undangundang atau kelalaian legislatif; dan (4) Mahkamah
Konstitusi menjadi pembuat undang-undang dalam pengujian
undang-undang.

Berdasarkan praktik dan fakta putusan selama ini, maka
bertahan pada argumentasi bahwa MK hanya berperan sebagai
negative legislator belaka yang hanya membatalkan norma hukum
sudah tidak terlalu relevan lagi. Maruarar Siahaan, mantan
hakim konstitusi bahkan menyatakan bahwa MK Indonesia tidak
hanya bertindak sebagai negative legislator, tetapi juga positive
legislator. Hal tersebut dilakukan oleh MK untuk mencegah
terjadinya kekacauan atau kebingungan sekaligus menciptakan
kepastian terhadap pelaksanaan hukum dalam keadaan yang
mendesak.
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Fenomena ini juga merupakan suatu konsekuensi pemberian
kewenangan judicial review kepada MK. Pasal 24C Ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar dst ...” Ketentuan
tersebut tidak sekedar memberikan kewenangan kepada MK
untuk “membatalkan,” melainkan untuk “menguji”, maka
konsekuensi dari pengujian tersebut tidak harus selalu berujung
pada dipertahankan ataupun dibatalkan, melainkan MK dalam
menguji suatu norma undang-undang menarik prinsip-prinsip
dasar yang terdapat di dalam konstitusi untuk memberikan
pemaknaan atau roh baru bagi norma yang telah dibuat oleh para
pembentuk undang-undangan. Dalam konteks pengujian
tersebut MK sangat mungkin membuat norma baru, dan
pemberian makna yang terkadang terwujud dalam bentuk teks
baru bagi suatu undang-undang merupakan suatu konsekuensi
bagi kewenangan MK melakukan pengujian.

b) Apakah kewenangan MK dalam membentuk aturan normatif

baru (positive legislator) telah sesuai dengan kaidah UUD NRI
Tahun 1945?

Pertanyaan mengenai apakah kewenangan MK dalam
membentuk norma baru (positive legislator) sesuai dengan kaidah
UUD NRI Tahun 1945 perlu dijawab dengan melihat sifat dasar
kewenangan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan
bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD
1945. Konsekuensi dari pengujian ini adalah adanya
kemungkinan norma baru muncul ketika MK mengabulkan
suatu permohonan. Jika MK menolak permohonan, maka tidak
ada perubahan norma. Tetapi jika dikabulkan, MK tidak hanya
membatalkan norma yang diuji, melainkan pada saat yang



bersamaan sedang membuat norma baru. MK memberikan
norma baru berdasarkan tafsir konstitusional yang melekat di
dalam kewenangan melakukan pengujian undang-undang.

Dalam praktiknya, norma baru yang dihasilkan putusan
MK sebagai konsekuensi dari kewenangan pengujian undang-
undang sering kali lahir dari kebutuhan untuk menghidupkan
norma-norma dasar yang terdapat di dalam konstitusi. Tidak
jarang pula hal ini dilakukan oleh MK untuk menjamin adanya
kepastian hukum. Ketika suatu norma dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945, MK tidak dapat membiarkan terjadinya
kekosongan hukum. Oleh karena itu, MK terkadang memberikan
rumusan atau tawaran teks alternatif untuk memudahkan
operasionalisasi norma baru hasil uji materiil. Tindakan ini
bukanlah bentuk legislasi positif sebagaimana kewenangan DPR,
melainkan konsekuensi dari fungsi pengujian yang melekat pada
MK. Dengan demikian, tindakan MK tetap dapat dibenarkan
secara konstitusional.

Sebagai ilustrasi Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008
mengenai pengujian UU No. 10-2008 Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD. Pasal 12 UU tersebut menentukan bahwa salah satu
persyaratan menjadi anggota DPD adalah bertempat tinggal di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di dalam
putusan tersebut MK memutuskan bahwa ketentaun Pasal 12
huruf c tersebut harus dimaknai “memuat syarat domisili di provinsi
yang akan diwakili.” Singkat kata, MK menyatakan bahwa seorang
calon DPD harusnya berdomisili di provinsi yang akan
diwakilinya. Dalam putusan yang seperti ini MK sering
dianggap telah menjelma menjadi positif legislator, namun perlu
dipahami sebenarnya MK sedang melakukan pengujian dan
menerjemahkan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam
memutuskan perkara tersebut. Hal ini dengan pertimbangan
bahwa anggota DPD adalah mewakili masing-masing provinsi
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sebagai representasi dari rpresentasi wilayah di tingkat pusat,
dan oleh karen itu pula maka setiap calon anggota DPD haruslah
berdomisili di wilayah yang akan diwakilinya.

Putusan tersebut memberikan ilustrasi bahwa kewenangan
MK dalam “membentuk” norma baru bukanlah pelampauan
mandat konstitusi, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi
negative legislator sekaligus untuk menerjemahkan prinsip-
prinsip dasar yang bersumber dari konstitusi. Norma baru yang
muncul adalah akibat dari pengujian, bukan hasil legislasi yang
disengaja. Dengan cara ini, tindakan MK tetap sejalan dengan
UUD 1945, karena bertujuan untuk menutup kekosongan
hukum, memberikan kejelasan, dan menjaga konsistensi dalam
sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, kewenangan MK dalam
memberikan alternatif teks atau makna baru tetap dapat
dibenarkan sepanjang hal itu dilakukan dalam kerangka
menjaga supremasi konstitusi.

Apakah hal tersebut dapat dibenarkan, dan dalam hal apa saja
MK dapat membentuk aturan normatif baru atau dapat
bertindak sebagai positive legislator

Secara prinsip, tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
menghasilkan norma baru dapat dibenarkan sepanjang hal
tersebut merupakan konsekuensi dari kewenangan pengujian
undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.
Apalagi bila hal tersebut dilakukan ketika MK memutuskan
bahwa suatu norma yang duiji bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Ketika MK menyatakan suatu norma
inkonstitusional, maka lahir potensi kekosongan hukum yang
dapat mengganggu kepastian hukum. Untuk menghindari
kekosongan tersebut, MK memberikan tafsir konstitusional atau
bahkan merumuskan alternatif norma. Selain itu, dalam hal MK
tidak membatalkan suatu norma dalam undang-undang, MK



juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu norma yang
diuji sehingga MK memberikan makna baru terhadap norma
yang diuji dengan sejumlah persyaratan konstitutionalitas.
Tindakan ini bukanlah bentuk perumusan undang-undang
sebagaimana kewenangan DPR sebagai badan perwakilan
rakyat, melainkan jalan keluar yuridis agar hukum tetap dapat
berjalan.

Perdebatan sebaiknya tidak ditempatkan sebagai
perdebatan antara positive dan negative legislator, melainkan
terkait dengan desain dan kewenangan judicial review yang
dilekatkan kepada MK. Dalam memberikan penjelasan terkait
dengan judicial review, Mark Tushnet dalam bukunya Weak
Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in
Comparative Constitutional Law (2008) memperkenalkan dua
konsep yang disebut dengan judicial review kuat (strong-form
judicial review) dan judicial review lemah (weak-form judicial
review). Pertama, yang dimaksud dengan Strong-Form Judicial
Review adalah kondisi dimana pengadilan memiliki kewenangan
final dan mengikat untuk menyatakan suatu undang-undang
inkonstitusional. Putusan pengadilan berlaku langsung dan
mengikat semua pihak, serta tidak dapat diubah oleh lembaga
legislatif atau eksekutif. Model seperti ini dipraktikkan di
Amerika Serikat dan juga di Indonesia.

Model kedua vyaitu Weak-Form Judicial Review dimana
putusan pengadilan dalam proses pengujian undang-undang
tidak bersifat final, melainkan dapat ditanggapi atau
“diperbaiki” oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Model ini
memungkinkan adanya mekanisme dialog konstitusional antara
pengadilan dan parlemen. Praktik ini diterapkan di Kanada
melalui Canadian Charter of Rights and Freedoms yang memberi
ruang bagi parlemen untuk menanggapi putusan pengadilan
dengan notwithstanding clause (Pasal 33). Praktik lain di Inggris
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melalui Human Rights Act 1998, di mana pengadilan hanya dapat
memberikan declaration of incompatibility terhadap suatu norma
peraturan, sedangkan perbaikannya dilakukan parlemen.
Bahkan model yang lebih terinstitutional dilakukan oleh Conseil
Constitutionnel yang dapat diminta memberikan penilaian
preventif terhadap rancangan undang-undang sebelum
diundangkan oleh Presiden.

Jadi, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan Strong-Form
Judicial Review dan menjadi pengadilan yang aktif untuk
menerjemahkan prinsip-prinsip dasar konstitusi, bahkan
dengan membatalkan norma, atau memberikan makna terhadap
norma undang-undang ketika melaksanakan kewenangan
judicial review. Sebagai contoh dalam Putusan MK No. 60/PUU-
XXII/2024 dimana Mahkamah Konstitusi mengubah ambang
batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Mahkamah
Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan
menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional
bersyarat. Sebelumnya, pengajuan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% di DPRD
atau sebesar 25% dari suara sah hasil pemilihan umum.

MK menilai bahwa ketentuan tersebut bersifat diskriminatif
dan berbeda dengan syarat pencalonan kepala daerah melalui
jalur perseorangan. Lewat putusan tersebut, Mahkamah
Konstitusi menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan
kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan
wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan
pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara
sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di
daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen yang sama
dengan calon kepala daerah yang dicalonkan melalui jalur
perseorangan.



d)

Melalui putusan tersebut terkesan bahwa MK membuatkan
teks undang-undang yang baru, namun perlu dipahami dalam
putusan tersebut lahir dari konsekuensi penilaian konstitusional
bahwa telah terjadi diskriminasi yang menyebabkan
ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable injustice),
sehingga perlu dilakukan perubahan. Dari putusan tersebut
norma baru dari putusan MK yaitu bahwa pencalolan kepala
daerah oleh parpol atau gabungan parpol harus menjadi hak
yang terbuka, bahwa pencalolan juga dapat dilakukan oleh
parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD. Bahkan lebih jauh
MK menilai bahwa ambang batas pencalonan antara calon
kepala daerah yang diajukan oleh parpol dan perseorangan
harus disamakan. Sedangkan perubahan teks yang dilakukan
oleh MK di dalam putusannya hanyakan sebagai konsekuensi
dari adanyan norma baru. Hal ini dapat dibenarkan untuk
memberikan kepastian hukum serta kemudahaan bagi
pelaksana untuk menjalankan norma baru yang hadir dari
putusan MK.

Bagaimana  pengaturan hal tersebut sehingga tidak
menimbulkan kerancuan hukum terutama dalam situasi krusial
seperti  menjelang  pemilihan wmum  (sehingga tidak
menimbulkan prasangka MK terlibat politik praktis)?

Dalam konteks menjaga kewenangan Mahkamah Konstitusi
(MK), penting untuk mengatur agar putusan yang berimplikasi
pada lahirnya norma baru tidak menimbulkan kerancuan
hukum, terutama pada momen krusial menjelang pemilihan
umum. Salah satu langkah strategis adalah dengan menegaskan
secara eksplisit dalam amar putusan apa yang dimaksudkan
oleh MK. Amar putusan yang jelas dan konkret akan
meminimalisir peluang terjadinya penafsiran yang berbeda-
beda oleh lembaga pelaksana, seperti KPU atau Bawaslu.
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Kejelasan amar juga penting untuk memastikan konsistensi
antara maksud MK dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga
putusan benar-benar memiliki daya laku sesuai dengan tujuan
awal MK dalam menjaga konstitusionalitas.

Kebutuhan akan kejelasan amar putusan ini erat kaitannya
dengan fenomena yang sering disebut sebagai constitutional
perversion. Konsep ini merujuk pada situasi di mana pelaksana
putusan justru menafsirkan hasil pengujian MK secara
menyimpang, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan
maksud konstitusional yang dikehendaki. Dalam konteks
pemilu, misalnya, tafsir yang keliru dapat memengaruhi hak-
hak politik warga negara, komposisi peserta pemilu, hingga
legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, MK perlu
menetapkan rambu-rambu pelaksanaan yang lebih konkret dan
tidak multi-interpretatif, untuk memastikan putusannya tidak
dimanipulasi demi kepentingan tertentu.

Namun demikian, terdapat risiko serius jika MK terlalu jauh
masuk ke dalam aspek teknis implementasi. Apabila MK
mengeluarkan terlalu banyak judicial order yang sangat detail,
maka MK berpotensi berubah dari sekadar penjaga konstitusi
menjadi lembaga yang turut mengatur hal-hal teknis yang
sejatinya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan
penyelenggara pemilu. Kondisi ini dapat memunculkan
tuduhan bahwa MK telah melampaui peran sebagai negative
legislator dan bergeser menjadi aktor politik yang aktif dalam
menentukan aturan main pemilu. Hal ini tentu berbahaya bagi
legitimasi MK itu sendiri, karena bisa dianggap ikut campur
dalam politik praktis dalam tahapan pemilu yang tengah
berlangsung.

Oleh karena itu perlu pula memperkuat prinsip Purcell (The
Purcell Principle). Prinsip ini adalah sebuah doktrin dalam
hukum pemilu di Amerika Serikat yang berasal dari putusan



Mahkamah Agung AS dalam kasus Purcell v. Gonzalez, 549 U.S.
1 (2006). Pada intinya prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan
sebaiknya tidak mengubah aturan atau prosedur pemilu terlalu
dekat dengan hari pemungutan suara. Alasannya karena
perubahan mendadak dapat membingungkan pemilih, petugas
pemilu, maupun kandidat, serta berisiko mengganggu
kelancaran dan legitimasi penyelenggaraan pemilu.

Risiko yang lebih jauh dari kondisi tersebut adalah
munculnya gejala juristocracy atau dominasi hukum dan hakim
dalam urusan politik. Ketika MK terlalu sering mengeluarkan
perintah detail dalam amar putusannya, maka ruang diskresi
bagi lembaga politik menjadi semakin sempit. Padahal dalam
sistem demokrasi, keseimbangan antara lembaga yudikatif,
legislatif, dan eksekutif merupakan prinsip penting yang harus
dijaga. Jika MK dianggap mendominasi ranah legislatif dan
eksekutif, hal ini bisa menimbulkan resistensi dari aktor politik
maupun publik, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi
legitimasi MK.

Untuk menghindari hal tersebut, MK perlu menjaga
keseimbangan antara memberikan kejelasan norma dengan
tetap menghormati kewenangan lembaga lain. Kejelasan amar
harus bersifat prinsipil dan tidak masuk terlalu jauh pada detail
teknis yang merupakan kewenangan administratif. Misalnya,
dalam putusan mengenai calon perseorangan dalam Pilkada,
MK cukup menegaskan hak konstitusional untuk maju tanpa
partai, tetapi detail teknis mengenai jumlah dukungan atau tata
cara verifikasi diserahkan kepada pembentuk undang-undang.
Dengan cara ini, MK tetap memberikan arah konstitusional yang
jelas tanpa mengambil alih fungsi regulator.

Pada akhirnya, pengaturan mengenai bagaimana MK
membentuk norma baru melalui putusannya harus didasarkan
pada prinsip transparansi, proporsionalitas, dan penghormatan
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terhadap kewenangan lembaga lain. MK harus selalu sadar
bahwa legitimasi kelembagaannya sangat bergantung pada
persepsi publik tentang netralitas dan objektivitasnya. Jika MK
terjebak terlalu jauh dalam politik praktis melalui putusan-
putusan yang dianggap partisan atau terlalu teknis, maka
kepercayaan publik akan terkikis. Karena itu, strategi terbaik
adalah memperkuat kejelasan amar putusan yang prinsipil dan
operasional, tetapi tetap membiarkan detail teknis diatur oleh
lembaga politik dan administratif yang berwenang. Dengan cara
ini, MK bisa menghindari prasangka keterlibatan dalam politik
praktis sekaligus menjaga dirinya tetap sebagai penjaga
konstitusi.

e) Praktik Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator di
Bidang Pemilu

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai praktik Mahkamah
Konstitusi (MK) sebagai positive legislator, Penulis terlebih
dahulu menyajikan beberapa undang-undang yang menjadi
dasar pengujian di bidang pemilu. Undang-undang tersebut
antara lain meliputi Undang-Undang No. 12 Tahun 2003,
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8
Tahun 2012, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, Undang-
Undang No. 22 Tahun 2007, Undang-Undang No. 15 Tahun
2011, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Pemilihan isu pemilu sebagai fokus pembahasan bukan
tanpa alasan. Isu pemilu merupakan salah satu bidang yang
paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi.1¢ Berdasarkan
data yang dihimpun sepanjang tahun 2003 hingga 2025, tercatat
sebanyak 272 perkara pengujian undang-undang terkait pemilu

104 Yance Arizona, “Analisis Kecenderungan 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2023),” Trend
Analysis, Diskusi Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Agustus 2023,
https://www.youtube.com/live/qwsFgD8UJso?si=c3-HAXK15EcHYSOF.
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telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 48 perkara dikabulkan oleh MK, dan di antaranya
terdapat 24 putusan yang bersifat conditionally constitutional
(putusan bersyarat), yang secara substansial mengandung
unsur pembentukan norma baru atau praktik positive legislator.
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Tabel 1. Putusan Positive Legislator Mahkamah Konstitusi dalam Isu

Pemilu
Isu e .
e . Putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusional
Penyelenggara | 11/PUU-VIII/2010

Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), dan Pasal 95 UU
22/2007  tentang pencabutan kata  “calon”  dan
frasa”diusulkan oleh KPU...kepada Bawaslu...”

81/PUU-IX/2011

Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 tentang tokoh
masyarakat yang disyaratkan dalam DKPP.

Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 tentang pencabutan frasa
“berdasarkan  kebutuhan dan pertimbangan masing-
masing unsur.”

80/PUU-IX/2011

Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 tentang pencabutan
frasa  “dengan alasan yang dapat diterima” dan
pencabutan Pasal 27 ayat (3).

31/PUU-X1/2013

Pasal 112 ayat (11) tentang kekuatan mengikat keputusan
DKPP.

61/PUU-XV/2017

Pasal 557 ayat (2) UU 7/2017 tentang Kelembagaan
Penyelenggara Pemilu Aceh yang bertentangan dengan
UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

31/PUU-XV1/2018

Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal
52 ayat (1) tentang Jumlah Anggota KPU dan PPK.
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38/PUU-XV1/2018

Pasal 10 ayat (3) tentang Jumlah Anggota KPU
Kabupaten/Kota.

32/PUU-XIX/2021

Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 tentang kekuatan mengikat
Putusan DKPP bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah  merupakan
keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan
TUN.

Kampanye

99/PUU-V11/2009

Pasal 47 ayat (5) tentang pencabutan kata “berita” dalam
penyiaran selama masa tenang bagi media massa cetak dan
lembaga penyiaran.

65/PUU-XX1/2023

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang
“penggunaan fasilitas pemerintah dan atribut kampanye
pemilu di tempat ibadah dan pendidikan.”

166/PUU-XX1/2023

Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 tentang frasa “citra diri”
yang dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original
dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara
berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial
(artificial intelligence)”.

Pencalonan
dan Verifikasi
Pemilu

4/PUU-VII/2009

Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008
tentang persyaratan pencalonan yang pernah terpidana.

27/PUU-VIII/2010
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Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang frasa “Daftar
Calon Tetap” yang bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat.

20/PUU-X1/2013

Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 tentang bakal calon
perempuan.

Pasal 215 huruf b UU 8/2012 tentang pengutamaan
keterwakilan perempuan pada Pemilihan.

53/PUU-XV/2017

Pasal 173 ayat (1) tentang farasa “telah ditetapkan/” yang
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 173 ayat (3) yang bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

30/PUU-XV1/2018

Pasal 182 huruf | UU 7/2017 tentang frasa “pekerjaan
lain” yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimakani mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai
politik.”

39/PUU-XV11/2019

Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden.

55/PUU-XVIII/2020

Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tentang Verifikasi Partai
Politik yang lulus parliamentary threshold.

68/PUU-XX/2022

Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tentang frasa “Pejabat
Negara” yang civalonkan yang dikategorisasikan dalam




pencalonannya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil
Presiden.

87/PUU-XX/2022

Pasal 240 ayat (1) huruf ¢ UU 7/2017 tentang persyaratan
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota yang pernah dipidana.

12/PUU-XX1/2023

Pasal 182 huruf g UU 7/2017 tentang Persyaratan Peserta
Pemilu yang pernah dipidana.

90/PUU-XX1/2023

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang persyaratan usia
Calon Presiden dan Wakil Presiden.

176/PUU-XXI1/2024

Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tentang
pengunduran diri calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
atau DPRD Kabupaten/kota.

62/PUU-XX11/2024

Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pencabutan Ambang Batas
Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik.

Hak Pemilih

102/PUU-VII/2009

Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2006 tentang cakupan
warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT).

22/PUU-X11/2014

Pasal 260 UU 42/2008 tentang perubahan pada frasa
“Pemilu tahun 2009” menjadi “Pemilu tahun 2014”.

20/PUU-XVII/2019
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Pasal 348 ayat (9) UU 7/2017 tentang frasa “Kartu Tanda
Penduduk Elektronik”.

Pasal 210 ayat (1) tentang frasa “paling lambat 30 (tiga
puluh) hari”.

Pasal 383 ayat (2) tentang frasa “hanya dilakukan dan
selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari
pemungutan suara”.

Pemungutan 9/PUU-VI11/2009

d

PZEghitungan Pasal 245 uu 10/20Q8 tentang pengumuman hasil survei
dan perhitungan hasil perhitungan cepat.
98/PUU-VII/2009
Pasal 188 UU 42/2008 tentang pencabutan pemidanaan
terhadap pengumuman dan penyebarluasan hasil survei
pada masa tenang.
24/PUU-XII/2014
Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta
Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 bertentangan
dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat.

Parliamentary | 52/PUU-X/2012

Threshold

Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 tentang frasa “yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu
sebelumnya atau partai politik baru.”

50/PUU-XI1/2014

Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak
berlaku untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

116/PUU-XX1/2023
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Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang ambang batas untuk
Pemilu DPR pada periode 2029.

Lain-Lain 14/PUU-X1/2013

Pencabutan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008.
80/PUU-XX/2022

Pasal 187 ayat (5) UU 7/2017 tentang pengaturan
mengenai Daerah Pemilihan yang diatur dalam Peraturan
KPU.

135/PUU-XX11/2024

Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017, 347 ayat (1), dan Pasal 3
ayat (1) UU 8/2015 tentang jangka waktu pemungutan
suara.

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dari sebanyak 48 putusan MK
yang mengabulkan dalam pengujian undang-undang terkait dengan
pemilu, sebanyak 24 putusan adalah putusan dengan syarat
konstitusionalitas tertentu. Pada titik ini kami menilai bahwa dalam
putusan yang sepenuhnya mengabulkan, maka MK berperan sebagai
negative legislator, sementara itu untuk putusan yang dikabulkan atau
ditolak dengan syarat konstitusionalitas tertentu adalah putusan MK
dalam aspek sebagai positive legislator. Hal ini beranjak pada pandangan
bahwa dalam putusan dengan syarat konstitusionalitas apakah itu
conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional, MK
memberikan sejumlah norma baru yang menjadi panduan tentang
bagaimana suatu norma peraturan perundang-undangan yang sudah ada
untuk dijalankan.

Seluruh putusan tersebut kemudian dapat dibagi ke dalam enam
kategori permasalahan konstitusional. Pemisahan ke dalam enam
permasalahan konstitusional ini dapat membantu untuk memahami lebih
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detail pada dimensi kepemiluan yang mana dan bagaimana kontribusi

MK melalui putusannya yang mempengaruhi desain dan pelaksanaan

pemilu di Indonesia. Keenam permasalahan konstitusional tersebut secara

berurutan sebagai berikut: (a) penyelenggaran, (b) kampanye, (3)

pencalonan, (4) pemungutan dan penghitungan suara, (5) parliamentary
threshold, (6) dan lain-lain. Berikut adalah deskripsi dari keenam kategori
tersebut.

1. Penyelenggara

68

Perubahan norma oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tercermin
dalam beberapa isu, salah satunya isu penyelenggara pemilu. Salah
satu putusan awal yang penting adalah Putusan MK No. 11/PUU-
VIII/2010 yang membatalkan sejumlah frasa dalam Pasal 93, 94, dan 95
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. MK menyatakan
bahwa pelibatan KPU dalam pengusulan calon anggota Panwaslu ke
Bawaslu menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mencederai
prinsip netralitas serta independensi pengawasan pemilu. Selain itu,
Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011 menegaskan netralitas dan
keseimbangan dalam komposisi DKPP, dengan membatalkan
ketentuan yang mengaitkan jumlah tokoh masyarakat dalam
keanggotaan DKPP dengan jumlah partai politik di DPR. Dengan
demikian, DKPP diputuskan secara tetap beranggotakan lima tokoh
masyarakat, tanpa dikaitkan dengan politik di parlemen.

Selanjutnya, MK juga melakukan koreksi penting terhadap
potensi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam proses
pemberhentian penyelenggara pemilu. Melalui Putusan No. 80/PUU-
IX/2011, MK membatalkan frasa multitafsir “... dengan alasan yang
dapat diterima” dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU No. 15
Tahun 2011, yang memberikan kewenangan presiden untuk
memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu tanpa standar hukum
yang jelas. Frasa tersebut dianggap membuka ruang intervensi dan



mengancam independensi lembaga penyelenggara pemilu yang
seharusnya bebas dari tekanan kekuasaan. Selanjutnya, Putusan MK
No. 31/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa frasa “bersifat final dan
mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) harus dimaknai sebagai mengikat
secara hukum terhadap Presiden, KPU, KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, bukan sekadar secara umum.
Dalam arah yang sama, Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021
menyatakan bahwa putusan DKPP harus dipahami sebagai keputusan
pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersifat konkret, individual, dan
final sehingga dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Dalam konteks perlindungan kesetaraan hak politik, MK dalam
Putusan No. 61/PUU-XV/2017 membatalkan Pasal 557 ayat (2) UU No.
7 Tahun 2017 yang memberikan mekanisme khusus pencalonan
anggota DPD dari Aceh melalui Panitia Pemilihan Aceh (PPA). MK
menilai bahwa pengaturan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan
dan nondiskriminasi karena memperlakukan warga Aceh secara
berbeda dengan warga negara lain dalam hal prosedur pencalonan
anggota DPD. Meskipun Aceh memiliki kekhususan berdasarkan
UUPA, MK menegaskan bahwa kekhususan tersebut tidak dapat
digunakan untuk mengurangi prinsip persamaan di hadapan hukum
dan keadilan pemilu bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu,
mekanisme pencalonan anggota DPD harus kembali tunduk pada
norma nasional yang berlaku seragam di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Selain soal keanggotaan dan prosedur pencalonan, MK juga
melakukan koreksi terhadap desain kelembagaan KPU yang dinilai
diskriminatif atau tidak proporsional. Dalam Putusan No. 31/PUU-
XV1/2018, MK membatalkan frasa “3 atau 5 orang” dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf c dan frasa “3 orang” dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun
2017, dan menyatakan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota
seharusnya dimaknai “5 orang” secara konsisten. Selain itu,
Mahkamah juga membatalkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan
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(2) serta penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ yang dinilai tidak
memberikan kejelasan dalam mekanisme evaluasi dan pemberhentian
anggota KPU/Bawaslu. Putusan No. 38/PUU-XVI/2018 juga
menegaskan etidakabsahan rincian dalam Lampiran I yang mengatur
jumlah anggota KPU kabupaten/kota secara tidak proporsional. MK
berpendapat bahwa penentuan jumlah anggota penyelenggara pemilu
harus berdasarkan kebutuhan nyata, kompleksitas wilayah, dan
prinsip efektivitas, bukan berdasarkan parameter yang kaku dan
seragam.

Kampanye

Perubahan norma yang dilakukan oleh MK tidak hanya sampai
pada aspek penyelenggara pemilu, tetapi juga aspek pelaksanaan
kampanye. Dalam Putusan Nomor 99/PUU-VII/2009, MK
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”,
Pasal 56 ayat (2), (3), dan (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menilai bahwa
norma-norma tersebut membatasi secara tidak proporsional kebebasan
pers dan hak publik untuk memperoleh informasi selama masa tenang,
serta menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antar
lembaga, khususnya dalam pemberian sanksi terhadap media.

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 65/PUU-XX1/2023, MK
menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya
frasa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye
pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab”, bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
MK menilai bahwa norma tersebut menimbulkan ketidakpastian
hukum dan membuka peluang penyalahgunaan fasilitas publik untuk



tujuan politik elektoral, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip
netralitas lembaga pendidikan, tempat ibadah, serta institusi
pemerintahan. Melalui putusan tersebut, MK melakukan interpretasi
konstitusional dengan menegaskan bahwa penggunaan fasilitas
pemerintah dan tempat pendidikan hanya diperbolehkan secara
terbatas, yaitu apabila terdapat izin dari penanggung jawab dan tanpa
atribut kampanye, sedangkan tempat ibadah tetap dilarang untuk
segala bentuk aktivitas kampanye guna menjaga netralitas dan
kesuciannya.

Selanjutnya, dalam Putusan No. 166/PUU-XX1/2023, MK kembali
melakukan koreksi terhadap norma kampanye dengan menyatakan
bahwa frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai “foto/gambar tentang
dirinya yang original dan terbaru serta tanpa
direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi
kecerdasan artifisial (artificial intelligence)”. Putusan ini lahir dari
kekhawatiran konstitusional atas potensi penyalahgunaan teknologi
dalam kampanye elektoral yang dapat menciptakan kesan
menyesatkan terhadap pemilih sehingga mengancam hak
konstitusional atas informasi yang benar sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28F UUD 1945.

Pencalonan

Perubahan norma paling menonjol oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) terlihat dalam iu pencalonan peserta pemilu. Melalui Putusan
No. 4/PUU-VII/2009 dan No. 87/PUU-XX/2022, MK menyatakan
bahwa larangan absolut terhadap mantan terpidana untuk
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bertentangan dengan
UUD 1945. MK kemudian menambahkan syarat baru: mantan
terpidana dapat mencalonkan diri setelah menjalani masa jeda (cooling
down period) selama lima tahun dan secara terbuka mengumumkan
status hukumnya kepada publik. Norma baru ini juga berlaku untuk
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calon anggota DPD sebagaimana ditegaskan dalam Putusan No.
12/PUU-XX1/2023. Selain itu, dalam Putusan No. 27/PUU-VIII/2010,
MK menafsir frasa “daftar calon tetap” sehingga memungkinkan
perubahan DCT apabila terdapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang membatalkan status calon.

Lebih lanjut, melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, MK
mengubah norma syarat usia minimum calon presiden dan wakil
presiden yang semula 40 tahun. MK menambahkan frasa baru, yakni
bahwa seseorang juga dapat mencalonkan diri jika pernah atau sedang
menduduki jabatan kepala daerah yang diperoleh melalui pemilihan
umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. MK juga membuat
perubahan dalam isu keterwakilan perempuan melalui Putusan No.
20/PUU-XI/2013 dengan menafsir bahwa afirmasi 30% keterwakilan
perempuan tidak boleh menjadi batas mutlak yang menghalangi hak
konstitusional calon lainnya.

Dalam Putusan No. 30/PUU-XVI/2018, MK menafsir frasa
“pekerjaan lain” dalam syarat pencalonan DPD agar mencakup juga
larangan bagi pengurus partai politik, demi menjaga netralitas
lembaga tersebut. MK juga menetapkan bahwa pejabat negara,
termasuk ASN, TNI/Polri, direksi BUMN/BUMD, dan kepala desa
yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif wajib
mengundurkan diri secara permanen sejak ditetapkan sebagai calon
(Putusan No. 176/PUU-XXII/2024). Terakhir, MK menambahkan
pengecualian terhadap ketentuan sebaran suara untuk pemilu
presiden apabila hanya diikuti dua pasangan calon, melalui Putusan
No. 39/PUU-XVII/2019.

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Lebih lanjut, MK melalui putusan-putusannya juga telah
melakukan perubahan terhadap beberapa norma hukum terkait
pemungutan dan penghitungan suara. Dalam Putusan No. 9/PUU-
VII/2009 dan No. 98/PUU-VII/2009, MK menetapkan bahwa



pembatasan pengumuman hasil survei dan quick count pada masa
tenang tetap berlaku, namun dimaknai sebagai pembatasan yang
bersifat sementara untuk menjaga proses pemungutan suara dari
intervensi opini publik. Dalam putusan tersebut, MK menambahkan
tafsir bahwa larangan tersebut tidak boleh dimaknai mutlak karena
hanya berlaku selama masa tenang dan tidak menghapus hak
masyarakat untuk mengakses informasi setelahnya.

Selain itu, melalui Putusan No. 24/PUU-XII/2014, MK juga
melakukan perubahan terhadap ketentuan sistem pemilu legislatif.
MK menyatakan bahwa norma-norma dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 2012 yang mengatur pengajuan calon dan penetapan calon
terpilih berdasarkan urutan daftar partai tidak lagi memiliki kekuatan
hukum mengikat. Sebagai gantinya, MK menafsirkan bahwa sistem
yang berlaku adalah sistem proporsional terbuka, di mana calon
terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh
secara langsung dari pemilih. Dengan demikian, putusan-putusan
tersebut telah menegaskan struktur pengaturan terkait pengumuman
hasil pemilu dan sistem penghitungan suara dalam tahapan
pemungutan suara.

Penentuan Keterpilihan dan Parliamentary Threshold

Dalam Putusan No. 50/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi
menafsirkan ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden agar tidak berlaku dalam
konteks pemilu yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Mahkamah menyatakan bahwa syarat perolehan suara lebih dari 50%
secara nasional dan minimal 20% di lebih dari setengah provinsi,
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, seharusnya
diberlakukan hanya ketika terdapat lebih dari dua pasangan calon.
Dalam situasi Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasangan,
Mahkamah menilai bahwa pemberlakuan syarat tersebut justru akan
menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi konflik horizontal, serta
pemborosan anggaran negara jika harus dilakukan dua putaran. Oleh
karena itu, Mahkamah menegaskan pentingnya penafsiran
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konstitusional secara kontekstual agar hukum tetap menjamin
keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi
elektoral.

Dalam Putusan No. 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi
mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh
lima partai politik terhadap UU No. 8 Tahun 2012. MK menyatakan
Pasal 8 ayat (1) beserta penjelasannya, serta frasa “yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya
atau partai politik baru” dalam Pasal 8 ayat (2) bertentangan dengan
UUD 1945. MK juga menilai Pasal 208 tentang parliamentary
threshold 3,5% tidak konstitusional jika diberlakukan bagi DPRD
provinsi dan kabupaten/kota karena mengabaikan prinsip
keterwakilan daerah. Putusan ini menegaskan pentingnya menjaga
keragaman  politik daerah  serta  mengoreksi kebijakan
penyederhanaan partai yang dinilai tidak konsisten.

Dalam Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020, MK mengabulkan
sebagian permohonan uji materi Partai Garuda terkait Pasal 173 ayat
(1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menafsirkan bahwa
partai yang telah lulus verifikasi pada Pemilu 2019 dan memenuhi
ambang batas parlemen hanya perlu diverifikasi secara administrasi
tanpa verifikasi faktual. Sebaliknya, partai yang tidak memenuhi
ambang batas parlemen atau hanya memiliki kursi di tingkat daerah
tetap harus menjalani verifikasi administrasi dan faktual seperti partai
baru. Putusan ini menegaskan perlunya kepastian hukum dan
efisiensi anggaran, serta mempertimbangkan perlakuan adil bagi
partai politik.

Dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilu dan menyatakan ketentuan presidential threshold
inkonstitusional. MK menegaskan bahwa syarat ambang batas
pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat
dan mengurangi hak partai politik untuk mengusung pasangan calon
presiden dan wakil presiden. Dengan putusan ini, setiap partai politik
peserta pemilu, baik yang memiliki kursi di DPR maupun tidak, dapat



mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa
dibatasi oleh ambang batas perolehan kursi atau suara pada pemilu
sebelumnya.

Lain-Lainnya

Dalam Putusan No. 22/PUU-XII/2014, Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 260 ayat
(I) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang meniadakan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri.
MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya berlaku
untuk Pemilu 2009, tetapi juga untuk Pemilu 2014. MK berpendapat
bahwa peniadaan hak pilih bagi TNI dan Polri masih konstitusional
demi menjaga profesionalisme dan netralitas kedua institusi tersebut
dalam sistem politik.

Dalam Putusan No. 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi
mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 28 dan
Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. MK menafsirkan bahwa warga negara yang tidak terdaftar
dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat
menunjukkan KTP yang masih berlaku beserta KK atau paspor bagi
pemilih di luar negeri, mendaftar di KPPS sesuai domisili, dan
menggunakan hak pilih pada satu jam terakhir sebelum penutupan
TPS. Putusan ini memperluas jaminan hak pilih warga negara di luar
ketentuan DPT.

Dalam Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menafsirkan ulang
Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7/2017 serta Pasal 3
ayat (1) UU No. 8/2015. MK menegaskan bahwa pemungutan suara
dilakukan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil
Presiden, kemudian dalam rentang waktu 2-2,5 tahun setelah
pelantikan, disusul pemungutan suara serentak untuk memilih
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah. Putusan
ini menciptakan model pemilu nasional dan pemilu daerah yang
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terpisah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas
demokrasi di Indonesia

III. Jurisprudensi dan Konsistensi Putusan MK: Antara Preseden dan
Perbaikan Proses Beracara

a) Makna Yurisprudensi dan Kedudukannya dalam Peradilan di
Indonesia

Yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia (bahasa
Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechtsgeleerdheid).
Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, sama pengertiannya
kata  “Jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan
“Jurisprudence” dalam bahasa Perancis, yaitu yang berarti
hukum peradilan atau peradilan tetap®.

Enrico Simanjuntak mengacu pada salah satu penelitian
hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber
hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) tahun 1991/1992, telah dikumpulkan
beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain%:

a. Yurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum
peradilan (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto);

b. Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan
dipertahankan oleh pengadilan (Kamus Pockema Andrea);

c. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari
keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang
diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam
soal yang sama (Kamus Pockema Andrea);

d. Yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang
dibentuk dan dipertahankan oleh Peradilan (Kamus
Koenen endepols);

105 pyslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, “Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk
Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan”, Laporan Penelitian, 2010, 10.

106 Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 16,
Nomor 1, Maret 2019, 88.
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e. Yurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang
sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan
Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim
dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa
(Kamus Van Dale);

f. Pendapat R. Subekti, Yurisprudensi adalah putusan-
putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan
oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan
MA sendiri yang tetap (constant).

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian terhadap
yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu
pelaksanaan hukum dalam hal kongkret terhadap tuntutan hak
yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan
diadakan oleh suatu negara serta bebas dari pengaruh apa atau
siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat
mengikat dan berwibawa. Selain itu, Yurisprudensi juga dapat
berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan
atau putusan pengadilan'?”.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Puslitbang
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pentingnya
peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum formil dalam
pelaksanaan tugas hakim dapat dilihat dari aneka perspektif.
Perspektif yang pertama, perspektif legisme menganggap
peranan yurisprudensi relative kurang penting karena
perspektif ini mengutamakan undang-undang, dan meyakini
bahwa segala hal sudah diatur dalam undang-undang.
Pandangan legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber
hukum adalah undang-undang, dan di luar indang-undang
tidak ada hukum. Pemikiran ini berimplikasi pada penerapan
hukum bersifat mekanis dan hakim sangat terikat dengan
Undang-Undang. Kebiasaan hanya akan memiliki kekuatan

107 sudikno Mertokusumo, “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Sejak Tahun 1942, Dan Apakah
Manfaatnya Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia”, Liberty, 1983.
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hukum berdasarkan pengakuan Undang-Undang. Namun
permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian
yang tidak tertampung dalam Undang-Undang tidak dapat
dipecahkan?0s.

Kedua, aliran historis (Freie Rechtsbewegung). Pada aliran
ini hakim dalam melaksanakan tugasnya bebas untuk
melakukan apa yang ada menurut Undang-Undang ataukah
tidak. Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan /
menciptakan hukum. Dalam aliran ini, pemahaman terhadap
yurisprudensi adalah primer, karena yurisprudensi lebih dekat
dengan realitas hukum. Beberapa pokok pemikiran dari aliran
ini dijelaskan sebagai berikut'*:

a. Hakim adalah pencipta hukum( judge made law);

b. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena
berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat;

c. Hukum hanya terbentuk oleh peradilan;

d. Undang-Undang dan kebiasaan merupakan sarana dalam
menemukan hukum pada kasus-kasus kongkret;

e. Aliran freie rechtsbewegung menitikberatkan pada
kegunaan sosial10.

Ketiga, aliran rechtsvinding, peranan yurisprudensi relatif
penting dan aspek ini diserahkan kepada kebijakan hakim.
Aliran rechtsvinding merupakan aliran di antara aliran
ekstrem legisme dan freie rechtsbewegung. Artinya mazhab ini
tetap berpegang pada Undang-Undang tapi tidak seketat
legisme karena masih memberikan ruang gerak pada hakim
untuk menyelaraskan Undang-Undang dengan tuntutan
zaman. Kebebasan terikat ini tercermin pada kewenangan
hakim  dalam  menafsirkan = Undang-Undang  dan

108 pyslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Op.Cit., 11.

109 |bid.
10 bid.
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11 1bid., 12.

mengkonstruksi hukum. Yurisprudensi dan kebiasaan juga
mempunyai arti penting di samping Undang-Undang?!1.

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa terikat atau

tidaknya hakim pada yurisprudensi dipengaruhi oleh dua asas
sebagai berikut!2:

a.

Asas precedent

Asas ini bermakna bahwa seseorang hakim terikat oleh
hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.
Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak
boleh menyimpang dari hakim lain, baik yang sederajat
maupun yang lebih tinggi. Asas precedent dianut di
negara Amerika Serikat, Inggris, dan Afrika Selatan. Asas
precedent atau dapat juga disebut sebagai stare dicisie
adalah suatu lembaga peradilan yang lebih dikenal di
negara anglo saxon atau negara common law system.

Bagi penganut asas precedent, selain sistem hukum
mempengaruhi keterikatan hakim dengan putusan
sebelumnya, terdapat beberapa alasan mengapa seorang
hakim mengikuti putusan hakim terdahulu yaitu: 1) Sebab
psikologi, artinya seorang hakim mempunyai kekuasaan,
terutama apabila putusan itu dibuat oleh pengadilan tinggi
atau Mahkamah Agung; 2) Sebab praktis, artinya
seseorang hakim bawahan (pengadilan negeri) secara logis
akan mengikuti putusan yang dibuat oleh hakim yang
lebih tinggi kedudukannya; 3) Sebab keyakinan, artinya
hakim pemutus setuju atau sependapat dengan putusan
hakim terdahulu'®.

112 pudu Duswara Machmudin, Pengantar llmu Hukum (sebuah Sketsa), PT Refika Aditama, 2000, 97.

113 |bid., 99.
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Asas bebas

Asas ini bermakna bahwa seorang hakim tidak terikat oleh
putusan hakim lain, baik yang sederajat maupun yang
lebih tinggi. Perkataan tidak terikat disini diartikan bahwa
seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, boleh
mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat
atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti. Asas
bebas ini dianut oleh negara- negara eropa continental atau
civil law system, seperti Belanda, Perancis, dan Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki
kedudukan hukum yang jelas, baik dalam tataran teori dan
praktik, walaupun memiliki fungsi yang penting. Hal ini
diafirmasi oleh Jimly Asshiddigie yang menyaatakan
bahwa meskipun kedudukan yurisprudensi sedemikian
penting namun peranan yurisprudensi belum mendapat
perhatian yang cukup, baik dalam pengajaran hukum
maupun dalam praktik hukum, karena disebabkan
beberapa factor yaitu:

Pertama, sistem pengajaran hukum kurang sekali
menggunakan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai
bahan bahasan, yang disebabkan:

a. pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan
pengertian umum hukum, bersifat abstrak dalam
bentuk generalisasi teoritik belaka;

b. sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan

kaidah hukum vyang bersumber pada peraturan
perundang-undangan sebagai sendi utama hukum
yang berlaku, dan kurang memperhatikan pengertian
atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan perundang-
undangan melalui yurisprudensi;

c. publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak
mudah untuk didapat dan dipelajari/dibahas;



d. kebijakan penelitian hukum yang memberi ke
lapangan fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau
yurisprudensi.

Kedua, dari segi praktik hukum, putusan hakim atau
yurisprudensi legally non binding, karena sistem hukum
Indonesia tidak menjalankan sistem presedent!!4,

Sebastian Pompe membedakan makna preseden dengan
yurisprudensi, baginya yurisprudensi merupakan putusan
badan peradilan sedangkan precedent putusan yang mengikat
hakim berikutnya. Pompe mencontohkan di Belanda terdapat
ketentuan yang mengharuskan precedent tersebut untuk
diikuti. Dengan demikian doktrin preseden bukan hanya
dikenal dalam tradisi common law namun juga dalam tradisi civil
law. Hal ini semakin diperkuat dengan kecenderungan negara-
negara anggota Uni Eropa yang kendati menganut tradisi civil
law, namun semakin membuka ruang penerapan asas
precedent. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Mahkamah
Eropa, European Court of Justice (EC]), baik dalam teori dan
praktik civil law, wuntuk semakin mengakui manfaat
pembentukan kaedah hukum dari hukum yurisprudensial
(case-law)™>.

Adapun fungsi yurisprudensi di ataranya sebagai beriku
a. menciptakan standar hukum (o settle law standard);
b. menciptakan kesatuan landasan hukum yang sama (unified

t116.

legal framework) dan kesatuan persepsi hukum yang sama
(unified legal opinion);

c. menciptakan kepastian hukum;

d. mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan.

114 Jimly Asshiddigie dkk, Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan, Setara Press, 2016, 34-

115 International Lecture of Sabastian Pompe, Praktik Yurisprudensi di Negara Civil Law dalam Mendorong
Konsistensi Putusan: Tantangan Pengadilan Indonesia Masa Kini, Senin 5 Maret 2012, Jentera School of Law,
Puri Imperium Office Plaza UG 15, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan.

16 Edward Simarmata, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan
Pengadilan, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, 118.
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Selain itu. Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih menyatakan
secara lebih spesifik bahwa yurisprudensi selain sebagai
sumber hukum, dalam dunia peradilan mempunyai beberapa
fungsi, diantaranya!l”:

a. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam
kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-
undang tidak mengatur hal itu;

b. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan
adanya standar hukum yang sama;

c. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat
diperkirakan (predictable) pemecahan hukumnya;

d. Mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan
dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama,
sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim
yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama, maka
jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya
bercorak sebagai variabel secara kasuistik.

e. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa
yurisprudensi adalah manifestasi penemuan hukum.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
memberikan catatan bahwa pembetukan hukum melalui
yurisprudensi perlu memperhatikan nilai dasar yang penting,
yaitul18:

a. nilai filosofis, yaitu putusan hakim harus mencerminkan
dan berintikan keadilan dan kebenaran;

b. nilai sosiologis, yaitu bahwa putusan hakim harus sesuai
dengan tatanan nilai budaya maupun nilai hukum yang
hidup dan berlaku di masyarakat;

117 Jazim Hamidi, Winahyu Erwiningsih, Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Layak, Jakarta,

PT. Tatanusa, 2000, 7-8.

118 pyslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Op.Cit., 39.
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c. nilai yuridis, yaitu bahwa putusan hakim harus sesuai dan
mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagi kebanyakan hakim, Alasan untuk menerima
yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah karena kewajiban
hakim untuk menerima perkara yang diajukan kepadanya
meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya. Suatu
putusan hakim baru dapat disebut sebagai yurisprudensi,
apabila telah memenuhi unsur- unsur berikut!*:

a. putusan atas sesuatu peristiwa yang hukumnya belum
jelas pengaturannya dalam perundang-undangan;

b. putusan tersebut harus sudah merupakan keputusan yang
tetap;

c. telah berulangkali diputus dengan putusan yang sama

dalam kasus yang sama;

memenuhi rasa keadilan;

putusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung;

f.  mengandung obiter dicta dan rasio decidendi.

S

b) Kedudukan yurisprudensi dalam putusan MK

Kedudukan yurisprudensi dalam putusan MK telah
didiskusikan secara menarik dalam artikel yang ditulis oleh Oly
Viana Agustine dan Enrico Simanjuntak. Pada bagian ini,
peneliti akan mencoba membedah artgumentasi yang
disampaikan oleh kedua penulis tersebut.

Enrico Simanjuntak menyoroti bahwa secara normatif
terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan
yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA, karena selama
ini secara umum pengertian yurisprudensi merupakan putusan
MA yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus
diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA.

119 pyslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Op.Cit., 40.
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Namun dalam perkembangan terkini ternyata istilah
yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa
isu hukum tertentu.

Karena MK bukanlah penegak undang-undang namun
penegak konstitusi (the guardian of constitution), peluang dan
momentum terobosan-terobosan hukum (rules breaking) yang
bernilai yurisprudensi sangat terbuka lebar dilakukan oleh MK,
jika dibandingkan dengan peradilan konvensional yang banyak
terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan!.
Perhatian tentang yurisprudensi dikaitkan dengan kedudukan
MK bertambah menarik dan penting mengingat adanya
pandangan bahwa konsistensi norma hukum dalam sistem
hukum civil law, seperti pada umumnya dianut di Indonesia,
akan lebih terjaga dengan adanya suatu lembaga khusus seperti
MK yang kita kenal sekarang?!2!.

Sebagai suatu wujud penemuan hukum, dasar yang biasa
dijadikan rujukan bagi lahirnya yurisprudensi adalah Pasal 5
ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.” Maksud yang terkandung dari
pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan
rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berkaitan dengan asas
iura curia novit.122

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat merupakan
pembeda utama sifat putusannya dengan putusan badan
peradilan biasa (ordinary court) atau dengan putusan kasasi MA
(cassation court). Maknanya, putusan MK tidak membuka
adanya ruang upaya hukum lebih lanjut, berbeda dengan
putusan MA yang masih mungkin diajukan upaya hukum luar

120 Enrico Simanjuntak, Op.Cit.,85.

121 1.D.G Palguna, Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara
Lain, Konstitusi Press, 2018, 142-143.

122 Enrico Simanjuntak, Op.Cit., 90.
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123 |pbid., 97.
124 |bid.
125 |bid., 98.

biasa Peninjauan Kembali. Pada titik inilah, Enrico menekankan
bahwa ruang penemuan hukum, sekaligus upaya menjaga
kesatuan hukum bagi hakim MK dengan sendirinya secara
kualitatif akan lebih luas dibandingkan counterpart-nya di MA
dan peradilan biasa!?.

Enrico mengumpamakan kedudukan MK dalam sistem
hukum di Indonesia tidak ubahnya seperti Mahkamah Eropa,
European Court of Justice (ECJ), yang dalam menegakkan
hukum bersama ius commune, Mahkamah Eropa selain
berpedoman kepada hukum tertulis juga banyak berpatokan
kepada hukum tidak tertulis (principle) yang kemudian
dikodifikasikan. Sehingga, meskipun negara-negara di Eropa
menganut tradisi civil law, namun Mahkamah Eropa semakin
mengakui manfaat pembentukan kaedah hukum dari hukum
yurisprudensial (case-law)!24,

Kewenangan MK  khususnya dalam  pengujian
konstitusionalitas suatu undang- undang, dengan terobosan
putusan-putusan yang menyatakan norma hukum baru dalam
putusan maupun menyatakan konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) atau inkonstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional) suatu norma, merupakan
keistimewaan tersendiri dalam upaya menciptakan kaidah-
kaidah hukum baru atau norma-norma hukum baru. Dalam
kedudukan dan kondisi seperti ini, tugas dan fungsi MK untuk
menjaga konsistensi hukum agar sesuai dengan supremasi
konstitusi melalui praktik peradilan (case-law) yang memiliki
karakter yurisprudensial adalah sangat strategis dan penting,
bukan hanya bagi para pihak berperkara namun bagi
keberlangsungan tatanan sistem hukum di Indonesia'?.

Pada saat ini, yurisprudensi dianggap sebagai sumber
hukum yang semakin penting. Para hakim semakin dituntut
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dalam setiap putusannya untuk ikut memperhitungkan semua
perkembangan penting dalam masyarakat. Mereka harus
mampu menghadapi perubahan-perubahan kondisi sosial,
ekonomi, teknis, moral dan kondisi-kondisi lain. Undang-
undang modern tidak hanya membuat ketentuan-ketentuan
hukum yang seharusnya mengatur hubungan-hubunga yang
relatif mudah di antara para warga negara. Banyak undang-
undang modern yang mengarah pada sasaran-sasaran tertentu
dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan sosial, dIL
Kompleksitas hubungan-hubungan sosial dalam sebuah
masyarakat modern sudah meningkat secara fundamental.
Dalam bidang-bidang ini pengadilan-pengadilan harus
mengembangkan hukum mereka sendiri dan kadang-kadang
harus mengambil alih tugas-tugas yang semula harus diisi oleh
legislator?2e.

Berbijak pada semakin menguatnya kebutuhan hakim
untuk penemuan hukum dan perkembangan tradisi civil law
yang mengadopsi asas precedent, Enrico mengemukakan
argumentasinya bahwa tidak benar dengan dalih kebebasan
hakim, hakim di Indonesia menjadi bebas begitu saja untuk
tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum dalam putusan-
putusan sejenis dalam kasus in concreto, dan mendorong
penguatan kedudukan yurisprudensi setiap badan peradilan,
terutama putusan-putusan MK,

Adapun Oly Viana Agustine menguji keberlakuan
yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang
dalam putusan Mahkamah Konstitus melalui studi kasus.
Agustine melakukan penelusuran terhadap beberapa putusan
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang
menjadi yurisprudensi dan diikuti oleh putusan-putusan
setelahnya. Bahkan putusan tersebut menjadi syarat dalam
pengajuan pengujian undang- undang. Putusan tersebut yakni



putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- I11/2005 dan

putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait dengan adanya

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni
syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut,
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut
harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak
akan atau tidak lagi terjadi.

Selain yurisprudensi mengenai kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dalam pengujian undang-undang,
terdapat putusan mengenai tafsir hak menguasai negara yang
telah menjadi yurisprudensi. Sebagaimana diuraikan oleh
Ni'matul Huda sebagai berikut'?8: Beberapa putusan MK yang
menggunakan batu ujinya Pasal 33 UUD 1945 terkait hak
menguasai negara, misalnya:

1. Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 Pengujian UU

No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan (Unbundling dan

128 Ni’matul Huda, “Dinamika Mk Dalam Mengawal UUD 1945: Bagaimana MPR?”, Forum Group Discussion
(FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan Fakultas Hukum UGM dengan tema:
Penguatan Lembaga Demokrasi Di Indonesia: “Sinergi Kewenangan MPR dan MK Dalam Mengawal UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”, Yogyakarta, 8 Agustus 2025.
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Penguasaan Negara terhadap Cabang Produksi) bertanggal
15 Desember 2004

2. Putusan MK No. 002/PUU-1/2003 tentang Pengujian UU
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Privatisasi Migas), 21 Desember 2004.

3. Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-11/2004 dan
008/PUU-III/2005 bertanggal 19 Juli 2005 tentang Pengujian
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Penguasaan
Negara Atas Sumber Daya Air)

4. Putusan MK No. 21-22/PUU-V /2007 tentang Pengujian UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

5. Beberapa putusan MK yang menggunakan batu ujinya Pasal
33 UUD 1945 terkait hak menguasai negara, misalnya:

6. Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 Pengujian UU
No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan (Unbundling dan
Penguasaan Negara terhadap Cabang Produksi) bertanggal
15 Desember 2004

7. Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Privatisasi Migas), 21 Desember 2004.

8. Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-1I/2004 dan
008/PUU-III/2005 bertanggal 19 Juli 2005 tentang Pengujian
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Penguasaan
Negara Atas Sumber Daya Air)

9. Putusan MK No. 21-22/PUU-V /2007 tentang Pengujian UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain itu, yurisprudensi juga digunakan sebagai acuan
dalam putusan MK terkait kelembagaan KPK:

1. Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002: KPK merupakan organ
penting konstitusi (constitutional importance) fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.



2. Putusan MK No. 19/PUU-V /2007 tentang Pengujian UU
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: Persyaratan calon Ketua KPK

3. Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010 tentang tentang
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 : KPK merupakan lembaga
negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

4. Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No.
30 Tahun 2002 : KPK merupakan lembaga negara
independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara
lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan
kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan.

5. Putusan perkara no. 49/PUU-XI/2013 tentang pengujian
UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak
pidana korupsi: Pembentukan lembaga yang terkait dengan
fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai
landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

6. Putusan MK No. 36/PUU-XV /2017 tentang Pengujian UU
MD3: penggunaan hak angket terhadap KPK dimungkinkan
sepanjang tidak menyangkut fungsi penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan.

7. Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. kedudukan KPK berada di bawah
kekuasaan eksekutif dan peralihan status kepegawaian KPK
yang keduanya dianggap mengganggu independensi KPK
sebagai lembaga anti rasuah yang subjek pengawasannya
mencakup lembaga eksekutif.

Dari ketiga isu konstitusional tersebut, dapat dilihat bahwa
Mahkamah Konstitusi telah memberlakukan yurisprudensi dengan
mengikuti putusan sebelumnya yang telah ada dengan isu
konstitusional yang sama. Di dalam pertimbangan putusan, juga
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nampak bahwa Mahkamah Konstitusi merujuk putusan-putusan
terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
meyakini bahwa putusan yang terdahulu masih relevan dengan
permasalahan konstitusional saat ini, sehingga putusan tersebut
diikuti oleh majelis hakim dalam memutus perkara®.

Ini sejalan dengan temuan Aditya, pada Pengujian Undang-
Undang Penodaan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
MK mempertahankan ratio decidendynya terhadap
konstitusionalnya UU Pencegahan Penodaan Agama karena
meskipun MK sadar bahwa UU a quo banyak mengandung
kelemahan. Konsistensi standing MK terhadap UU Pencegahan
Penodaan Agama ini merupakan bentuk dari penerapan doktrin
preseden?30.

Namun, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang
bertentangan dengan putusan sebelumnya yang memuat norma atau
isu konstitusionalitas yang sama. Pada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PU-XIV /2016 terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Materiil Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?3!.

Kontradiksi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
003/PUU-1IV /2006 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
25/PU-XIV /2016, dapat dipahami karena terdapat permasalahan
dan perubahan secara sosiologis. Permasalahan sosiologis terjadi
karena masyarakat berkembang dan selalu mengalami perubahan,
yang mana membutuhkan kebutuhan hukum berbeda mengikuti
perkembangan yang ada di masyarakat. Dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, dirasa tidak memberikan

129 Oly Viana Agustine, Keberlakuan Yurisprudensi pd Kewenangan Pengujian UU dalam Putusan MK, Jurnal
Konstitusi Vol 15 No 3, 2018, 649.

130 Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang
Penodaan Agama, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

131 Oly Viana Agustine, Loc.Cit.
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kepastian hukum sehingga membuka ruang penyimpangan yang
dilakukan oleh apparat penegak hukum?32.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan dalam isu-isu yang
spesifik menunjukkan beberapa inkonsistensi MK dalam membuat
putusan, misalnya pada naskah sebagai berikut:

Taufik, mengevaluasi konsistensi putusan MK pada pengujian
beberapa UU terkait Kesehatan. Terdapat inkonsistensi antar
putusan MK, dan inkonsistensi tersebut juga terlihat dalam
penerapan asas atau prinsip yang berbeda meskipun masih dalam
konteks pengaturan yang sama, yaitu perlindungan Kesehatan!3.

Aji, mengevaluasi putusan MK terkait pencalonan presiden dan
wapres, menemukan inkosistensi Mahkamah Konstitusi terhadap
kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan
kebijakan hukum terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan
Mahkamah Konstitusi’®. Kelilauw dan Firmantoro, melakukan
evaluasi terhadap pengujian undang-undang tentang pemilu dan
menemukan inkonsistensi dalam proses penilaian kasus!3®.

Dalam beberapa kasus seperti pengujian presidential threshold,
MK pernah mengubah posisi hukumnya, yang menjadi contoh
bagaimana reinterpretasi dilakukan berdasarkan dinamika sosial-
politik dan perubahan nilai-nilai konstitusional'®. Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 vyang
membatalkan keberlakuan norma mengenai ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa MK
‘berbalik arah’ dalam memutus perkara pengujian Pasal 222 UU

132 | bid.

133 Taufik, Konsistensi Putusan MK dalam Pengujian Beberapa UU terkait Kesehatan, Jurnal Konstitusi, Vol 16 No
4,2019.

134 Aji, Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor
90/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020., Jurnal Soedirman Law Review Vol. 5 Issue 4,
November 2023

135 Kelilauw dan Firmantoro, Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No0.90/PUU-
XX1/2023, JIHHP, Vol. 3, No. 2, Januari 2024.

136 lwan Satriawan, “Rekonstruksi Kelembagaan Negara: Catatan Diskusi”, Forum Group Discussion (FGD) yang
diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR Rl dengan Fakultas Hukum UGM dengan tema: Penguatan
Lembaga Demokrasi Di Indonesia: “Sinergi Kewenangan MPR dan MK Dalam Mengawal UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”, Yogyakarta, 8 Agustus 2025.
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Pemilu tersebut. Padahal 33 perkara sebelumnya harus kandas
berujung dengan putusan ditolak ataupun tidak dapat diterima.13”
Tadinya, yang boleh mengusung pasangan calon presiden dan
wakil presiden hanya partai politik yang memiliki 20 persen dari
jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu
DPR sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum perkara-perkara
sebelumnya, MK berpendapat ketentuan mengenai ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan
hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy)3.
Putusan MK yang menghapus presidential threshold tersebut
diapresiasi telah memberikan dampak positif. Putusn tersebut
dihasilkan dari pencermatan MK terhadap dinamika dan kebutuhan
penyelenggara negara saat ini. Dengan demikian mahkamah
menyatakan saat ini waktu yang tepat bagi lembaga yang disebut
sebagai pengawal konstitusi itu untuk bergeser dari pendirian
sebelumnya!®. Mahkamah juga melihat tren membatasi jumlah
pasangan calon yang menyebabkan masyarakat sebagai pemilih
dihadapkan oleh pilihan yang terbatas. Karena terbatasnya jumlah
calon membuka potensi besar terjadi polarisasi di masyarakat.
Persoalan itu yang membuat mahkamah berkesimpulan presidential
threshold sebagai open legal policy bertentangan dengan moralitas,
rasionalitas, dan memuat ketidakadilan yang intolerable!4.
Agustine menekankan bahwa penyimpangan yurisprudensi
putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami berdasarkan praktik
judicial independence dan judicial accountability dimana hakim

137 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Alasan MK “Berbalik Arah” dalam Memutus ‘Presidential
Threshold’”, https://www.mkri.id/berita/alasan-mk-“berbalik-arah”-dalam-memutus-‘presidential-threshold’-
23081, diakses pada 27 Agustus 2025

138 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Alasan MK “Berbalik Arah” dalam Memutus ‘Presidential
Threshold’”, https://www.mkri.id/berita/alasan-mk-“berbalik-arah”-dalam-memutus-‘presidential-threshold’-
23081, diakses pada 27 Agustus 2025

139 Hukumonline, “MK Hapus Presidential Threshold, Kado Terbaik Awal Tahun Bagi Penguatan Demokrasi”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-presidential-threshold--kado-terbaik-awal-tahun-bagi-

penguatan-demokrasi-It677799be67d93/, diakses pada 27 Agustus 2025.

140 Hukumonline, “MK Hapus Presidential Threshold, Kado Terbaik Awal Tahun Bagi Penguatan Demokrasi”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-presidential-threshold--kado-terbaik-awal-tahun-bagi-

penguatan-demokrasi-It677799be67d93/, diakses pada 27 Agustus 2025.
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memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara

pengujian undang-undang dengan dapat

mempertanggungjawabkan putusannya kepada publik dan konsepsi
living constitution yang menggambarkan konstitusionalitas norma
bersifat dinamis dan tidak kaku4.

Setidaknya, kebebasan hakim mengandung 4 (empat) makna
sebagai berikut!42:

a. Tidak terpengaruh oleh pihak-pihak berperkara baik pihak
meteriil maupun pihak formil,

b. Tidak terpengaruh oleh tekanan, paksaan direktiva atau
rekomendasi pihak ekstra judicial dari siapapun dan dari badan
apapun,

c. Bebas dan berani berinisiatif dan berimprofisasi dalam tugas
pemeriksaan dan mengadili suatu perkara demi pengembangan
hukum itu sendiri, demi keadilan dan kebenaran, demi
pembangunan dan demi eksistensi negara dan bangsa yang
merdeka dan berdaulat,

d. Kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha
Esa, negara dan bangsa, masyarakat, nama baik korp dan diri
sendiri.

Menurut Yahya Harahap jangkauan otonomi kebebasan hakim
dalam menyelenggarakan fungsi peradilan tersebut meliputi lima
hal, yaitu#:

a. Menafsir peraturan perundang-undangan,

b. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum,

c. Mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan
perundang-undangan,

d. Melakukan contra legem apabila ketentuan suatu pasal
perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan
umum,

e. Bebas mengikuti yurisprudensi.

141 Oly Viana Agustine, Op.Cit., 652-653.

142 Mahkamah Agung R, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 2006, h. 150

143 M.Yahya Harahap, ”"Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum Sangan Penting Pada Era Globalisasi”,
Pustaka Peradilan, 1995, h. 87.
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Akar dari konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah
doktrin pemisahan kekuasaan yang ide pertama kali dikemukakan
oleh Aristoteles dalam Politica dan memperoleh formulasi
sempurnanya oleh Monstesquieu yang menyatakan:

“Again, there is not liberty, if the judiciary power be not separated from
the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and
liberty of the subject would be exposed to albitary control; for the judge
would be then the legislator. Were it joined to executive powers, then judge
might behave with violence and oppression.”

Oleh karena itu, harus ada pemisahan yang tegas antara tiga
kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif agar tidak
menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Guna mewujudkan
sebuah negara hukum, kekuasaan yudikatif yang merdeka
merupakan suatu conditio sine quanon demi terjaminnya kebebasan
dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negaral#.

Franken sebagaimana dikutip oleh Firman Floranta Adonara
menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat
dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu4:

a. Independensi Konstitusional (Constittionele

Onafhankelijkheid);

Independensi Konstitusional (Constittionele Onafhankelijkheid)

adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias

Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut

Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen

dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari

pengaruh politik.

144 Oly Viana Agustine, Op.Cit., 654.

145 H. Franken, “Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke” Gouda Quhnt, 1997, 9-10,
dalam Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, 224.
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Independensi ~ Fungsional  (Zakelijke = of  Fuctionele
Onafhankelijkheid);

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan
harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti
bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk
menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak
memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun
hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-
undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.
Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai
pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan
suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial
juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga
kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan
perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan
keadilan atau konstitusi.

Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of
Rechtspositionele Onathankelijkheid);
Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of

Rechtspositionele =~ Onafhankelijkheid) adalah mengenai
kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan
suatu sengketa.

Independensi Praktis yang Nyata (Praktische of Feitelijke
Onafhankelijkheid). Independensi Praktis yang nyata
(Praktische  of  Feitelijke = Onafthankelijkheid) adalah
independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim
harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang
dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh
dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil
begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan.
Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam
masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis
dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus
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mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-
norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Oemar Seno Adjie, independensi kekuasaan
kehakiman mempunyai 2 (dua) aspek, yaitul4s:

a. Dalam arti sempit independensi kekuasaan kehakiman berarti
independensi institusional atau dalam arti lain disebut
independensi struktural atau independensi eksternal atau
independensi kolektif;

b. Dalam arti luas, independensi kekuasaan kehakiman meliputi
juga independensi individual atau independensi internal atau
independensi  fungsional atau independensi normatif.
Pengertian independensi personal dapat dilihat juga dari 2
sudut pandang vyaitu: independensi personal, yaitu
independensi seorang hakim terhadap pengarus sesame hakim
atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi
hakim terhadap kekuasaan mana pun, baik ketika memutuskan
suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan
kedudukannya sebagai hakim.

Agustine mengemukakan bahwa dari konsep independensi
peradilan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan
hakim (independence of judiciary) harus diimbangi dengan
pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability). Dalam
kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban
peradilan (judicial accountability) termasuk di dalamnya integrity
dan transparency, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan
harmonisasi antara tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan
tanggung jawab kemasyarakatan (social responsibility)4”.

Agustine pun menekankan, dengan meminjam pemikiran
Miriam Budiarto, bahwa bagaimanapun kebebasan hakim tidak
bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari
unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang

146 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1987, 252-253.
147 Oly Viana Agustine, Op.Cit., 657.
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mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada
kesewenang- wenangan!#s. Oleh karena itu, kebebasan hakim
(independency of judiciary) haruslah diimbangi dengan
pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (judicial accountability).
Adapun bentuk pembatasan kebebasan hakim dalam memutus
perkara antara lain!4:
a. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum;
Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan secara tegas
ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara
konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu
tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas legalitas
menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang
dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang
didakwakan kepadanya, telah ada sebelumnya suatu ketentuan
perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut
sebagai perbuatan yang dilarang. Segala putusan hakim atau
putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasar dari putusan tersebut, juga harus memuat pasal-
pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau
sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
b. Hakim memutus untuk keadilan
Untuk mewujudkan keadilan, hakim dimungkinkan untuk
menafsirkan, melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak
menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang
berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang
berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi
terwujudnya putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi,
tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut
semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat
dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah
menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan

148 Miriam Budiarto, Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa, Sinar Harapan, 1991, 1, dalam Oly Viana
Agustine, Op.Cit., 658.
149 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Ull Press, 2007, 112.
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keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan demikian, yurisprudensi merupakan sumber hukum
yang dapat dijadikan rujukan dalam memutus suatu perkara
pengujian undang-undang namun tidak mengikat hakim untuk
menyimpanginya berdasarkan alasan yang logis sesuai dengan
prinsip judiciary independence, dan judiciary accountability, serta
konsep the living constitution?*.

Selain itu, diksusi ini tidak dapat dilepaskan dari praktik
overruling di Mahkamah Konstitusi, yaitu saat mahkamah
mengeluarkan pendapat pengadilan yang baru, menggantikan
pendapat pengadilan sebelumnya. Putusan terkait presidentian
threshold sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diklasifikasikan
sebagai salah satu contoh overruling!sl. Beberapa penelitian juga
telah menunjukkan praktik overruling di Mahkamah Konstitusi, di
antaranya putusan Mahkamah Konstitusi terait dengan kedudukan
pilkada dan kelembagaan untuk menyelesaikan perselisihan hasil
pilkada yang selalu berubah-ubah antara menilai kedudukan kedua
substansi tersebut diantara rezim Pemilu dan rezim Pemerintahan
Daerah!2, kemudian juga andanya putusan Mahkamah yang
menempatkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif berbeda
dengan beberapa putusan sebelumnhya yang menempatkan KPK
sebagai lembaga negara independen yang berada di ranah
yudisial®3.

150 Oly Viana Agustine, Loc. Cit.

151 Konstitusi, “  Presidential  Threshold Inkonstitutional”, Nomor 217, Maret 2025,
https://s.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah 246 10.%20Edisi%20MARET%20
2025%20%20Inter.pdf, diakses 27 Agustus 2025.

152 Arbi Mahmuda Harahap, Yance Arizona, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengesampingkan Putusan
Terdahulu Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kedudukan
Pilkada dan Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada)”, Tesis, Magister lImu Hukum, Universitas
Gadjah Mada, 2024.

153 Raihan Fudloli, “Landasan Praktik Overruling Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Terkait Status Komisi Pemberantasan Korupsi”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022.
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Dalam tradisi civil law, badan yudisial lebih bebas untuk
melakukan overruling jika dibandingkan denga common law,
karena tidak menganut asas preseden. Meskipun demikian, dalam
ranah interpretasi konstitusi oleh bada yudisial melalui ajudikasi
konstitusional, dalam praktik common law pun tidak tertutup
kemungkinan untuk melakukan overruling!®. Umbu Wauta dkk
menyatakan bahwa, overruling dapat dijustifikasi berdasarkan asas
supremasi konstitusi dengan rasionalisasi atau penjelasan bahwa,
preseden tidak di atas undang-undang dasar. Untuk menghindari
kesalahan interpretasi yudisial yang implikasinya adalah praktik
perubahan konstitusi yanhg inkonstitusional maka supremasi
konstitusi adalah justifikasi untuk praktik overruling?s.

Wauta dkk menekankan bahwa praktik overruling dapat
terlegitimasi dengan syarat memenuhi aspek legal, aspek
sosiological, dan aspek moral. Pertama, legitimasi legal tampak dari
adanya perintah dan kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi agar
melakukan interpretasi konstitusi secara benar, sebagaimana dapat
ditelusuri dari beberapa norma pada tataran konstitusi (formal),
yaitu Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan undang-
undang terkait kekuasaan kehakiman dan mahkamah konstitusi,
yaitu UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, dan
Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-
undang?56.

Kedua, legitimasi sosiological tampak dari tingkat penerimaan
masyarakat terhadap praktik overruling dengan menggunakan
pendekatan rasional, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada
public reasons yang didasari oleh aspirasi masyarakat yang
cenderung mengejar kebenaran. Tingkat penerimaan masyarakat
tampak sejak proses constitution-making UUD NRI Tahun 1945,
yaitu ketika muncul gagasan pembentukan Lembaga ajudikasi

154 Umbu Wauta, Indriani Wauran, Ninon Melatyugra, “Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi”,
Laporan Penelitian, Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga, 2018, him. 68.

51bid.

156 |bid., him 165.
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konstitusi. Ketika Lembaga ajudikasi konstitusi telah terbentuk,
tingkat penerimaan masyarakat tampak ketika masyarakat selalu
mencari kebenaran konstitusi melalui permohonan pengujian
undang-undang ke Mahkamah Konstitusi ~ maupun Kketika
masyarakat mematuhi putusan overruling yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi, dengan asumsi putusan tersebut adalah hasil
interpretasi  konstitusi sebagai upaya mencari kebenaran
konstitusil¥’.

Ketiga, legitimasi moral tampak ketika badan yudisial
(Mahkamah  Konstitusi) melakukan penafsiran konstitusi
dilatarbelakangi motivasi dan tujuan untuk menghasilkan
interpretasi konstitusi yang benar, yaitu interpretasi yang sesuai
dengan hakikat dan tujuan Lembaga yudisial itu sendiri dalam
rangka menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, a fortioro,
agar praktik overruling dapat terlegitimasi secara moral, maka
praktik overruling tersebut, dalam kerangka ajudikasi konstitusi
Mahkamah Konstitusi, harus dijustifikasi sebagai upaya untuk
mewujudkan hukum dan keadilan'ss.

Wauta dkk melakukan evaluasi praktik overruling berdasarkan
beberapa aspek di atas, yaitu pada kasus sebagai berikut:
penyelenggaraan pemilu serentak atau terpisah; hak mantan
terpidana menduduki jabatan public; hak menguasai negara; hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; kasus
terkait status KPK sebagaimana juga telah menjadi temuan
penelitian yang dijelaskan sebelumnya; dan hak katas kepastian
hukum dalam pemaknaan frasa “dapat merugikan negara”. Dari 6
kasus yang dievaluasi, terdapat 4 4 kasus yang dapat disjutifikasi
sebagai praktik overruling yang terlegitimasi karena dinilai sudah
benar dalam melakukan interpretasi konstitusi, yaitu pada kasus
penyelenggaraan pemilu serentak atau terpisah; hak mantan
terpidana menduduki jabatan public; hak menguasai negara; dan
kasus terkait status KPK. Sementara 2 kasus lainnya, yaitu hak untuk



tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan hak katas
kepastian hukum dalam pemaknaan frasa “dapat merugikan
negara” sekalipun hasil putusannya benar, namun kebenaran
tersebut tidak dihasilkan melalui ratio decidendi yang tepat. Dengan
kata lain, interpretasi konstitusinya tidak menggunakan metode
yang tepat dalam pencarian kebenaran interpretasi konstitusi'>.

Berdasarkan diskusi di atas, yurisprudensi memiliki arti yang
penting dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam
pembuatan putusan Mahkamah Konstitusi, selain putusan itu
haruslah konstitusional (tidak boleh menyimpang dengan maksud
dan tujuan norma dalam konstitusi), sesuai dengan tujuan negara
atau cita-cita kemerdekaan dan dasar falsafah bernegara seperti yang
tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, mengandung nilai
keadilan, kepastian dan kemanfaatan, putusan diambil melalui
proses mupakat atau voting (demokrasi pancasila), dapat
dilaksanakan dan diambil berdasarkan prosedur yang benar sesuai
ketentuan!®®. Namun demikian, yurisprudensi tidak bersifat
mengikat dan konsistensi putusan bukanlah tujuan, mengingat
kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi terkadang bersifat
sangat particular dan tidak selalu identic satu sama lain meskipun
terlihat ada kemiripan konteks pada permukaannya. Adapun
konsistensi putusan dapat dicapai pada kasus yang cenderung
identic.

Untuk menjamin kepastian hukum, penting untuk
menghasilkan putusan dari suatu proses yang akuntabel. Adapun
putusan yang berkualitas harus dikembalikan pada ratio decidendi
yang memuat “dasar-dasar hukum” sebagai landasan pertimbangan
hukum yang aktual dan rasional, di samping obiter dicta selaku

%9 |bid.
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Galang Asmara, “Landasan Hukum Dan Konstitusi Dalam  Memberikan  Putusan”,

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_305 9.%20Materi%20Prof.%20Galang%20(LANDASAN%20HUKUM%20

DAN%20KONSTITUSI%20DALAM%20MEMBERIKAN%20PUTUSAN).pdf, diakses tanggal 27 Agustus 2025.
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161

pertimbangan pelengkap?¢’. Untuk menjamin akuntabilitas proses
pembentukan putusan tersebut, diperlukan adanya suatu pedoman
yang mengatur tata cara pelaksanaan rapat permusyawatan hakim
secara khusus. Melalui pedoman tersebut, hakim didorong untuk
mempersiapkan pendapat hukumnya masing-masing terkait kasus
yang ditangani untuk didiskusikan secara mendalam pada RPH,
dan menjadi dasar dalam perumusan ratio decidendi serta
pengambilan putusan.

Pedoman tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK), sesuai dengan kewenangan MK untuk
melengkapi hukum acara menurut UU MK. Lebih tegasnya dapat
dilihat dalam Pasal 86 UU MK sebagai berikut: “Mahkamah
Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-
Undang ini.” Pengaturan hukum acara MK dalam PMK sudah tepat.
Untuk menjamin independensi dan imparsialitas MK dalam
mengadili, tidaklah tepat apabila hukum acara MK diatur dalam UU.
Pemberian kewenangan kpd legislative untuk membentuk hukum
acara MK hanya akan melemahkan MK dan menjadikan MK di
bawah kendali legislative.

MPR dan MK: Sinergitas kewenangan dan pertimbangan
preventif konstitusional

a)  Menempatkan sinergitas kewenangan antara MPR dan MK
dalam UUD NRI 1945

Lembaga negara didefinisikan secara beragam oleh para ahli
sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra dalam bukunya Lembaga
Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitutional,
Aalt Willem Heringa misalnya menjelaskan institutional law

Moh. Askin, “Putusan Cepat dan Berkualitas”,

https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah MA Edisi6/majalah/assets/basic-

html/page60.html, diakses 27 Agustus 2025.
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determines the way a state and its institutions function.’e2 senada dengan
Heringa ECS Wade dan Godfrey Phillips menyatakan institutional
law sebagai rules that requlate the structure of the primary organs of a
government as well as determine their functions.163 Beberapa ahli hukum
tata negara Indonesia seperti Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,
Bagir Manan, Harun Alrasyid dan Sri soemantri juga mencoba untuk
mendefinisikan lembaga negara. Bagi Kusnardi dan Ibrahim hukum
tata negara juga meliputi organisasi negara dan hubungan baik
vertikal maupun horisontal antar alat perlengkapan negara.'¢* Bagir
Manan menggunakan terma kelembagaan ketatanegaraan yang
didefinisikan sebagai alat-alat perlengkapan negara sebagai unsur
penyelenggara organisasi negara yang bertindak untuk dn atas
nama negara.!®> Harun Alrasid menyebut negara merupakan
organisasi yang terdiri dari jabatan-jabatan, dan jabatan adalah
tetap, seangkan pemangkunya berganti-ganti. Hanya saja tugas dan
wewenang jabatan tersebut tidak hilang bersamaan dengan
bergantinya pemangku jabatan, akan tetapi tetap melekat pada
jabatan.166

Secara konsep, keberadaan lembaga negara seperti MPR dan
MK dapat dipahami sebagai ejawantah dari konsep separation of
powers yang menghendaki adanya pemisahan antara kekuasaan
pembentuk undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang
(eksekutif), dan pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Separation of powers dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penumpukan kekuasaan ke dalam satu cabang kekuasaan negara.
Penumpukan kekuasaan memungkinkan kekuasaan absolut dan
berpotensi memperbesar kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

162 g1 di Isra, Lembaga negara: konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional, Ed. 1, ed. Embun Tiur
(Depok: Rajawali Pers, 2020), 1.

163 sra, 2.

164 Isra, 2.

165 Isra, 2.

166 |sra, 5.
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MPR dan MK didesain secara terpisah juga karena keduanya
menjalankan kekuasaan yang berbeda sehingga division of labours
menjadikannya lebih fokus dan efektif dalam menjalankan
kewenangan konstitusionalnya.

Keberadaan MPR dan MK juga bisa dimaknai sebagai bagian
penting dari check and balances mechanism dimana terdapat hubungan
saling awas dan saling imbang antar lembaga negara. Mekanisme
saling awas dan imbang ini penting dalam rangka memastikan
bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya secara
baik dan tidak melampaui kewenangannya. Dengan adanya check
and balances ini maka ada kontrol dari lembaga lain yang bisa
dilakukan mana kala lembaga yang lainnya menjalankan
kewenangan konstitusionalnya. Pelaksanaan kewenangan yang
berlebihan atau melampaui kewenangan konstitusionalnya dapat
dicegah atau ditanggulangi melalui mekanisme ini. Harapannya,
dengan diterapkannya check and balances mechanism ada ruang bagi
lembaga lain untuk mengontrol jika satu lembaga negara
menggunakan kewenangan secara berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, MPR dan MK secara kelembagaan
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari
Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang MD3, Undang-
Undang MK, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks UUD,
beberapa pasal mendiskripsikan hal ikhwal berkaitan dengan MPR
termasuk komposisi, cara pengisian sampai dengan berbagai
kewenangan yang dimiliki. Bab II Pasal 2 and 3 menjelaskan
mengenai komposisi MPR dan kewenangan MPR.1¢7 Selanjutnya

167 pasal 2
“(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.”
Pasal 3
“(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
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sebagai lembaga negara MPR memiliki beberapa kewenangan
penting diantaranya mengubah dan menetapkan UUD1¢, memilih
presiden dan atau waktu presiden dalam keadaan tertentu!®® dan
memberikan kata akhir dalam pemakzulan Presiden dan atau Wakil
Presiden.170

Di sisi lain, UUDNRI khususnya Pasal 24 C mengatur
kewenangan MK, kewajiban MK, komposisi hakim MK, dan
persyaratan untuk dapat menjadi hakim MK. MK memiliki empat

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”
168 pasal 37 UUDNRI 1945
“(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

169 pasal 8 ayat (2), (3) UUDNRI 1945
“(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari,
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon
yang diusulkan oleh Presiden.
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya
tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

170 pasal 7 B ayat (6) dan (7) UUDNRI 1945

“(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari
sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah
anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,
setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
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kewenangan'”! dan satu kewajiban.172 Berbeda dengan peradilan di
lingkungan MA yang memiliki pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi di daerah, MK hanya satu di Indonesia yang hakimnya
berjumlah 9. Dari 9 Hakim Konstitusi 3 hakim diajukan oleh
Presiden, 3 hakim berikutnya diajukan oleh DPR dan 3 hakim
terakhir diajukan oleh MA.172 UUDNRI 1945 sudah mengatur
keanggotaan dan kewenangan MPR dan MK, yang membedakan
adalah jumlah anggota MPR tidak diatur secara rigid dalam UUD
sedangkan hakim MK oleh konstitusi sudah diatur secara pasti 9
orang.

Dalam UUD, persinggungan antara MPR dan MK terdapat
dalam Pasal 7B'7* dimana MK memberikan pendapat hukum atas

171 pasal 24 C ayat (1)
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

172 pasal 24 C ayat (2)
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

173 pasal 24 ayat (3)
“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,
yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
dan tiga orang oleh Presiden.”

174 pasal 7B
“(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
kepadaMajelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
(2)Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan
dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan
Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(5)Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
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dakwaan DPR terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau
Wapres dalam masa jabatannya. Pendapat MK tersebut akan
berlanjut ke MPR yang pada gilirannya akan memberikan kata akhir
apakah Presiden dan atau Wapres diberhentikan dalam masa
jabatannya atau tidak. Pasal 7B telah memberikan pengaturan yang
cukup memadai mengenai mekanisme impeachment sehingga
pengaturan yang detail mengenai hal tersebut tidak urgen untuk
dilakukan. Apalagi dalam derajat tertentu teknikalitas terkait
dengan impeachment telah diatur dalam undang-undang MK dan UU
MD3.

Yang lebih penting adalah bagaimana mekanisme impeachment
tersebut diterjemahkan oleh masing-masing lembaga yang terlibat
dalam proses pemakzulan. Artinya mekanisme internal masing-
masing lembaga negara perlu diperjelas. Bagaimana DPR, MK dan
MPR menjalankan perannya masing-masing ketika menjalankan
kewenangan konstitusional dalam proses impeachment.

Selain Pasal 7 B, keterkaitan MPR dan MK dapat dilihat dari
Pasal 3, 24 C dan 37 UUDNRI 1945. MPR, menurut Pasal 3 dan 37,
berwenang menetapkan dan mengubah UUD. MK, berdasarkan
Pasal 24 C, menggunakan UUD sebagai batu uji dalam menguji
konstitusionalitas UU terhadap UUD. Dalam melakukan pengujian
UU terhadap UUD ada kalanya ketika UUD tidak memberikan
penjelasan yang memadai MK melengkapi dengan memberikan

berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan
sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

(6)Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima
usul tersebut.

(7)Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
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penjelasan maksud dari Pasal UUD. Hal ini bisa dilihat misalnya MK
memberikan tafsir Pasal 33 tentang Hak Menguasai Negara.
Kedepan tafsir MK atas Pasal dalam UUD perlu diperhatikan dan
dijadikan referensi ketika MPR hendak mengubah Pasal dalam
UUD. Dalam proses menetapkan dan mengubah UUD, MPR
bersidang yang hasil akhirnya adalah penetapan dan perubahan
UUD. Terdapat setidaknya 2 dokumen penting dalam proses
penetapan dan perubahan UUD yaitu Pasal hasil perubahan UUD
dan risalah sidang MPR ketika proses perubahan UUD tersebut
dilakukan. Pasal hasil perubahan UUD merupakan produk akhir
kerja MPR dalam mengubah UUD yang merupakan peraturan
perundang-undangan tertinggi yang mengikat seluruh warga
negara dan lembaga negara. Sedangkan risalah sidang merupakan
dokumen yang mendokumentasikan proses, perdebatan pada saat
perubahan UUD tersebut dilakukan. Risalah sidang merupakan
rujukan penting untuk memahami latar belakang, maksud awal
(original intent), perdebatan dan proses perubahan UUD. Untuk
memahami makna yang sesungguhnya atas pasal baru dalam UUD
selain pemahaman yang baik atas teks UUDnya, perlu didampingi
dengan risalah sidang yang merangkum berbagai perdebatan yang
terjadi selama proses perubahan. Risalah sidang memberikan
banyak informasi termasuk latar belakang mengapa pasal tertentu
perlu diubah, original intent MPR ketika mengubah Pasal UUD
maupun perdebatan yang terjadi selama proses berlangsung.
Risalah  sidang  bukanlah  peraturan-perundang-undangan
sebagaimana UUD namun ia adalah dokumen yang membantu
dalam menjelaskan latar belakang, proses dan maksud MPR dalam
mengubah UUD. Dalam menilai konstitusionalitas UU terhadap
UUD, tidak jarang MK mempelajari risalah sidang
pembentukan/perubahan UUD guna memahami maksud
pembentuk/pengubah UUD tersebut. Hal demikian penting untuk
memperkaya perspektif hakim dalam memutus agar tidak hanya



terpaku dengan teks UUD yang mungkin tidak sepenuhnya dapat
menggambarkan maksud awal dari pembentuknya.

Dalam pengujian UU terhadap UUD, MK menggunakan UUD
sebagai batu uji. Artinya MK menafsir ketentuan UU terhadap
ketentuan dalam UUD untuk menentukan apakah UU selaras atau
tidak terhadap UUD. Ada kalanya MK menggunakan ketentuan
UUD sebagaimana tertulis dalam teks tanpa melakukan interpretasi.
Hal ini biasanya dilakukan apabila teks Konstitusi jelas dan tegas
dalam mengatur. Namun demikian ada kalanya MK perlu
melakukan penafsiran lebih lanjut karena konstitusi tidak
menjelaskan secara elaboratif sehingga sulit untuk menerapkan
ketentuan UUD tersebut dalam perkara judicial review. Penafsiran
MK atas “hak menguasai negara” dalam Pasal 33 yang
diterjemahkan dalam 5 aktifitas; “sebuah komisi pemilihan umum”
dalam Pasal 22E yang ditafsirkan sebagai penyelenggara pemilu
yang meliputi KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan dua contoh
dimana MK menafsir ketentuan UUD.

Dari uraian di atas didapati fakta bahwa MPR dan MK dalam
derajat tertentu memiliki kesamaan yaitu melakukan penafsiran
terhadap UUD. Ketika mengubah UUD, MPR melakukan
penafsiran dalam prosesnya. Hal ini dapat dilihat dalam risalah
sidang MPR utamanya perdebatan ketika MPR merumuskan pasal
dalam UUD. Bagaimana kedudukan risalah sidang MK ketika
mengubah UUD? risalah sidang bukanlah UUD atau peraturan
perundang-undangan. la adalah dokumentasi proses perubahan
UUD yang berisi perdebatan selama proses perubahan UUD
berlangsung. Risalah sidang merupakan pendamping dokumen
perubahan UUD untuk memahami latar belakang maupun original
intents anggota MPR ketika memformulasikan pasal dalam UUD.
Saat pasal UUD tidak cukup memberikan informasi atas sesuatu hal,
risalah sidang seringkali menjadi dokumen yang dirujuk untuk
memahami asal mula pemikiran munculnya pasal UUD tersebut.
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Jika demikian apa yang menjadi kewenangan konstitusional antara
MPR dan MK sudah diatur dalam UUD, UU MK dan UU MD3. Jika
hendak diatur secara khusus mengenai pola hubungan MPR dan
MK maka sejatinya tidak ada hubungan langsung antara keduanya
sebagaimana hubungan antara Presiden dan DPR dalam hal
persetujuan Bersama dalam pembentukan UU. Pengaturan dalam
masing-masing UU Organik sudah cukup untuk menjelaskan
bagaimana pola hubungan antara MPR dan MK.

Keterkaitan MK dan MPR juga terlihat dalam hal MK
menjalankan kewenangan konstitusional lainnya yaitu dalam
memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dalam
hal ini MK sebagai pemutus sengketa sedangkan MPR sebagai
lembaga negara berpotensi menjadi pihak yang bersengketa dengan
lembaga negara lain yang disebut dalam UUD berkaitan dengan
pelaksanaan kewenangan konstitusional yang berhimpit sehingga
dapat menimbulkan sengketa kewenangan. Dalam banyak hal
MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara mandiri
baik dalam hal mengubah dan menetapkan UUD maupun dalam
memilih presiden dan wakil presiden dalam kondisi tertentu.

Kemungkinan memberikan pertimbangan preventif konstitusional
MPR dan MK dalam pembahasan rancangan undang-undang DPR
dan Pemerintah

Gagasan kemungkinan keterlibatan MPR dan MK dalam
memberikan  pertimbangan preventif konstitusional pada
pembahasan rancangan undang-undang DPR dan Pemerintah
mengundang perdebatan akademik. Di satu sisi, pertimbangan
konstitusional preventif oleh MPR dan MK penting untuk
memastikan RUU yang hendak diundangkan telah terkonfirmasi
validitas dan konstitusionalitasnya melalui pertimbangan
konstitusional MK atau MPR. Disisi lain, terlibatnya MPR dan MK
dalam memberikan pertimbangan preventif konstitusional dalam



pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
maupun DPD berpotensi melanggar prinsip-prinsip penting dalam
hukum tata negara seperti prinsip pemisahan kekuasaan (separation
of powers), mekanisme saling awas dan saling imbang (check and
balances), kekuasaan kehakiman yang berlebihan (judicial overreach),
politisasi kekuasaan kehakiman (politization of the judiciary).

Terkait dengan keterlibatan kekuasaan kehakiman dalam
memberikan pertimbangan preventif konstitusional, dalam praktik
ketatanegaraan di dunia dikenal istilah judicial review dan judicial
preview. Kedua istilah ini merujuk pada kewenangan menilai
konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang dilakukan
oleh pemegang kekuasaan kehakiman. Yang membedakan adalah
waktu kapan pengujian tersebut dilakukan. Judicial review
pengujian UU terhadap UUD yang dilakukan setelah proses
pembentukan UU tersebut telah sepenuhnya selesai dan UU telah
diundangkan dan berlaku. Sebaliknya, Judicial preview  aktifitas
penilaian UU dilakukan pemegang kekuasaan kehakiman diujung
proses pembentukan UU sebelum UU tersebut secara formal
diundangkan. Dalam praktik terdapat pula pendekatan yang
menggabungkan antara kedua pengujian di atas.

Ada banyak negara mengadopsi judicial review tiga
diantaranya adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia.
Dalam judicial review maka proses pengujian undang-undang oleh
lembaga yudisial tidak dilakukan pada saat proses pembentukan
undang-undang tersebut berlangsung. Proses pembentukan
undang-undang menjadi domain pembentuk undang-undang
sepenuhnya. Proses legislasi sepenuhnya mengikuti aturan
pembentukan undang-undang yang ada dalam lembaga legislative.
Biasanya proses pembentukan undang-undang dibagi ke dalam
tahapan-tahapan. Untuk Indonesia terdapat 5 tahapan
pembentukan undang-undang dimulai dari perencanaan,
penyusunan,  pembahasan, penetapan sampai dengan
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pengundangan. Kelima tahapan ini dilakukan secara bertahap,
berurutan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima
tahapan ini sepenuhnya dikelola dan merupakan domain dari
pembentuk undang-undang. Selain itu, penentuan materi muatan
yang ada diatur dalam undang-undang tersebut juga menjadi
domain dari pembentuk undang-undang tentu dengan catatan
tidak boleh bertentangan dengan UUD. Pemegang kekuasaan
kehakiman baru dapat menggunakan kewenangannya untuk
melakukan pengujian yudisial ketika rancangan undang-undang
tersebut telah diundangkan menjadi undang-undang dan berlaku
untuk umum. Penilaian konstitusional dalam judicial review tidak
hanya melulu berkaitan dengan keselarasan norma undang-undang
dan norma Undang Undang Dasar namun juga
mempertimbangkan adanya hak konstitusional pihak-pihak yang
berpotensi terdampak oleh kehadiran undang-undang tersebut.
Kehadiran pihak yang berpotensi terdampak tersebut sangat
penting karena bisa jadi ketika RUU tersebut dibahas dampak
tersebut belum terlihat atau belum dapat dideteksi. Dengan
pengujian pasca undang-undang berlaku maka sangat mungkin
proses pembentukan UU yang dirasa telah memenuhi aturan
berpotensi bermasalah karena ada kemungkinan warga negara
terlanggar hak konstitusionalnya ketika dia diberlakukan. Tujuan
dari judicial review adalah untuk memastikan bahwa UU produk
dari lembaga demokrasi sejalan selara dan tidak bertentangan
dengan UUD.

Terdapat kritik terkait dengan kewenangan lembaga
pengadilan untuk menilai konstitusionalitas UU. Kritik pertama
terkait dengan legitimasi demokrasi. Bagaimana mungkin UU yang
dihasilkan oleh lembaga demokrasi yang memiliki legitimasi
demokrasi yang sangat kuat seperti DPR dan Presiden (yang
keduanya dipilih langsung oleh rakyat), produk UUnya dapat
dibatalkan oleh 9 orang hakim MK yang tidak memiliki legitimasi



demokratis sekuat DPR dan Presiden? Kritik kedua terkait dengan
kompetensi. Apakah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman
seperti MK memiliki kompetensi yang lebih memadai
dibandingkan legislatif dalam menilai validitas sebuah UU? Atas
dua kritik tersebut dapat disampaikan bahwa keberadaan MK
justru untuk memperkuat demokrasi dan memperkuat prinsip
konstitusionalisme dengan cara memastikan bahwa UU yang
dibentuk lembaga demokrasi tidak hanya legitimate namun juga
tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Demokrasi
tidak melulu mengutamakan kepentingan mayoritas namun juga
memastikan agar kepentingan minoritas tetap terlindungi. Dan
untuk inilah MK hadir agar produk yang disusun berdasarkan
prinsip suara terbanyak tetap melindungi dan tidak melanggar hak
minoritas.

Terkait dengan judicial preview, Perancis dan beberapa negara
bekas jajahan Perancis mengadopsi judicial preview dengan
Constitutional Councilnya. Judicial preview merupakan pengujian
dilakukan diujung proses pembentukan UU sebelum UU tersebut
diundangkan. Jika yang digunakan sebagai rujukan adalah model
judicial preview model Perancis maka lembaga yang melakukan
preview di Perancis adalah Constitutional Council atau Dewan
Konstitusi yang bukan merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman sebagaimana MK maupun MA yang dilakukan oleh
hakim bukan dewan. Anggota Constitutional Council adalah para
mantan pejabat tinggi negara, bukan hakim sebagaimana di MK
dan MA. Keanggotaan para mantan pejabat tinggi negara sebagai
anggota dewan Constitutional Council diharapkan agar Dewan
tersebut memiliki wisdom/kebijaksanaan dan pengalaman
bernegara dari para mantan pejabat negara tersebut dengan
harapan dalam mengambil keputusan lebih mementingkan
kepetingan negara dan banagsa dan bukan kelompok. Dengan
bentuk dewan dan anggotanya bukanlah hakim sebagaiamana di
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MK dan MA maka dapat dipahami jika Constitutional Council
terlibat di ujung proses pembentukan UU secara aktif sesaat
sebelum UU tersebut diundangkan untuk memastikan
konstitusionalitas dan validitasnya.

Disamping judicial review dan judicial preview, beberapa negara
mengadopsi model hybrid yang menggabungkan judicial preview
dan judicial review.'”> Model hybrid diterapkan di negara yang
menganut sistem kekuasaan kehakiman yang terpisah (kelsenian
model) yang mengakui bahwa pemeriksaan konstitusional dapat
dilakukan bersamaan secara preventif dan represif.l’¢ beberapa
negara yang mengadopsi model hybrid ini antara lain Perancis,
Austria dan Jerman dengan beberapa variasi didalamnya. Model
hybrid ini dianggap berguna untuk mencegah produk hukum
inkonstitusional sejak awal (preventif), memberi ruang koreksi
setelah UU berlaku (represif) dan menjaga keseimbangan antara
lembaga legislatif dan yudikatif. Dinyatakan bahwa praktik judicial
review tidak jarang menimbulkan political tension antara pengadilan
dan pembentuk undang-undang yang dikarenakan putusan
pengadilan membatalkan produk yang telah dihasilkan oleh
pembentuk UU yang dapat berakibat pada tujuan pembentukan
UU tersebut tidak lagi sesuai dengan maksud awal dari pembentuk
Undang-Undang.l”7 Demikian pula dengan konsekuensi putusan
pengadilan yang memberikan beban kepada pembentuk undang-
undang untuk menindaklanjutinya dengan perubahan undang-
undang.

Dengan diadopsinya hybrid reviews ini maka diharapkan
political tension ini akan terhindarkan karena sejak awal pengadilan
telah memberikan pertimbangan preventif konstitusional sebelum
UU diundangkan. Artinya ada upaya pencegahan secara yudisial

175 pandangan Prof. lwan Satriawan dalam presnetasi pada FGD FH UGM, 8 agustus 2025

176 |bid.
177 1bid.
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dengan melakukan pengujian konstitusionalitas RUU saat proses
pembentukan UU dilakukan. Harapannya ketika UU benar-benar
diundangkan maka persoalan konstitusionalitas UU telah selesai.
Jikapun tidak, maka pengadilan dapat menggunakan kewenangan
untuk melakukan pengujian lebih lanjut saat undang-undang
tersebut diundangkan dan berlaku untuk umum. Hal demikian
oleh Prof. Iwan Satriawan dapat menurunkan tensi politik antara
pembentuk UU dan pengadilan.

Atas pandangan tersebut penulis berpendapat bahwa
memberikan kewenangan judicial review dan judicial preview kepada
pengadilan justru akan memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada pengadilan dalam menguji produk legislatif. Pengadilan
dapat menilai ketika produk masih dalam bentuk RUU maupun
ketika telah berbentuk UU. Akumulasi kewenangan ini menurut
pandangan penulis tidak tepat karena tidak lagi memberikan
imbangan yang proporsional. Pengadilan memiliki kewenangan
yang jauh lebih besar dari pada legislatif itu sendiri karena bisa
menilai produk legislasi baik dalam bentuk RUU maupun dalam
bentuk UU. Jika pendekatan ini digunakan dapat berpotensi
menggeser democracy ke juristocracy dimana para juris lah yang
lebih berdaulat dibandingkan rakyat itu sendiri.

Selanjutnya tidak ada jaminan pula bahwa pendekatan hybrid
ini akan menurunkan tensi politik, mengapa? Ketika tidak ada
kesepahaman antara pembentuk UU dan pengadilan atas substansi
draft RUU yang dinilai oleh pengadilan maka potensi tensi politik
meninggi itu sangat mungkin akan terjadi lebih awal. Demikian
juga ketika penilaian yudisial dilakukan saat UU telah
diundangkan dan berlaku umum. Artinya potensi tensi politik
justru bisa terjadi berulang. Belum lagi secara hubungan
kelembagaan dapat saja pembentuk undang-undang merasa terlalu
didikte bahkan inferior dibandingkan dengan pemegang
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kekuasaan kehakiman yang bisa I=melakukan penilaian dua kali
sebelum dan setelah UU diundangkan.

Dalam konteks keterlibatan MK dalam proses ratifikasi
international treaty terdapat setidaknya delapan artikel yang
penting dan relevan untuk diuraikan. Kedelapan artikel tersebut
memiliki pandangan yang relatif sama mengenai pentingnya
judicial preview dilekatkan kepada MK. Pertama, artikel dengan
judul Constitutional Preview and Review of International Treaties :
France and Indonesia Compared yang dituliskan oleh Dewi Nurul
Savitri'”® membandingkan praktik judicial review di Indonesia dan
Perancis. Artikel ini berpendapat pentingnya judicial preview untuk
disematkan ke MK Indonesia sebagai upaya untuk mencegah
international treaty yang tidak adil diterapkan di Indonesia. Kedua,
Nikmatul Huda et. al dalam artikelnya yang berjudul The urgency
of the constitutional preview of law on the ratification of international
treaty by the Comstitutional Court in Indonesia berpendapat MK
seharusnya terlibat dalam penilaian international treaty sebelum
treaty tersebut diadopsi oleh Indonesia.’”” MK dapat melakukan
penilaian konstitusionalitas atas international treaty tersebut untuk
memastikan ada tidaknya ketentuan yang bertentangan dengan
UUD sebelum treaty tersebut diratifikasi oleh parlemen Indonesia.
Hal ini dimaksudkan agar ketika UU ratifikasi diundangkan
permasalahan berkaitan dengan konstitusionalitas UU ratifikasi
tersebut sudah dituntaskan sebelum UU tersebut diundangkan.
Ketiga, hal senada disampaikan oleh Noor Sidharta, Sudasono, 1
Nyoman Nurjaya dan Bambang Sugiri dalam artikelnya yang
berjudul Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification,

178 Dewi Nurul Savitri, “Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And Indonesia
Compared,” Constitutional Review 5, no. 1 (May 2019): 039, https://doi.org/10.31078/consrev512.

179 Ni’matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the
Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in
Indonesia,” Heliyon 7, no. 9 (September 2021): e07886, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886.
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Constitutional Review,’$" menjelaskan pentingnya judicial preview
sebagai mekanisme penyeimbang dalam pembentukan atau
ratifikasi international treaty. Hal ini disebabkan karena
pembentukan/ratifikasi international treaty melalui judicial preview
mengurangi didominasi oleh eksekutif dan legislative dalam
prosesnya. Keempat, Igam Arya Wada, Felix Alexander
Kurniawan dan Agnes Sinta dalam artikelnya yang berjudul Ius
Constituendum Kewenangan Judicial Preview di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia'8! berpendapat bahwa dikarenakan
kualitas legislasi yang buruk intensitas perkara judicial review
yang tinggi maka perlu diupayakan untuk menambah
kewenangan MK dalam hal ini judicial preview untuk mengatasinya.
Kelima, Janpatar Simamora dan Risma Elfrida Esther dalam The
Design of the Idea of Judicial Preview Authority of the Constitutional
Court In the Indonesian Constitutional System!$2 menjelaskan
beberapa alasan pentingnya kekuasaan judicial preview dilekatkan
kepada MK. Pertama, banyak undang-undang yang perlu direvisi
baik dalam proses maupun substansi. Hal ini menjadikan judicial
preview oleh MK menjadi penting untuk mengantisipasi hal
tersebut. Kedua, terdapat keterbatasan ketika MK melakukan
judicial review salah satunya karena MK tidak bisa secara aktif
melakukan review namun harus mendasarkan kepada permohonan
yang diajukan ke MK. Ketiga, rendahnya kualitas dan produktifitas
legislasi nasional sampai dengan saat ini.’83 Keenam, Judicial
Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian
Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh

180 Sygeng Riyadi et al., “The Urgency of Establishing Constitutional Court Procedural Law,” Volksgeist: Jurnal
IImu Hukum Dan Konstitusi, December 27, 2023, 209-23, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9607.

181 |lgam Arya Wada, Felix Alexander Kurniawan, and Agnes Sinta, “lus Constituendum Kewenangan Judicial
Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Jurnal Kajian Konstitusi 3, no. 1 (June 2023): 1,
https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917.

182 Janpatar Simamora and Risma Manik, “The Design Of The Idea Of Judicial Preview Authority Of The
Constitutional Court In The Indonesian Constitutional System,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 13, no. 1 (March
2024): 167, https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.167-188.

183 Sjmamora and Manik, 174-75.
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Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Muhamad Rijal Firdaus et.
al menjelaskan bahwa judicial preview dapat mengatasi
ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat putusan bersyarat
MK.18¢ Ketujuh, bagi Geney Srikusum Dewi, judicial preview
merupakan upaya menjamin hak-hak konstitusional warga
negara.!s5 Terakhir, Judicial preview oleh Alek Karci Kurniawan
dianggap sebagai mekanisme verifikasi konstitusionalitas suatu
rancangan undang —undang.18¢

Penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan kedelapan
artikel di atas dengan beberapa pertimbangan. Keterlibatan MPR
dan MK dalam memberikan pertimbangan preventif konstitusional
dalam pembahasan rancangan UU oleh DPR dan Pemerintah
menurut pandangan penulis tidaklah tepat. Beberapa alasan
diantaranya adalah : pertama, judicial preview merupakan
kewenangan diluar dari kewenangan konstitusional yang dimiliki
oleh kedua lembaga ini. Khusus untuk MPR dan MK, mekanisme
demikian akan berakibat baik MPR maupun MK masuk dalam
ranah pembentukan UU yang merupakan ranah legislative dan
bukan ranah MK sebagai pemegang kekuasaan yudikatif ataupun
MPR sebagai permusyawartan rakyat.

Kedua, usulan Judicial preview tidaklah tepat karena ini
bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of
powers) dan check and balances mechanism. Judicial preview
menempatkan MK dalam proses pembentukan UU yang
merupakan ranah dari legislatif. Hal demikian menjadikan MK
yang sejatinya adalah lembaga yudikatif masuk ke domain

18 Muhamad Rijal Firdaus, Rahmania Lailatul Hijriyah, and Ernawati Huroiroh, “Judicial Preview Sebagai
Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh
Mahkamah Konstitusi,” Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial 3, no. 1 (May 2023): 33-50,
https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.364.

185 Geney Srikusuma Dewi, “Judicial Preview: Upaya Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” Jurnal
Yustitia 13, no. 2 (2019): 1-17.

186 Alek Karci Kurniawan, “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan
Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 11, no. 4 (May 2016): 632, https://doi.org/10.31078/jk1142.

118



legislatif yang berarti MK turut campur bahkan mencaplok
sebagian dari kewenangan legislasi dari pembentuk UU. Judicial
review sebagaimana praktik selama ini merupakan mekanisme
yang tepat untuk menilai UU yang merupakan produk utuh dan
selesai dari legislative untuk memastikan UU tersebut selaras
dengan norma dalam UUD.

Setidaknya terdapat empat kelemahan dari judicial preview.
Pertama, risiko politisasi yang dapat mengurangi independensi
kekuasaan kehakiman. Jika MK terlibat dalam proses legislasi
dapat dipersepsikan sebagai partisan dan tidak lagi independen.
Pada saat yang bersamaan lembaga legislatif juga dapat
mempengaruhi pengadilan saat preview tersebut dilakukan. Hal
demikian berakibat pada lebih kental nuansa politiknya
dibandingkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jika hal ini
terjadi maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap MK
dan mendelegitimasi putusan pengadilan.

Kedua, judicial preview Dberpotensi mengganggu /
memperlambat proses pembentukan undang-undang. Hal ini
dikarenakan proses pembentukan Undang-Undang yang sejatinya
melalui 5 tahapan namun menjadi 6 tahapan karena ada tambahan
tahapan judicial preview diakhir proses pembentukan Undang-
Undang. Hal demikian biasanya juga berkonsekuensi pada
pembiayaan yang lebih tinggi. Ketiga, adanya potensi pelanggaran
judicial (judicial overreach). Ada kemungkinan lembaga pemegang
kekuasaan kehakiman menerbitkan yurisprudensi sebelum
peraturan tersebut benar-benar diundangkan/dipraktikan. Hal ini
berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga
sebelumnya. Keempat, potensi kerumitan kebutuhan akan sumber
daya dan keahlian tertentu dalam mengimplementasikan judicial
preview.

Dalam sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, UU 14
Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan
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kepada MA untuk memberikan pertimbangan hukum kepada
lembaga negara.’s” Kewenangan ini sebenarnya dapat digunakan
MA untuk memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga
negara termasuk pertimbangan ketika lembaga negara dimaksud
hendak melakukan langkah hukum termasuk ketika hendak
membentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan MA
demikian sering disebut dengan anticipatory judicial review?!ss
dimana MA dapat memberikan pertimbangan hukum dalam
proses pembentukan peraturan yang pada ujungnya diharapkan
dapat mengantisipasi kemungkinan judicial review ketika PUU
tersebut diundangkan.

Sayangnya ketentuan kewenangan pemberian pertimbangan
hukum kepada lembaga negara sebagaimana dituliskan dalam UU
14 tahun 1974 tidak ada dalam UUD maupun UU MK. UUD secara
limitatif telah menentukan empat kewenangan dan satu kewajiban
MK yang artinya tidak ada ruang bagi MK untuk memberikan
pertimbangan hukum. Demikian juga dengan UUMK yang tidak
menyebut kewenangan MK memberikan pertimbangan hukum
kepada lembaga negara.

Bagi MPR pertimbangan preventif dalam pembentukan UU
juga diluar kewenangan konstitusional yang disebut dalam UUD
baik dalam Pasal 3, 7 maupun Pasal 37. UU MD3 memperluas tugas
dan kewenangan MPR.

Tugas MPR menurut Pasal 5 adalah:

a. memasyarakatkan Ketetapan MPR

b. memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Tka

187 pasal 25 UUMA 1/1970 Semua Pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat nasehat
tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta.

188 T, Mulya Lubis, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990,
with Gramedia Pustaka Utama, PT and Society for Political and Economic Studies (Lembaga Penelitian,
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) (Jakarta: Published by PT Gramedia Pustaka Utama in
cooperation with SPES Foundation, 1993).

120



c. mengkaji sistem Kketatanegaraan, UUD 1945 serta
pelaksanaannya, dan

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan
UUD 1945.

Sedangkan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal

4 adalah:

a. mengubah dan menetapkan UUD 1945

b. melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan
umum

c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden
dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah
mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden dan-atau
wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berua
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidank
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbutki
bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memnubhi
syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

d. melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya dan

e. memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari
2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan
calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,
sampai berakhir masa jabatannya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak

memberikan kewenangan kepada MPR untuk memberikan

pertimbangan secara preventif dalam pembentukan UU.
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Kalaupun MPR hendak memberikan pertimbangan preventif
konstitusional hal ini dapat dilakukan sebagai pelaksanaan tugas
melakukan pengkajian sistem kenegaraan sebagaimana disebut
dalam Pasal 5 huruf C UUMD3. Namun bentuk pertimbangan
MPR tersebut bukan dalam bentuk ketetapan MPR namun
berbentuk kajian MPR yang dapat digunakan sebagai
pertimbangan oleh pembentuk UU. Sifat pertimbangan tersebut
tidak mengikat.

Singkatnya berkenaan dengan kemungkinan MPR maupun
MK memberikan pertimbangan preventif konstitusional menurut
pendapat penulis tidaklah tepat, mengapa? Secara konsep,
pemberian kewenangan pertimbangan preventif konstitusional
kepada MK dan MPR berpotensi melanggar prinsip-prinsip
penting dalam hukum tata negara seperti prinsip separation of
powers, check and balances mechanism, politization of the judiciary,
judicial overrearch, judicial complexity. Secara kelembagaan, MPR
dan MK secara konstitusional tidak didesain untuk memberikan
pertimbangan preventif konstitusional. Keterlibatan MPR dan MK
dapat dianggap sebagai intervensi terhadap proses pembentukan
UU yang dilakukan lembaga legislatif. Disamping itu, keterlibatan
MPR dan MK yang diharapkan dapat mengurangi tensi politik
kepada pembentuk undang-undang bukan merupakan jaminan.
Bisa saja justru tensi politik tersebut datang lebih awal saat proses
pembentukan UU masih dilakukan. Dan masih dimungkin tensi
politik meninggi kembali ketika UU dilakukan judicial review saat
UU telah diundangkan dan diberlakukan untuk umum. Di sisi
waktu pemberian pertimbangan preventif konstitusional
memperpanjang proses tahapan pembentukan UU.



BAB YV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, Berkaca dari pembahasan di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa MPR dan MK sebagai pemegang gelar
lembaga tinggi negara, memegang legitimasi yang esensial dalam
melakukan interpretasi UUD NRI 1945. Namun, tentunya peran
yang dimainkan oleh kedua institusi negara tersebut berbeda. Pada
masa lalu, MPR memiliki kewenangan sebagai original intent dalam
menafsirkan konstitusi, karena keterlibatannya secara langsung
dalam menyusun dan mengamandemen UUD. Namun, setelah
adanya amandemen, legitimasi yang dimiliki MPR dalam melakukan
interpretasi menjadi terbatas, dan perannya hanya terbatas para
interpretasi politik, di mana tidak mengikat secara hukum atau
hanya berlaku terhadap internal MPR. Sebaliknya, MK sebagai
lembaga yudisial independen memiliki legitimasi dalam
menginterpretasi UUD yang bersifat final and binding, dengan
mengaplikasikan pendekatan living constitutuon yang tentunya dapat
menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkemabangan dunia
politik dan sosial. Namun, berkaca dari legitimasi yang ada,
hubungan antara MPR dan MK masih menunjukkan adanya conflict
of interest dan potensi konflik kewenangannya, khususnya dalam hal
mengamandemen konstitusi dan memakzulkan presiden, di mana
hal ini menuntut adanya tatanan antar lembaga yang lebih jelas.

Kedua, perdebatan mengenai kedudukan dan peran Mahkamah
Konstitusi sebagai negative legislator maupun positive legislator
tidak dapat dilihat secara kaku. Secara normatif, Pasal 24C UUD NRI
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Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun dalam
praktiknya, putusan MK sering kali tidak berhenti pada pembatalan
norma, melainkan juga menghasilkan tafsir konstitusional baru yang
berimplikasi pada lahirnya norma baru. Fenomena ini menunjukkan
bahwa MK, selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap
legislasi, juga turut memberi arah pembentukan hukum sesuai
dengan prinsip konstitusi.

Berbagai putusan MK, mulai dari penghapusan larangan eks-
PKI menjadi calon legislatif, pengakuan calon perseorangan dalam
Pilkada, hingga putusan mengenai ambang batas pencalonan kepala
daerah, membuktikan bahwa MK memainkan peran penting dalam
membentuk norma baru untuk menerjemahkan nilai-nilai dasar
konstitusi dalam kehidupan sosial dan politik, terutama di bidang
kepemiluan. Tindakan ini sebenarnya bukan pelampauan
kewenangan, melainkan konsekuensi logis dari fungsi judicial
review. Dengan demikian, antagonisme antara konsep negative dan
positive legislator menjadi kurang relevan, sebab praktik
konstitusional justru memperlihatkan peran yang lebih variatif yang
dijalankan MK untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian, dan
supremasi konstitusi.

Ketiga, Yurisprudensi memiliki arti yang penting dan dapat
digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan putusan
Mahkamah Konstitusi. Namun yurisprudensi tidak bersifat
mengikat dan konsistensi putusan bukanlah tujuan, mengingat kasus
yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi terkadang bersifat sangat
particular dan tidak selalu identik satu sama lain meskipun terlihat
ada kemiripan konteks pada permukaannya. Adapun untuk
menjamin kepastian hukum, penting untuk menghasilkan putusan
dari suatu proses yang akuntabel.

Keempat, Hubungan kelembagaan antara MPR dan MK telah
diatur dalam UUD, UUMD3 maupun UUMK. UUD mengatur MPR



dan MK dalam hal kewenangan, komposisi dan metode rekrutment
anggotanya. Hal yang lebih detail didelegasikan pengaturannya
kepada pembentuk undang-undang yang diejawantahkan dalam
UUMD3 dan UUMK. Artinya telah ada pengaturan baik secara
umum dalam konstitusi maupun lebih khusus dalam undang-
undang organik. Pengaturan lebih khusus tidaklah perlu mengingat
telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara
memadai. Jika ada materi muatan yang hendak ditambahkan maka
perubahan UU organik tersebut yang sebaiknya dilakukan.
Beberapa studi menyatakan bahwa judicial preview penting
untuk diadopsi di Indonesia melalui MK, namun kajian ini berbeda
dengan berbagai kajian tersebut dengan beberapa alasan
teoritikal/ konseptual maupun praktikal. Dari sisi teori dan konsep
judicial preview melanggar konsep pemisahan kekuasaan karena
judicial preview membolehkan kekuasaan kehakiman masuk dalam
proses pembentukan undang-undang yang sejatinya merupakan
ranah legislatif. kedua, judicial preview juga membuat kekuasaan
kehakiman menjadi lebih politis dibandingkan yuridis karena masuk
dalam proses legislasi yang mekanisme dan tahapannya sangat
politis. Ketiga, marwah independensi kekuasaan kehakiman juga
dipertaruhkan jika judicial review disematkan ke MK karena MK
masuk dalam proses politik dalam pembentukan Undang-Undang.
Dimungkinkan MK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan
pengaruh dari pembentuk UU. Dari sisi praktis judicial preview
berdampak pada kompleksitas dalam proses legislasi karena actor
yang terlibat dalam proses legislasi tidak hanya presiden DPR dan
DPD namun juga MPR dan MK. membayangkan 5 lembaga negara
terlibat dalam proses pembentukan UU akan memberikan
kompleksitas tersendiri ditengah adanya kemungkinan berbagai
perbedaan pandangan dan pendapat. Hal demikian dapat
berimplikasi kepada kemungkinan proses legislasi yang menjadi
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lebih lama dalam hal terjadi perbedaan antara RUU versi pembentuk
UU dengan hasil judicial preview.

Saran dan Rekomendasi

Pertama, Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi yang dapat
dipertimbangkan yaitu perlu dibuat pengaturan yang lebih jelas
terkait batasan otoritas pada masing-masing lembaga, serta
mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antarlembaga negara
agar lebih berkeadilan. Tentunya, setiap pengaturan-pengaturan
tersebut harus memperhatikan konsep supremasi konstitusi,
legitimasi demokratis, dan juga yudisial yang independen. Menurut
Iwan Satriawan, solusi-solusi yang juga dapat dipertimbangkan
adalah adanya penguatan fungsi MPR tanpa perlu mengambil alih
otoritas dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu penyediaan
tradisi risalah perubahan UUD, penyediaan naskah UUD NRI secara
resmi, pelaksanaan sosialisasi UUD, dan penguatan fungsi Badan
Pengkajian MPR.[  Pendekatan ini memungkinkan MPR
berkontribusi dalam diskursus konstitusional tanpa menimbulkan
tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Mahkamah Konstitusi perlu menjaga konsistensi dalam
merumuskan putusan agar tidak menimbulkan multiinterpretasi,
terutama pada isu-isu sensitif seperti pemilu dan pilkada. Kejelasan
amar putusan yang tegas dan operasional akan meminimalisir risiko
penyimpangan tafsir oleh pelaksana. Di sisi lain, MK harus tetap
menahan diri untuk tidak masuk terlalu jauh dalam aspek teknis
implementasi dan membiarkan hal tersebut tetap dirumuskan oleh
DPR dan Presiden agar tidak menimbulkan kesan sebagai aktor
politik yang melampaui peran konstitusionalnya. Selain itu,
pembentuk undang-undang perlu merespons putusan-putusan MK
dengan cepat melalui mekanisme legislasi. Hal ini penting agar
norma baru yang lahir dari putusan MK tidak dibiarkan berjalan
tanpa dukungan regulasi yang memadai. Dengan adanya respons
perubahan legislatif yang sigap, keseimbangan antara fungsi



legislatif dan yudikatif dapat tetap terjaga, sementara masyarakat
memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian,
sinergitas antara MK dan DPR serta Presiden dapat memperkuat
prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokratisasi.

Ketiga, Untuk menjamin akuntabilitas proses pembentukan
putusan tersebut, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur
tata cara pelaksanaan rapat permusyawatan hakim secara khusus,
yang mendorong hakim untuk mempersiapkan pendapat
hukumnya masing-masing terkait kasus yang ditangani untuk
didiskusikan secara mendalam pada RPH, danmenjadi dasar dalam
perumusan ratio decidendi serta pengambilan putusan. Pedoman
tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah
Konstitusi (PMK), sesuai dengan kewenangan MK untuk melengkapi
hukum acara menurut UU MK.

Keempat, terkait dengan sinergitas MPR dan MK dalam menafsir
UUD 1945, MPR dan MK perlu secara konsisten melakukan tugas
konstitusionalnya termasuk untuk menetapkan dan mengubah UUD
bagi MPR dan menguji UU terhadap UUD bagi MK. Adapun risalah
yang dihasilkan dalam sidang MPR selama proses perubahan UUD
tersebut tetap penting kedudukannya dan perlu dipertahankan
keberadaannya tidak hanya sebagai dokumen sejarah proses
perubahan UUD namun lebih dari itu ia bertindak sebagai tafsir
resmi untuk memahami maksud awal dari pembentuk UUD.
Keberadaan risalah sidang ini juga penting bagi MK ketika
menjalankan kewenangan konstitusionalnya menguji UU terhadap
UUD khususnya ketika rumusan pasal yang tertulis dalam UUD
tidak sepenuhnya jelas dan memerlukan uraikan penjelasan lebih
lanjut. Hal ini juga penting dalam rangka melacak terjadinya
ketentuan dalam UUD termasuk maksud dari pembentuk UUD
terkait dengan suatu ketentuan dalam UUD. Terkait dengan
kemungkinan melakukan judicial preview, MK dan MPR sebaiknya
tidak melakukan pengujian sebelum UU diundangkan dalam bentuk
pertimbangan preventif konstitusional.
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Secara normatif MPR dan MK tidak memiliki kewenangan
berkaitan dengan pemberian pertimbangan preventif konstitusional.
Pertimbangan preventif konstitusional ini juga berpotensi
memperpanjang, menambah dan memperlama proses pembentukan
UU jika pertimbangan ini diletakan dalam tahap akhir pembentukan
UU. Selain itu potensi untuk menyelaraskan dan menilai
konstitusional substansi UU sejak awal pembentukan juga diiringi
potensi political tension yang meninggi pula sejak pembentukannya
bilamana ada ketidaksamaan pandangan antara MK MPR dan
pembentuk UU telah terjadi dalam proses pembentukan UU. MK
dapat dianggap melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, check and
balances mechanism antar lembaga negara, politization of the judiciary,
atau judicial overreach. Selain itu MK juga rawan dianggap tidak lagi
independen atau bahkan partisan karena turut dalam proses politik
dalam pembentukan UU. Dampak jangka panjang dapat berakibat
pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK akan menurun
dan pada gilirannya masyarakat tidak lagi menggunakan MK dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional yang
dihadapinya. Jika kanal tersebut tidak digunakan bisa jadi
masyarakat akan menggunakan kanal lain yang tidak diatur dalam
UUD maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat
ekstra konstitusional. Hal ini yang diharapkan tidak akan terjadi baik
sekarang maupun yang akan datang karena akan lebih sulit
dikendalikan mengingat tidak ada aturan dalam peraturan
perundang-undangan eksisting.
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